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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-
2029 dapat diselesaikan.

RPJMD ini disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih untuk periode
2025-2029, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan
pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini juga merupakan
wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mendukung pencapaian tujuan

pembangunan daerah dan nasional serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 disusun secara
partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, pemangku kepentingan,
akademisi, tokoh masyarakat, serta segenap elemen masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan dukungan, masukan, dan kritik yang
konstruktif agar dapat diimplementasikan secara optimal dan mampu menjawab tantangan
pembangunan ke depan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, semoga RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi landasan
yang kokoh dalam mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,

demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Tembilahan, Agustus 2025
Bupati Indragiri Hilir
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BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR & TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang :

Mengingat :

INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 2754);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



10.

11.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5641);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2024 Nomor 14};

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun
2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2024- 2044 (lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2025-2029.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir.
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang

selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang

selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun
2045.

. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil

perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan
kepala daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,
berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan pembangunan Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu perencanaan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan publik.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan :

a. untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional,
proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan; dan

b. Untuk menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
Pembangunan daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat.



BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) RPUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dengan
sistematika:
BAB1 PENDAHULUAN;
BABII GAMBARAN UMUM DAERAH;
BAB III  VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

BABV PENUTUP.

(2) RPUMD yang dijabarkan dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagai koordinator pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Daerah.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan

Pada tanggal 19 Agustuy 202¢

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

PV o=

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 9 Agugtus 207%
_ASEKRETARIS DAERAH
/< KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

o\

TANTAWT JAUHARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR &

NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU
(11.28.A/2025)



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dokumen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas dan
kewajiban untuk menetapkan RPJMD sebagai dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RTRW,

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih
dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
ditetapkan melalui RPJMD dengan memperhitungkan faktor sumber daya
alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber
Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan
RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebagai amanat undang-undang, maka Kabupaten Indragiri Hilir wajib
menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RPJPN, RPJPD
Provinsi Riau, RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir dan RTRW. Adapun dalam
penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN &
2025 NOMOR
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KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PENDAHULUAN
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur melalui Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan perencanaan
pembangunan di Indonesia. Peraturan ini merupakan kesatuan yang mengatur
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat dan daerah,
dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom bertujuan untuk
mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dengan tetap
berlandaskan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak
lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan tersebut
melalui  pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan
pembangunan, pemerintah daerah juga diharuskan mendukung pencapaian
target pembangunan nasional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik
khas dari masing-masing daerah.

Pembangunan daerah adalah upaya yang terencana, sistematis, dan
berkelanjutan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi
atau lembaga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat,

menciptakan pemerataan, membuka peluang kerja dan usaha, serta
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meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat daya
saing daerah sesuai dengan kewenangan pemerintahannya. Bagi pemerintah
daerah, pembangunan ini menjadi bagian dari pelaksanaan urusan
pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada daerah, sehingga menjadi bagian
tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Proses perencanaan
pembangunan daerah dilakukan untuk merumuskan arah kebijakan dalam
kurun waktu tertentu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
bertujuan untuk mengoptimalkan dan mendistribusikan sumber daya yang ada
di daerah secara efektif.

Secara konseptual, perencanaan berdasarkan hierarki terbagi menjadi
dua jenis, yaitu perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan
pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan nasional (PPN) mencakup
pengelolaan perencanaan makro untuk seluruh fungsi pemerintahan yang
terintegrasi di berbagai bidang kehidupan dalam lingkup Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, perencanaan pembangunan
daerah (PPD) terdiri atas perencanaan tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota. Perencanaan provinsi bertujuan untuk menyusun rencana
yang mencakup lintas kabupaten/kota guna mengatasi ketimpangan antar
wilayah dan menangani isu-isu spesifik yang bersifat lokal. Di sisi lain,
perencanaan daerah juga difokuskan pada penyusunan rencana berdasarkan
kewenangan masing-masing daerah dengan menjabarkan ketentuan
perencanaan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir disusun berdasarkan amanat
peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri

Fnfupifer. ‘-,n/rf‘?(ni Ll




HEN

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen ini menjadi acuan
resmi dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahunan dan menjamin
kesinambungan perencanaan yang sinergis antara pusat dan daerah.
Berdasarkan Pasal 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut,
perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Penyusunan RPJMD ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045,
dan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau. RPJMD ini juga disusun dengan
mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri
Hilir dan kebijakan sektoral strategis lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten
Indragiri Hilir tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029,
Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Disamping itu, RPJMD
Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029 ini juga disusun dengan
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan
Dokumen KLHS.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,
berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang
digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

1. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri

Hilir 2025-2029 dengan menekankan pada penggunaan data, analisis
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ilmiah, dan rasionalitas kebijakan dengan tujuan untuk merumuskan arah
pembangunan yang efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan kondisi nyata
daerah, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri
Hilir 2025-2029 dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku
kepentingan (stakeholder) dalam proses perencanaan, mulai dari tahap
awal hingga penetapan akhir dokumen untuk memastikan bahwa dokumen
RPJMD merefleksikan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat, serta
memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

. Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir
2025-2029 adalah pendekatan yang mengacu pada visi, misi, dan program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024
dan merupakan penjabaran dari kontrak politik kepala daerah kepada
rakyat, sehingga arah kebijakan pembangunan daerah harus sejalan dengan
janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat.

. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas (top-down) dan bawah-atas
(bottom-up) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-
2029 digunakan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan
bersifat komprehensif, terintegrasi, dan responsif, dengan
mempertimbangkan arahan kebijakan nasional maupun aspirasi nyata dari
masyarakat di akar rumput.

. Pendekatan holistik-tematik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri
Hilir 2025-2029 merupakan pendekatan yang memandang pembangunan
daerah secara menyeluruh (holistik) dan berdasarkan tema-tema strategis
(tematik). Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan daerah secara
terpadu lintas sektor, tidak sektoral dan parsial, sehingga hasil

pembangunan lebih terarah, berdampak, dan berkelanjutan.
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6. Pendekatan integratif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir
2025-2029 dengan menekankan pentingnya keterpaduan antar sektor,
antar wilayah, antar pelaku pembangunan, dan antar level pemerintahan
dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi
pembangunan daerah.

7. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak
berjalan secara sektoral atau terpisah-pisah, tetapi saling terhubung dan
mendukung satu sama lain, guna mencapai tujuan pembangunan daerah
secara efektif dan efisien.

8. Pendekatan spasial dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir
2025-2029 dengan memperhatikan dimensi wilayah atau keruangan
dengan menekankan bahwa pembangunan harus memperhitungkan
karakteristik  geografis, potensi wilayah, distribusi penduduk,
keterjangkauan pelayanan, dan konektivitas antarwilayah agar
pembangunan lebih merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan

Selanjutnya, dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir
tahun 2025 - 2029 ini juga dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan
regulasi peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan sebagai
berikut :

1. persiapan penyusunan;

2. penyusunan rancangan awal;

3. penyusunan rancangan;

4. pelaksanaan Musrenbang;

5. perumusan rancangan akhir; dan

6. penetapan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan




HEN

pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun, sebagai
penjabaran dari visi, misi, dan program kerja H. Herman dan Yuliantini sebagai
Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih periode 2025 - 2030 yang telah
dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025,
sebagai bagian dari pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada
2024.

Sebagai sebuah Kabupaten yang memiliki potensi besar dalam sektor
perkebunan, terutama kelapa dalam sebagai komoditas unggulan yang
menopang perekonomian daerah. Selain itu, letaknya yang strategis di pesisir
timur Pulau Sumatera menjadikan daerah ini memiliki peran penting dalam
konektivitas perdagangan dan transportasi laut. Maka Kabupaten Indragiri Hilir
memiliki potensi yang besar dalam pembangunan daerah akan tetapi disisi lain
Kabupaten Indragiri Hilir juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti
degradasi lahan perkebunan rakyat, keterbatasan infrastruktur dasar,
rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ancaman bencana alam seperti
banjir dan abrasi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029
menjadi penting dan strategis untuk merumuskan arah kebijakan
pembangunan yang lebih terfokus, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. RPJMD
ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan pembangunan serta
memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan
pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup
masyarakat secara menyeluruh dan merata. Dokumen ini selanjutya akan
menjadi pedoman arah pembangunan daerah dan menjadi dasar dalam
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan melalui

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
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Oleh karena itu, dengan adanya penyusunan dokumen RPJMD
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 ini, diharapkan arah pembangunan
daerah dapat diwujudkan secara efektif untuk menjawab berbagai tantangan
dan memanfaatkan peluang strategis yang ada, demi terwujudnya masyarakat
Indragiri Hilir yang hebat, gemilang dengan pertanian terpadu untuk

mewujudkan masyarajat yang sejahtera.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 - 2029
berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang - Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
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Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-
2045

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-
2044.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2025-2045.

Lnbifio. Jrdpogis 43
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1.3 Hubungan antar Dokumen
Penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029
mempedomani RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045. RPJMD

Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-
2029, yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain mempedomani
dokumen Rancangan RPJMN, memperhatikan RPJMD Provinsi Riau dan juga
mempedomani RTRW, Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan dan
mempedomani KLHS RPJMD, Rantek RPJMD, RIPJPID, Evaluasi Capaian.
Pembangunan 5 Tahun Terakhir (2020-2024) dan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektoral laninya. RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan
Renstra PD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 ini akan dijabarkan setiap
tahunnya. Keterkaitan penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-
2029 dengan Dokumen lainnya sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 di

bawah ini:

Ynlogilen. Jrabesgivi £l
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memperhatikan

EVALUASI CAPAIAN
PEMBANGUNAN 5
TAHUN TERAKHIR

mempedomani

DOKUMEN

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAN SEKOTRAL

LAINNYA LAINNYA

MANAJEMEN RISIKO

MANAJEMEN RISIKO
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Gambar I-1 Diagram Keterkaitan Antara Dokumen

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2025-2029
Sesuai dengan amanat Undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014

dijelaskan bahwa, RPJMD disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan hal tersebut,

maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Menyusun RPJMD Kabupaten

Indragiri Hilir 2025-2029 dengan mempedomani Peraturan Presiden nomor 12

Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Secara umum RPJMD Kabupaten

Indragiri Hilir 2025-2029 akan mendukung pencapaian 5 (lima) Sasaran

Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029.
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1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029

dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir harus disusun selaras dengan RPJMD
Provinsi Riau sesuai dengan amanat Pasal 263 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017, terutama terkait sinkronisasi antar dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah provinsi dan kabupaten/kota. Korelasi utama:
RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir menjadi turunan langsung dari RPJPD
Kabupaten dan harus memerhatikan RPJMD Provinsi agar tercipta
kesinambungan pembangunan lintas wilayah dan kewenangan. Berikut ini
adalah tabel matriks hubungan dan korelasi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir
2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Riau tahun 2025 - 2029, yaitu sebagai
berikut:

Tabel I-1 Matriks Hubungan dan Korelasi RPJMD Kab. Indragiri Hilir Dengan

RPJMD Provinsi Riau
RPJMD Provinsi Kal:)l;]lv:t)en
Aspek Riau 2025- p . Korelasi
2029 Indragiri Hilir
2025-2029
Riau Maju, Inhil Sejahtera, Sejalan dalam prinsip
Visi Lestari, dan Mandiri, dan keberlanjutan dan
Inklusif Berkelanjutan inklusi
P t
Hilirisasi SDA, | - eraman Saling mendukung
. . . komoditas kelapa
Misi Ekonomi |penguatan sektor dalam penguatan
dan sektor .
unggulan ) ekonomi lokal
perikanan
. . Rehabilitasi Restorasi gambut |[Terkait langsung
Misi : : s
. lahan gambut, dan perlindungan |karena Inhil memiliki
Lingkungan . . .
energi bersih DAS wilayah gambut luas

Fnfupifer. ‘-,n/rf‘?(ni Ll
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20as-2029
L. RPJMD
RPJMD Provinsi Kabupaten
Aspek Riau 2025- p o ere Korelasi
2029 Indragiri Hilir
2025-2029
. . Terintegrasi pada
Misi Infrastruktur Infrastruktur eneuatan
Konektivitas |antar-wilayah, pedesaan dan peng o L
Wilayah digitalisasi elayanan digital konektivitas digital
y & pelay & dan fisik

Selanjutnya beberapa program strategis Provinsi Riau yang secara

langsung berkaitan dan terimplementasi di Inhil, antara lain:

Tabel I-2 Program Strategis Provinsi Riau

Program Provinsi Implementasi di Inhil Korelasi

Kawasan Percepatan Klaster kelapa, pelabuhan

Strategi
Pembangunan Ekonomi |rakyat, UMKM kelapa rategis

Rehabilitasi Gambut & Program BRGM, penguatan

Lingk kriti
Mitigasi Karhutla kelembagaan desa gambut igkungan Krits
Digitalisasi Pelayanan Penguatan Sistem Transformasi
Publik Administrasi Desa Digital pelayanan
Jalan dan Jembatan Peningkatan akses Konektivitas antar
Provinsi Tembilahan-Reteh-Mandah |wilayah

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa RPJMD
Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 memiliki korelasi langsung dan substantif
dengan RPJMD Provinsi Riau 2025-2029, yang ditandai dengan:

1. Keselarasan visi dan arah pembangunan

2. Sinergi tujuan dan program prioritas

3. Keterpaduan indikator pembangunan daerah
4

Kesesuaian kewenangan dan wilayah strategis
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Oleh karena itu, korelasi ini penting untuk memastikan pembangunan
berbasis potensi lokal Inhil tetap berkontribusi terhadap agenda pembangunan
Provinsi Riau secara keseluruhan.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 - 2029
dengan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 - 2025
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah jangka menengah lima tahunan yang disusun untuk

menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dokumen ini wajib
disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045, yang merupakan rencana

pembangunan dua dekade ke depan.

Dokumen jangka panjang daerah dilaksanakan melalui empat periode
jangka menengah yang diimplementasikan ke dalam tema pembangunan pada
setiap periode lima tahunan sebagai pedoman calon kepala daerah
merumuskan visi, misi, dan program kampanye masing- masing calon kepala
daerah. Pada setiap tema pembangunan, terdapat substansi arah kebijakan dan
sasaran pokok yang selaras dengan visi dan misi yang telah dirumuskan. Ukuran
tercapainya Visi Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir yaitu “INDRAGIRI
HILIR GEMILANG BERBASIS PERTANIAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”
dalam pembangunan daerah 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian
sasaran-sasaran pokok.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki harapan dalam pembangunan jangka
panjang yakni tercapainya visi jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir. Pada
akhir pembangunan jangka panjang, Kabupaten Indragiri Hilir menjadi daerah

yang Berdaya Saing, Inovatif, Sejahtera dan Berkelanjutan. Dalam mewujudkan

Fnfugiles. ‘.&f/”?m: Ll
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pembangunan jangka panjang tersebut, Kabupaten Indragiri Hilir membagi
tahapan pembangunan dalam empat tema pembangunan.

Visi dan misi jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir dalam dokumen
jangka panjang menjadi acuan untuk merumuskan arah kebijakan serta sasaran
pokok. Arah kebijakan di setiap periode merupakan gambaran fokus yang
dirumuskan untuk menjadi pedoman bagi dokumen jangka menengah. Dengan
memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2025-2045, arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam dua
puluh tahun mendatang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan,
berkesinambungan dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Periode I RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir yang
dituangkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 adalah pada tahapan Penguatan
(Modal Dasar/Pondasi) Pembangunan. Penguatan (Modal Dasar/Pondasi)
Pembangunan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk
pembangunan Di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan memperkuat modal
dasar/pondasi, Kabupaten Indragiri Hilir dapat menciptakan kondisi yang
memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan
kualitas hidup masyarakat, dan pengurangan kesenjangan.

Penguatan (Modal Dasar/Pondasi) Pembangunan adalah tahap pertama
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Indragiri Hilir yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029. Tahap ini
memiliki beberapa fokus utama yakni (1) Peningkatan Produksi Pertanian
berbasis inovasi, (2) Penguatan Pemenuhan Infrastruktur Wilayah berwawasan
lingkungan, (3) Pemenuhan pelayanan dasar Masayarakat, dan (4) Penguatan
Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-
2029 merupakan dokumen turunan langsung dari RPJPD 2025-2045 dan

memegang peran kunci sebagai tahap awal pembangunan dua dekade ke depan.

Fnfugiles. ‘.&f/”?m: Ll
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Konsistensi visi, sasaran, indikator, dan kebijakan antara kedua dokumen
tersebut akan menentukan efektivitas, kesinambungan, dan keberhasilan
pembangunan daerah jangka panjang yang inklusif, berdaya saing, dan

berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 dengan

RTRW Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024- 2044

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional, undang-undang nomor 26 tahun
2007 tentang penataan ruang dan undang-undang nomor 17 tahun 2007
tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional dijelaskan bahwa
konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya
kedalam dokumen rencana pembangunan. Hal ini menekankan bahwa rencana
tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial disetiap sektor, lintas
sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat disinergis dan
berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses
penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. RPJMD
Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang berjangka waktu 5 tahun. Rencana tata ruang adalah
hasil suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang wilayah.
Sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029
menjadi krusial karena RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 bersifat

implementatif dan mengakomodir visi dan misi daerah kepala daerah.
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RTRW sebagai dokumen spasial menetapkan struktur ruang dan pola
ruang wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk kawasan budidaya, kawasan
lindung, jaringan prasarana, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. RPJMD
sebagai dokumen pembangunan normatif perlu merujuk dan mengakomodasi
ketentuan dalam RTRW untuk menjamin bahwa arah pembangunan tidak
bertentangan dengan fungsi ruang, kapasitas lingkungan, dan ketentuan
penataan ruang. Berikut ini adalah skema hubungan antara RPJMD Kabupaten
Indragiri Hilir 2025-2029 dan RTRW 2024-2044. Diagram ini menggambarkan
keterkaitan antara substansi tata ruang (seperti struktur ruang, pola ruang, dan
kawasan strategis) dengan komponen perencanaan pembangunan daerah
(seperti visi misi, program prioritas, dan arah pembangunan), yang berpadu

dalam kerangka sinkronisasi lokasi dan fungsi ruang.

RTRW 2024-2044 / RPJMD 2025-2029
/ i )
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Struktur Ruang Visi Misi Kejpala Daerah

— - Y

Pola Tuang ogram Prioritas
= = ~

Kawasan Strategis \ / Pembangunan Wilayah

)V g

Kesesuaian Lokasi, Fungsi Ruang

Gambar I-2 Skema Hubungan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir dengan RTRW
Kabupaten Indragiri Hilir
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Berdasarkan gambar skema diatas, maka penjabaran Rencana Struktur
Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas sistem pusat permukiman
dan sistem jaringan prasarana. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
Indragiri Hilir terdiri atas:
a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
C. pusat-pusat lain.
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa Kawasan Perkotaan Tembilahan
yang berada di:
a. Kecamatan Tembilahan; dan
b. Kecamatan Tembilahan Hulu.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Kuala Enok yang berada di:
1. Kecamatan Sungai Batang; dan
2. Kecamatan Tanah Merah.
b. Kawasan Perkotaan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Reteh; dan
c. Kawasan Perkotaan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.
Selanjutnya, pusat-pusat lain terdiri atas:
a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Enok yang berada di Kecamatan Enok;
b. Kawasan Perkotaan Harapan Tani yang berada di:
1. Kecamatan Enok; dan
2. Kecamatan Kempas.
c. Kawasan Perkotaan Khairiah Mandah yang berada di Kecamatan Mandabh;

d. Kawasan Perkotaan Kota Baru yang berada di Kecamatan Keritang;
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e. Kawasan Perkotaan Selensen yang berada di Kecamatan Kemuning; dan
f. Kawasan Perkotaan Teluk Pinang yang berada di Kecamatan Gaung Anak
Serka.
Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
a. Kawasan Perdesaan Bakau Aceh yang berada di Kecamatan Mandah;
b. Kawasan Perdesaan Batang Tumu yang berada di Kecamatan Mandah;
c. Kawasan Perdesaan Bekawan yang berada di Kecamatan Mandabh;
d. Kawasan Perdesaan Belaras yang berada di Kecamatan Mandabh;
e. Kawasan Perdesaan Kuala Lahang yang berada di Kecamatan Gaung;
f. Kawasan Perdesaan Sapat yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri;
dan
g. Kawasan Perdesaan Sungai Bela yang berada di Kecamatan Kuala

Indragiri.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 dengan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip
Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan
Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat
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Daerah mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah
Daerah menyusun KLHS RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 dalam
rangka mewujudkan Pembangunan sesuai dengan prinsip berkelanjutan.
Hal ini tentu berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang

telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang
mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB. Secara umum, maksud
pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 adalah untuk
memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB
termuat dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029. Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri
Hilir Tahun 2025-2029 wajib mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14
Permendagri No. 86 Tahun 2017. KLHS merupakan instrumen penting untuk
menjamin bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan
dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
KLHS RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan
program (KRP) RPJMD. Hubungan antara KLHS dan RPJMD Kabupaten Indragiri
Hilir dapat dianalisis dalam beberapa aspek berikut:
1. Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

KLHS memberikan landasan normatif dan strategis agar setiap kebijakan
pembangunan dalam RPJMD mempertimbangkan:

e Kelestarian sumber daya alam;

e Pengurangan risiko bencana;

o Keadilan sosial dan antar-generasi;

e Pengelolaan perubahan iklim.

Fnfugiles. ‘.&f/”?m: Ll
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2. Pengarusutamaan Isu Strategis Lingkungan
KLHS membantu mengidentifikasi isu-isu strategis lingkungan hidup yang
harus menjadi perhatian utama dalam RPJMD. Berdasarkan karakteristik

wilayah Indragiri Hilir, isu-isu strategis tersebut meliputi:

e Kerusakan lahan gambut dan kebakaran hutan/lahan (karhutla);
e Penurunan kualitas air dan sanitasi;
e Ancaman abrasi pantai dan banjir pasang (rob);
o Pengelolaan limbah dari industri kelapa.
3. Kesesuaian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
KLHS menyediakan peta dan analisis daya dukung lingkungan yang
menjadi acuan dalam penentuan lokasi program pembangunan. Hal ini
bertujuan untuk mencegah pembangunan yang berisiko menimbulkan
degradasi lingkungan.
4. Penilaian Dampak Kebijakan dan Alternatif Rencana
Melalui KLHS, RPJMD diuji dengan analisis berbagai alternatif kebijakan,
untuk memilih opsi pembangunan yang paling berkelanjutan. Hal ini membantu
kepala daerah dan DPRD dalam mengambil keputusan berbasis bukti dan
berwawasan lingkungan.
5. Rekomendasi Perbaikan dan Indikator Kinerja Berkelanjutan
KLHS menghasilkan rekomendasi perbaikan RPJMD, baik pada level
kebijakan, program, maupun indikator kinerja. Misalnya:
e Penambahan indikator “luas kawasan lindung yang dipertahankan”
dalam RPJMD;
e Revisi target pembangunan yang berpotensi menimbulkan konflik

pemanfaatan ruang;
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Berikut ini adalah Gambar skema Hubungan RPJMD Kabupaten Indragiri
Hilir 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten

Indragiri Hilir, yaitu:

RPJMD KAJIAN
KABUPATEN =) LINGKUNGAN HIDUP
INDRAGIRI HILIR STRATEGIS (KLHS)
2025-2029 ¢
« Integrasi Prinsip Pembangunan o Prinsip Berkelanjutan
Berkelanjutan dalam KRP RPJMD
o Isu Strategis Lingkungan * Respon terhadap Isu
« Daya Dukung dan Daya Lingkungan Strategis
Tampung Lingkungan e Perbaikan Kebijakan
o Alternatif Rencana dan dan Indikator
Rehabilitas Dampak Kelbijakan I

Gambar I-3 Integrasi RPJMD dan KLHS Kabupaten Indragiri Hilir

Oleh karena itu, dokumen KLHS berperan strategis dalam memastikan
bahwa RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 memenuhi prinsip
pembangunan berkelanjutan dan disusun dengan memperhatikan kerentanan
ekologis, kapasitas sosial, dan ekonomi daerah. Hubungan keduanya bersifat
integratif dan saling melengkapi, di mana KLHS menjadi filter terhadap dampak
lingkungan dari kebijakan pembangunan, dan RPJMD menjadi instrumen
pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap keberlanjutan

jangka panjang.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 dengan
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Daerah (RIPJPID)

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 disusun dengan

memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, salah
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satunya terkait bidang pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK berfungsi sebagai dokumen
strategis nasional yang memberikan arah pengembangan riset, inovasi, dan
pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembangunan daerah.

Keterkaitan antara RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan IPTEK tampak pada upaya sinkronisasi program pembangunan
daerah dengan agenda riset dan inovasi. RPJMD menekankan pentingnya
peningkatan daya saing daerah, penguatan ekonomi berbasis sumber daya
lokal, serta perbaikan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan mandat
Rencana Induk IPTEK yang mendorong penguatan ekosistem inovasi,
kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia
usaha, dan masyarakat.

Dengan demikian, RPJMD Indragiri Hilir 2025-2029 menjadi instrumen
implementasi di tingkat daerah yang mengoperasionalkan arah kebijakan
nasional dalam pemajuan IPTEK. Melalui penyelarasan tersebut, pembangunan
daerah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,
tetapi juga mendorong transformasi menuju pembangunan berkelanjutan,

inovatif, dan berdaya saing tinggi.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi,
misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir ke dalam tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas yang disertai indikator
kinerja pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029 yang
akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam

penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun
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2025-2029. Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 adalah:

1)

2)

3)

4)

Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun
waktu 2025-2029;

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan
Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Pusat;

Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat
daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam
Renstra PD Tahun 2025-2029; serta

Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan,

dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri

Hilir 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah

sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Faduginfer. Jret wairé Lidi
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a) Aspek geografi dan demografi
b) Aspek Kesejahteraan Masyarakat
c) Aspek Daya Saing Daerah
d) Aspek Pelayanan Umum
2.2 Gambaran Keuangan Daerah penjelasan tentang realisasi APBD
Tahun Anggaran 2020- 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024)
dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis
a) Permasalahan pembangunan daerah.
b) Isu strategis daerah.
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
a. Visidan Misi
b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
a) Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
b) Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN
PEMERINTAH DAERAH
4.1 Program Perangkat Daerah
a) Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam
mencapai kinerja pembangunan daerah
b) Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Faduginfer. Jret wairé Lidi
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a) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
b) Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029
melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
(IKD).
BAB V PENUTUP
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21 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

Aspek geografi menggambarkan mengenai karakterisitik lokasi dan
wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap
bencana. Aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi
dan populasi masyarakat.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 1.352.272 hektare.
Kecamatan Gaung merupakan wilayah terluas yaitu 219.582 Ha atau sekitar
16,24 % dari luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan Kecamatan
Tembilahan Hulu merupakan wilayah tersempit dengan luas yaitu 13.745 Ha
atau sekitar 1,02% dari luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Luas wilayah
menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada Tabel 2.1

berikut.

Tabel 1I-1 Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Kecamatan

Tahun 2024
Luas Wilayah
No Kecamatan Km? Ha (%)
1 Batang Tuaka 430,38 43.038 3,18
2 Concong 282,69 28.269 2,09
3 Enok 538,65 53.865 3,98
4 Gaung 2.195,82 219.582 16,24
5 Gaung Anak Serka 645,93 64.593 4,78
6 Kateman 576,95 57.695 4,27
7 Kempas 607,42 60.742 4,49
8 Kemuning 902,63 90.263 6,67

Lnloilio. Jrcbogivi 54l
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2025-2029
A
Luas Wilayah
No Kecamatan Km? Ha (%)
9 Keritang 907,36 90.736 6,71
10 | Kuala Indragiri 796,92 79.692 5,89
11 | Mandah 903,00 90.300 6,68
12 | Pelangiran 1.362,53 136.253 10,08
13 | Pulau Burung 531,69 53.169 3,93
14 | Reteh 529,06 52.906 3,91
15 | Sungai Batang 339,45 33.945 2,51
16 | Tanah Merah 499,00 49.900 3,69
17 | Teluk Belengkong 585,94 58.594 4,33
18 | Tembilahan 180,07 18.007 1,33
19 | Tembilahan Hulu 137,45 13.745 1,02
20 | Tempuling 569,79 56.979 4,21
Jumlah 13.522,72 1.352.272 100
Sumber: RTRW Kab. Indragiri Hilir tahun 2024-2044, BPS_Indragiri Hilir
dalam Angka tahun 2025.

Secara administratif Kabupaten Indragiri Hilir memiliki batas-batas
wilayah sebagai berikut:
1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
Kabupaten Tebo (Provinsi Jambi);
3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, dan
4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten

Lingga (Provinsi Kepulauan Riau).
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Gambar II-1 Peta Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Indragiri
Hilir (Sumber: RTRW Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2044)

et

PROVINSI (2
SO 2 - | PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
£ RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DRAGIRI HILIR
TAHUN 2017 - 2087

PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

i

KABUPATEN

INDRAGIRI HULU

p

/
it
g

. MUMANMAD WARDAN

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang
merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri yang
strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan
perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Disisi timur yang
berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan produksi hasul-hasil
pertanian Indragiri Hilir dengan mudah dan cepat dibawah keKepulauan Riau
khususnya Batam.Disisi selatan, Kabupaten IndragiriHilir berbatasan Provinsi
Jambi dan sekaligus dilintasi oleh jalan Nasional ‘Lintas Timur’. Posisi
kabupaten yang strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan
ekonominya. Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20
Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Jumlah desa dan jumlah

kelurahan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.2.
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Tabel II-2 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Menurut

Kecamatan Tahun 2024
No Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Distribusi

Kelurahan | Desa | Jumlah (%)

1 Batang Tuaka 1 12 13 5,51
2 Concong 1 5 6 2,54
3 Enok 4 10 14 5,93
4 Gaung 1 15 16 6,78
5 Gaung Anak Serka 3 9 12 5,08
6 Kateman 3 8 11 4,66
7 Kempas 2 10 12 5,08
8 Kemuning 1 11 12 5,08
9 Keritang 1 16 17 7,2
10 Kuala Indragiri 1 7 8 3,39
11 Mandah 1 16 17 7,2
12 Pelangiran 1 15 16 6,78
13 Pulau Burung 0 14 14 5,93
14 Reteh 3 11 14 5,93
15 Sungai Batang 1 7 8 3,39
16 Tanah Merah 1 9 10 4,24
17 | Teluk Belengkong 0 13 13 551
18 Tembilahan 8 0 8 3,39
19 Tembilahan Hulu 2 4 6 2,54
20 | Tempuling 4 5 9 3,81
Jumlah 39 197 236 100

Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2025

Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan
garis bujur. Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 0032’
Lintang Utara - 1907’ Lintang Selatan dan antara 102° 33’ - 1030 48" Bujur
Timur - 104910’ Bujur Barat dan dilalui oleh garis ekuator atau garis
khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Latitude, Latitude
memberikan posisi utara/selatan suatu lokasi dalam referensi dari
khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis horizontal yang ditarik di sekitar

tengah Bumi yang jaraknya sama dengan Kutub Utara dan Kutub Selatan. Garis
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khatulistiwa memiliki garis lintang 0 derajat. Bujur, Bujur memberikan posisi
timur/barat dari suatu lokasi. Bujur umumnya diukur dalam derajat dari
Prime Meridian

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran
rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut
(peat), dan daerah hutan payau (mangrove). Selain itu, wilayahnya juga terdiri
atas pulau-pulau besar dan kecil. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten
Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dansebagian
diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan
pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.Gugusan pulau tersebut
meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air
Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau
kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-
selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang.
Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah
Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain
selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan
Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu daerah ini juga terdapat danau
dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan
tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0 - 3
Meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak
di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6.69 % berupa
daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 - 35 meter dari
permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan
Keritang. Daerah ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga

Puluh (TNBT).
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Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah oleh beberapa
sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil
perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri
Hilir didominasi oleh kemiringan 0 - 2 % seluas 1.298.763 Ha (94.97 %),
kemiringan 3 - 5 % seluas 9.710 Ha (0.71 %), kemiringan 16 - 40% seluas
21.197 Ha (1.55 %) dan kemiringan di atas 40 % seluas 37.744 Ha (2.76 %).
Sedangkan khusus kondisi topografi untuk Kawasan Kuala Enok didominasi

oleh lahan dengan kemiringan 0 - 8 %.

Tabel II-3 Ibu Kota, Ketinggian Tempat dan Jarak Ibu Kota Menurut
Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

No Kecamatan Ibu Kota Ll g LI G
(km)

1 Batang Tuaka Sungai Piring 15,5
2 Concong Concong Luar 54,1
3 Enok Enok 21,8
4 Gaung Kuala Lahang 31,5
5 Gaung Anak Serka Teluk Pinang 26,9
6 Kateman Tagaraja 84,6
7 Kempas Harapan Tani 48,3
8 Kemuning Selensen 84,3
9 Keritang Kotabaru Reteh 52,9
10 | Kuala Indragiri Sapat 17,4
11 | Mandah Khairiah Mandah 53,1
12 | Pelangiran Pelangiran 66,1
13 | Pulau Burung Pulau Burung 92,1
14 | Reteh Pulau Kijang 42,3
15 | Sungai Batang Benteng 36,6
16 | Tanah Merah Kuala Enok 33,6
17 | Teluk Belengkong Saka Rotan 74,4
18 | Tembilahan Tembilahan Hilir 0,9
19 | Tembilahan Hulu Tembilahan Hulu 2,5
20 | Tempuling Sungai Salak 23,4
Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan 298,0

Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2025
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Jarak ibu kota kecamatan terjauh dari ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir
adalah Kecamatan Pulau Burung dengan jarak sejauh 92,10 km dan sedangkan
Jarak ibu kota kecamatan terdekat dari ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir
adalah Kecamatan Tembilahan dengan jarak sejauh 0,90 km, lihat pada Tabel
2.3 di atas.

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir merupakan jalur cekungan sebagai
akibat adanya peningkatan kegiatan tektonik bumi yang menyebar luas dan
berbentuk morfologi pendataran. Morfologi pendataran ini biasanya memiliki
bentuk sungai berbelok-belok dan membawa pasokan material sedimen dari
hulu ke hilir. Sedimen-sedimen tersebut akhirnya terperangkap bersama
media air pada cekungan- cekungan. Tanah pada cekungan tersebut
ditumbuhi oleh mangrove (hutan bakau) sebagai sumber daya hayati pada
ekosistem rawa dan hutan dataran rendah. Dalam jangka waktu skala geologi,
cekungan-cekungan dan sumberdaya hayati diatasnya mengalami penurunan
untuk mencari keseimbangan akibat adanya gaya-gaya tektonik dan
pembenanan. Cekungan-cekungan ini tertutup kembali oleh sedimen yang
terus memasoknya dimana kejadian ini berulang terus hingga sekarang.

Sumberdaya hayati yang terperangkap dan tertutup sedimen pada masa
muda akhirnya membentuk suatu endapan rawa pada tanah gambut.
Sementara proses-proses ini terus berlangsung, endapan gambut yang sudah
berumur lebih dewasa dapat disebut sebagai batu bara muda. Jadi gambut
dapat dianggap sebagai tahapan awal pembentukan batubara. Endapan
batubara yang mengalami pembebanan hingga jangka waktu skala geologi
sampai suatu saat berubah menjadi lempung hitam dapat dianggap sebagai
sumber minyak bumi yang mengalami pencucian atau leaching. Hasil
pencucian ini akhirnya terjebak dalam suatu batuan perangkap minyak bumi

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir dibentuk oleh sebagian dari dataran
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alluvium Sumatera Timur yang sangat luas. Dataran alluvium tersebut
sebagian berupa rawa yang terbentuk sebagai akibat kenaikan muka air laut
pada zaman es. Perubahan ini merupakan awal proses pembentukan gambut
di dataran alluvium Sumatera Timur. Ketika zaman es berakhir, air laut
kembali surut, tetapi proses pembentukan gambut danWilayah kabupaten
Indragiri Hilir dibentuk oleh sebagian dari dataran alluvium Sumatera Timur
yang sangat luas. Dataran alluvium tersebut sebagian berupa rawa yang
terbentuk sebagai akibat kenaikan muka air laut pada zaman es. Perubahan ini
merupakan awal proses pembentukan gambut di dataran alluvium Sumatera
Timur. Ketika zaman es berakhir, air laut kembali surut, tetapi proses
pembentukan gambut dan akumulasi sedimen di daerah rawa dan sepanjang
pantai wilayah kabupaten Indragiri Hilir tetap berlangsung terus. Batuan yang
tersingkap di permukaan kawasan pesisir kabupaten Indragiri Hilir terdiri
dari jenis alluvium, endapan pantai (Qac) dan endapan rawa (Qs) yang
keduanya mempunyai umur Kuarter. Tanah dan batuan yang tampak
dipermukaan terdiri dari gambut, lumpur, lempung dan pasir. Gambut terletak
di atas lumpur dan lempung, serta pasir didapatkan sebagai sisipan pada
lumpur dan lempung. Sedangkan kedalaman batuan dasar sangat beragam,
dimana ke arah pantai semakin dalam.

Tanah dan batuan di kawasan dataran pantai merupakan alluvium dan
endapan pantai (Qac) yang disusun oleh pasir, lanau, lempung, lumpur, kerikil
dan kerakal, sisa tumbuhan setempat dan lapisan gambut dengan tebal
mencapai 5 meter. Tanah di dataran pantai terdiri dari lumpur
berwarna abu-abu (terdapat dalam keadaan cair, sangat lunak, sangat plastik,
memiliki rekah kerut tinggi, kadang-kadang mengandung bahan organik
kurang dari 10% dan nilai unconfined strength kurang dari 0.5 kg/cm?*).Tanah

dan batuan di kawasan dataran pantai merupakan alluvium dan endapan
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pantai (Qac) yang disusun oleh pasir, lanau, lempung, lumpur, kerikil dan

kerakal, sisa tumbuhan setempat dan lapisan gambut dengan tebal mencapai

5 meter. Tanah di dataran pantai terdiri dari lumpur berwarna abu-abu

(terdapat dalam keadaan cair, sangat lunak, sangat plastik, memiliki rekah

kerut tinggi, kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10% dan

nilai unconfined strength kurang dari 0.5 kg/cm?).

Dalam keadaan Kkering sifat lumpur sulit dibedakan dengan lempung.
Lumpur abu-abu memiliki sifat keteknikan buruk, kurang teguh dan stabil.
Batuan dasar, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 60 meter.
Karena batuan dasar, diperkirakan satu-satunya batuan keras di wilayah
kabupaten Indragiri Hilir dapat ditafsirkan sebagai lapisan keras yang mampu
menahan bangunan berat dan berada pada kedalaman lebih dari 60 meter.
Tanah dan batuan di dataran limbah banjir dan rawa tepian sungai merupakan
endapan rawa (Qs) yang disusun oleh lempung, lanau, pasir dan gambut.
Tanah di kawasan ini terutama terdiri dari lempung abu-abu atau abu-abu
dengan bercak kuning. Di beberapa lokasi kadang-kadang di atas lempung
ditemukan gambut dengan ketebalan beragam, berkisar antara 50-300 cm.

- Lempung abu-abu, terdapat dalam keadaan liat, bersifat plastis,
mengotori tangan/sticky, dan kadang-kadang mengandung bahan organik
kurang dari 10%, rekah kerutnya tinggi, mudah mencair dan memiliki
nilai unconfined strength kurang dari 2 kg/cm?.Selain itu, dalam keadaan
kering dapat mencapai 4 kg/cm? dan menjadi bersifat rapuh/brittle
(Rajiyowiryono, 1986).

- Pasir, terdapat sebagai sisipan tipis pada lempung dan lumpur. Komposisi
utamanya berupa kuarsa yang belum terikat kuat dan masih bersifatlepas.

- Batuan dasar, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 40

meter.
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- Gambut, bersifat sangat higroskopis, mampu menghisap dan melepas air
dengan cepat, butirannya tidak terlalu kuat karena hanya terikat oleh
tegangan pori dari air yang mengisi rongga antar butiran. Dalam keadaan
kering akan kehilangan tegangan pori hingga mudah lepas, tetapi dalam
kondisi kelewat jenuh air, gambut bersifat cair dan daya dukungnya
bertambah lemah, sehingga gambut memiliki sifat keteknikan yang buruk.
Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (90 %) merupakan
lahan dengan karakteristik tanah gambut ini.

Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat delapan
Kecamatan yang berlokasi di wilayah pesisir atau wilayah kecamatan berada
di wilayah pesisir, yang meliputi 50 Desa. Kecamatan tersebut yaitu
Kecamatan kateman, Pulau Burung, Mandah, gaung Anak Serka, Kuala
Indragiri, Tanah Merah, Sungai Batang dan Reteh. Kecamatan-Kecamatan
tersebut sebagian masih belum bisa disentuh melalui jalan darat seperti Pulau
Burung, kateman, Kula Indragiri, sementara lima Kecamatan lainnya sudah
dapat dihubungi melalui jalan darat (roda 4 atau roda 2).

Kompleknya permasalahan pesisir Kabupaten Indrgiri Hilir menyebabkan
pembangunan pesisir daerah ini agak lambat . permasalahan yang dihadapi
dalam pembangunan wilayah pesisir adalah keterbatasan infrastruktur dasar
seeprti jalan/jerambah, dermaga, air bersih, PLN dan telekomunikasi. Selain
itu yang menjadi permasalahan adalah perambahan/penebangan hutan
mangrove, illegal fishing dan minimnya sarana prasarana penangkapan dan

pengolahan hasil perikanan.
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Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024-2044

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan
oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun
perairan. Keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya
mempunyai potensi perairan yang cukup luas serta daratan yang dapat
dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk
menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan
lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya
kerang Anadara dan kolam).

Disamping sungai-sungai dan selat, di Kabupaten Indragiri Hilir banyak
terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat
manusia, sehingga Kabupaten Indragiri Hilir disamping terkenal dengan

julukan Negeri Sri Gemilang, juga di kenal sebagai Negeri Seribu Parit.
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Sumberdaya air di wilayah kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari air
permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi air rawa, air sungai dan
parit. Air tanah terdiri dari air tanah bebas/unconfined ground water dan air
tanah agak tertekan/semiconfined groundwater. Penentuan potensi
ditentukan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sumberdaya air
terutama ditentukan berdasarkan pengamatan lapangan di samping dari data
yang terhimpun dari penelitian terdahulu. Di Kabupaten Indragiri Hilir
terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pesisir Selatan ke arah
Utara, yaitu DAS Reteh Gangsal, DAS Indragiri Tuaka, DAS Gaung Anak Serka,
DAS Batangtumu, dan DAS Guntung Kateman. Berikut Tabel 2.4 sungai-sungai

yang melintasi Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel II-4 Sungai-sungai yang Melintasi Kecamatan di Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2024

Nama Sungai Melintasi Kecamatan
Sungai Indragiri Tempuling
Tembilahan
Kuala Indragiri
Sungai Gaung Gaung
Gaung Anak Serka
Sungai Anak Serka Gaung Anak Serka
Batang Tuaka
Sungai Guntung Kateman
Pelangiran
Sungai Danang Batang Tuaka
Sungai Enok Enok
Sungai Gangsal Reteh
Keritang
Sungai Keritang Kemuning
Keritang
Sungai Reteh Reteh
Sungai Terab Reteh

Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2025

Lnloilio. Jrcbogivi 54l
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Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah pesisir di Provinsi Riau yang
memiliki kondisi hidrologi yang unik dan kompleks. Wilayah ini didominasi
oleh sistem perairan yang terdiri dari sungai-sungai besar, rawa pasang surut,
serta gugusan pulau yang tersebar di sepanjang pantai timur Sumatra. Sungai
Indragiri sebagai aliran utama berperan penting dalam transportasi,
pertanian, dan perikanan, sementara daerah pesisirnya dipengaruhi oleh
dinamika pasang surut yang membentuk ekosistem mangrove yang luas.

Keberadaan pulau-pulau kecil di perairan Indragiri Hilir tidak hanya
menjadi bagian dari lanskap hidrologi daerah ini, tetapi juga berperan dalam
mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, seperti perikanan, perkebunan
kelapa, dan perdagangan maritim. Selain itu, ekosistem di sekitar pulau-pulau
ini berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies laut dan darat, serta
membantu dalam mitigasi abrasi pantai akibat gelombang laut dan arus
pasang surut.

Klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim.
Iklim dalam konteks ini membahas tentang perkembangan curah hujan dan
hari hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dipermukaan tanah datar
selama periode tertentu yang diukur dalam satuan tinggi (mm) di atas
permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff dan infiltrasi. Sifat
hujan dibagi kedalam tiga kategori yaitu (i) diatas normal, jika nilai curah
hujan lebih dari 115% terhadap rataratanya, (ii) normal, jika nilai curah hujan
antara 85 -115% terhadap rataratanya dan (iii) dibawah normal, jika nilai
curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya. Curah hujan normal
sekitar 150 mm/bulan dengan kisaran antara 2.000 - 3.000 mm/tahun.

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar
selama periode tertentu yang diukur dengan satuan milimeter (mm) di

atas permukaan horizontal. Dalam penjelasan lain curah hujan juga dapat
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diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang
datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Indonesia
merupakan negara yang memiliki angka curah hujan yang bervariasi
dikarenakan daerahnya yang berada pada ketinggian yang berbeda-beda.
Curah hujan 1 (satu) milimeter, artinya dalam luasan satu meter persegi
pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau

tertampung 5,6 air sebanyak satu liter.

Tabel II-5 Curah dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Indragiri

Hilir Tahun 2024
Bulan Curah Hujan Jumlah Hari Hujan
(mm/bulan) (hari/bulan)

Januari 364,80 17
Februari 162,20 9
Maret 208,00 11
April 301,40 13
Mei 243,90 13
Juni 185,30 10
Juli 78,40 6
Agustus 101,00 8
September 214,80 11
Oktober 107,40 7
November 281,10 15
Desember 176,50 12
Jumlah 2.424,80 132,00
Rata-Rata 202,07 11,00

Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun
2024, rata-rata curah hujan sebanyak 202,07 mm per bulan mulai dari bulan
Januari sampai Desember tahun 2024. Bulan dengan curah hujan tertinggi
terjadi di bulan Januari sebanyak 364,80 mm dan terendah terjadi pada bulan

Juli sebanyak 78,40 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada

Lnloilio. Jrcbogivi 54l
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bulan Januari sebanyak 17 hari dan dan paling sedikit terjadi pada bulan Juli
hanya 6 hari dengan rata-rata sebesar 11,00 hari dari bulan Januari hingga
Desember 2024.

Intensitas curah hujan antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-
beda. Untuk wilayah yang tergolong luas, jarang terjadi hujan lebat (intensitas
tinggi). Biasanya yang turun adalah hujan intensitas rendah dan kurun waktu
lama. Hujan dengan intensitas tinggi akan turun di daerah atau wilayah yang
sempit dengan waktu tidak lama. Curah hujan sangat mendukung
pengembangan kegiatan sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura,
perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Fungsi air hujan yang
paling utama adalah menjaga siklus air, selain itu ada berbagai manfaat curah
hujan tinggi bagi kehidupan manusia. Curah hujan yang tinggi membuat para
petanijadi lebih hemat, cepat, dan mudah mengairi sawah dan lahan pertanian
dalam arti luas yang diusahakannya. Curah hujan tertinggi menurut
kecamatan terjadi di wilayah Pulau Burung sebanyak 4.006 mm/bulan dan
terendah terdapat di wilayah Reteh sebanyak 1.331,00 mm/bulan.
Selanjutnya berikut ini disajikan data curah dan hari hujan menurut
kecamatan tahun 2024.

Selanjutnya rata-rata jumlah hari hujan Kabupaten sebanyak 134,52
hari/Tahun dan hari hujan tertinggi menurut wilayah terjadi di wilayah Pekan
Arba sebanyak 215 hari/Tahun dan terendah terdapat di wilayah Reteh
sebanyak 84 hari/Tahun. Data curah hujan dan hari hujan menurut kecamatan
di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan
Gambar 2.3.

Lrdsgiler. Jrebriri il
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Gambar II-3 Rata-Rata Curah dan Hari Hujan Menurut Wilayah di
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Rata-rata Curah Hujan per Tahun Menurut Wilayah di Rata-rata Hari Hujan per Tahun Menurut Wilayah di
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Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2025

Lama Penyinaran Matahari (LPM) merupakan salah satu indikator yang
penting di dalam klimatologi. Sinar matahari akan menggerakkan reaksireaksi
fotokimia di atmosfer (misalnya reaksi pembentukan ozon), menghasilkan
uap air yang sangat dibutuhkan untuk terjadinya hujan, menjaga agar suhu
atmosfer tetap hangat, dan lain sebagainya. Matahari merupakan sumber
kehidupan di bumi ini, memancarkan energinya dalam bentuk radiasi yang
memiliki rentang panjang gelombang yang sangat lebar. Ilmuwan dunia
kemudian bersepakat untuk mengelompokkannya menjadi beberapa pita
gelombang, di antaranya adalah pita gelombang ultraviolet, infra merah, dan
cahaya tampak.

Cahaya tampak (A = 340 - 7600 nm) tersusun atas banyak pita warna yang
berbeda-beda dari merah hingga ke ungu. Gradasi warna dari merah ke ungu
dipengaruhi oleh perbedaan panjang gelombangnya. Radiasi matahari pada
tiga pita gelombang tersebut dikenal sebagai radiasi global matahari, dan
merupakan radiasi yang langsung datang ke permukaan bumi (direct) maupun

radiasi yang berasal dari hamburan atmosfer (diffuse).
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2) Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kekayaan alam yang sangat
beragam dan luas: dari lahan perkebunan terbesar di dunia, potensi perikanan
dan peternakan besar, hingga cadangan mineral dan peluang industri yang
belum dimaksimalkan. Banyak sektor yang terbuka untuk pengembangan
ekonomi dan investasi, khususnya di pertanian, perikanan, kehutanan,
pertambangan, serta produk turunan kelapa dan pariwisata berbasis budaya

dan alam lokal.

Tabel II-6 Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Indragiri Hilir

Lrdsgiler. Jrebriri il

Sektor Potensi Utama

Kelapa lokal, hibrida, sawit; lahan ratusan ribu

Perkebunan hektar; komoditas lainnya

Tangkap laut, budidaya tambak, minatani,

Perikanan keramba; industri tepung ikan
Peternakan & Pakan Produksi bahan pakan dasar unggas dan sapi
Ternak yang besar

Batu bara, pasir, granit, kuarsa, tanah liat, kaolin;
Pertambangan o

eksplorasi migas
Kehutanan & Hutan Gambut luas, kepiting bakau, serat kelapa, wisata
bukan Kayu mangrove

Agroindustri lokal, wisata kelapa/lokal,
pengolahan produk hilir

Industri & Pariwisata

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir

Potensi produksi dan pengembangan komoditas perkebunan di
kabupaten indragiri hilir kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan sebutan
“Negeri Seribu Parit Hamparan Kelapa Dunia”. Kabupaten ini sangat
dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana
perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah

lainnya menggunakan kendaraan speed boat, pompong, dan perahu. Jika
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dilihat berdasarkan topografi wilayah, sebagian besar wilayah Kabupaten
Indragiri Hilir merupakan daerah daratan rendah dengan ketinggian rata-rata
kurang dari 5 meter dari permukaan laut yang mengakibatkan daerah ini
menjadi daerah rawa beriklim tropis basah.

Kabupaten Indragiri Hilir juga dikenal sebagai sentra perkebunan
kelapa terbesar di Indonesia dengan dukungan potensi komoditas lain seperti
kelapa sawit, pinang, karet, sagu serta komoditas lainnya seperti kakao dan
kopi. Sektor perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi daerah, menyerap
sebagian besar tenaga kerja, sekaligus menjadi identitas utama perekonomian

masyarakat.

Tabel II-7 Luas Area dan Produksi Komoditas Perkebunan

No Komoditas Luas (Ha) (Tl;:;dTl:l{::n) Wujud Produksi

1 Kelapa 425.739 310.706 Kopra

2 Kelapa Sawit 184.142 271.204 CPO

3 Pinang 19.159 10.380 Pinang Kering

4 Sagu 17.950 14.075 Tepung Basah

5 Karet 5.176 4.522 Ojol

6 Kakao 1.783 440 Biji Kering

7 Kopi 1.243 227 Biji Kering
JUMLAH 655.192 611.554

Sumber : Angka Sementara Statistik Perkebunan Tahun 2024

Sub sektor perkebunan merupakan salah satu andalan utama untuk
pembangunan perekonomian nasional khususnya Kabupaten Indragiri Hilir.
Pembangunan perkebunan diselenggarakan untuk memenuhi fungsinya
dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Peranan penting sub sektor
perkebunan dalam perekonomian dapat dilihat dari indikator makro dan
mikro. Indikator makro adalah seperti penciptaan Produk Domestik Bruto

(PDB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan petani, investasi
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dan penerimaan devisa. Indikator mikro adalah pertambahan luas dan
besaran produksinya.

Pembangunan perkebunan telah memberikan manfaat ekonomi bagi
masyarakat dan daerah, namun di lain pihak terdapat permasalahan yang
terjadi dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa
permasalahan mendasar yang saat ini terjadi pada subsektor perkebunan
adalah masih banyaknya kebun yang berada di dalam kawasan hutan,
perizinan perkebunan yang belum lengkap, produktivitas yang rendah,
rendahnya kapasitas pekebun, bertambahnya tanaman tua dan rusak yang
memerlukan peremajaan, rendahnya kualitas sarana prasarana perkebunan
termasuk infrastruktur lahan perkebunan, ancaman kebakaran lahan dan
kebun yang juga menjadi tantangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan luas areal tanaman perkebunan, dapat dilihat
berdasarkan gambar 2.4, bahwa komoditas kelapa merupakan areal terluas di
Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 425.739 Hektar, kemudian dilanjutkan dengan
komoditas kelapa sawit, selanjutnya tanaman pinang, karet, kakao dan

terakhir tanaman sagu.

Gambar II-4 Luas Area Perkebunan Di Kabupaten Indragiri Hilir

KARET
SAGU
PINANG

KELAPA SAWIT 184.142

KELAPA 425.739

Sumber : Angka Sementara Statistik Perkebunan Tahun 2024

Lnbogiin Jdogisi 14
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Berdasarkan jumlah produksi, pada gambar 2.5 dapat dilihat bahwa
komoditas kelapa merupakan komoditas perkebunan yang potensi
produksinya lebih tinggi yaitu 310.706 Ton Kopra pertahun, kemudian
dilanjutkan dengan Kelapa Sawit, Pinang, Sagu, Karet, Kakao dan terakhir

adalah komoditas Kopi.

Gambar II-5 Produksi Komoditas Perkebunan Di Kabupaten Indragiri
Hilir

KARET
SAGU
PINANG

KELAPA SAWIT 271.204

KELAPA 310.706

Sumber : Angka Sementara Statistik Perkebunan Tahun 2024

Dalam rangka Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas serta
Peningkatan Pendapatan Petani Pekebun di Kabupaten Indragiri Hilir perlu
adanya dukungan berupa penyediaan sarana dan prasarana perkebunan baik
dari sektor hulu sampai ke hilir, sehingga selain dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang mayoritas
berpenghasilan sebagai petani pekebun juga mendukung tercapainya Visi
Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,
Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dimana salah satu strateginya adalah

Transformasi Ekonomi yaitu Industrialisasi yang merupakan Hilirisasi
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industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi
dan inovasi, serta berorientasi ekspor.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu yang ada di Provinsi
Riau yang memiliki potensi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang besar.
Potensi sumberdaya perikanan Kabupaten Indragiri Hilir mencakup
perikanan tangkap (laut dan perairan umum), perikanan budidaya (kolam,
tambak dan keramba) yang didukung kondisi geografis dengan luas wilayah +
18.812,97 Km? yang terdiri dari 11.606 Km? luas daratan, 6.318 Km? perairan
laut, 888,97 Km? perairan umum. Dengan garis pantai sepanjang 339,5 Km.
Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan dan 237 kelurahan/desa
(Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2014), tiap-tiap
kelurahan/desa sebagian besar dibatasi oleh perairan (sungai- sungai besar
dan kecil/parit-parit) dan sebagai penghubung dibangun banyak jembatan.
Sehingga Kabupaten Indragiri Hilir dijuluki dengan nama "Negeri Seribu
Parit”.

. Program pembangunan bidang kelautan dan perikanan tidak lagi
hanya diarahkan pada sektor penangkapan karena sektor ini sudah hampir
mendekati titik jenuh khususnya diperairan pesisir pantai. Saat ini, program
kelautan dan perikanan juga mulai difokuskan pada perikanan budidaya,
terutama budidaya air payau, KJA air laut, KJA air tawar, Kolam. Selain itu,
dalam rangka pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
nelayan dan pesisir, program difokuskan pada pola pemberdayaan
masyarakat dan kelompok sehingga sangat diharapkan peran serta

masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi program/ kegiatan kelautan

dan perikanan. Dengan pola pemberdayaan ini diharapkan masyarakat lebih

Fndugifen. Jrereaivi Hilis
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mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang ada secara
lebih profesional sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas
serta memberikan nilai tambah bagi produk yang akan dihasilkan, melalui
peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya khususnya dan
meningkatkan devisa negara melalui eksport hasil perikanan pada umumnya.
Lebih lanjut akan memperluas kesempatan kerja dibidang kelautan dan
perikanan, menunjang industri dan pemasaran hasil perikanan serta
meningkatkan asupan gizi berupa protein hewani dengan mendistribusikan
dan memasyarakatkan konsumsi hasil-hasil perikanan sampai ke pelosok
desa.

Keseluruhan program Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir
mengacu dan di upayakan bersinergi dengan Program Pemerintah Propinsi
Riau dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Penguatan
dan fokus pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan diarahkan pada
pengentasan kemisikinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (K2I).

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang letaknya sangat strategis
mempunyai prospek pasar yang cukup baik dengan terbukanya kawasan
SIJORI, terutama usaha budidaya perikanan khususnya pemeliharaan ikan
kakap, ikan kerapu, udang Penaide, udang windu, kepiting, kerang-kerangan
dan ikan air tawar yang bernilai ekonomis dan merupakan suatu peluang
besar sebagai usaha penanaman modal yang cukup menjanjikan dimasa
mendatang. Dengan semakin besarnya permintaan pasar akan spesies
ikan/udang terutama di kawasan SIJORI, BARELANG dan PULAU BINTAN,
serta untuk tujuan eksport maka peluang pengembangan budidaya air payau
di daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan semakin memberikan harapan masa
mendatang. Di samping itu, terbukanya akses jalan dan jembatan yang

menghubungkan Kabupaten/Kota dan Propinsi tetangga menjadikan sektor

P .'A(f«/&:’c). jn{rrﬂu{- Ll
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kelautan dan perikanan Kabupaten Indragiri Hilir sangat prospektif untuk
dikembangkan. Hasil tangkapan dan budidaya perikanan bisa dipasarkan ke
daerah tetangga karena terbukanya akses transportasi tersebut.

Perkembangan produksi perikanan Kabupaten Indragiri Hilir pada
tahun 2024 mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya usaha
kegiatan nelayan dibidang penangkapan maupun dibidang budidaya
perikanan (budidaya tambak kolam dan KJA). Adapun potensi dan tingkat
pemanfaatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun
2024 sebagai berikut:

Tabel II-8 Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Perairan/Lahan Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

TINGKAT
NO. ASPEK SUMBERDAYA POTENSI PEMANFAATAN PEMANFAATAN
1 Sumberdaya Penangkapan
- Perairan Laut dan Umum 109.212 77.584.01 71.04 %
Ton
2 Budidaya Perikanan
- Budidaya Air tawar
- Kolam dan Minatani 1.657 Ha 379,21 Ha 22,88 %
- Keramba air tawar 3.500 Unit 20 unit 0,57 %
- Budidaya Air Payau 31.600 Ha 1.443 Ha 4,57 %
(Tambak)
- Budidaya Laut (Kejapung) 20.000 0%
Unit
- Budidaya Pantai (Kerang) 2.500 Ha 0%

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Indragiri Hilir
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa potensi dan pemanfaatan yang
dapat dikembangkan adalah Budidaya Perikanan seperti Budidaya Air Tawar
(Kolam, Keramba dan Mina Tani), Budidaya Air Payau (Tambak), Budidaya
Laut (Kejapung), Keramba air tawar dan Budidaya Pantai (Kerang dan
kepiting), jadi masih banyak lahan bagi Pemerintah dan pihak pengusaha
untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan dalam pengelolaan

budidaya.

[1-24



m | -

Ynlugiin. Joeregii
2025-2029

Dari potensi dan pemanfaatan sumberdaya yang ada hasil produksi
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel I1-9 Produksi Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan Kabupaten
Indragiri Hilir
Tahun

Produksi Perikanan 2020 2021 2022 2023 2024

Produksi Perikanan
77.000,00 | 79.000,00 | 81.000,00 83.000,00 72.00,00
Tangkap (Ton)

Produksi Perikanan

Budidaya (Ton)

4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 5.000,00

Realisasi Perikanan
54.845,77 | 60.330,35 70.895,01 77.584,01 | 66.926,01
Tangkap (Ton)

Realisasi Produksi

Perikanan Budidaya 2.259,08 2.484,98 4.832,18 4.966,18 3.206,17
(Ton)
Capaian (%) 70,50% 75,23% 88,05% 93,28% 91,08%
AKI (Komsumsi lkan

39,69 42,83 39,93 40,19 40,03
Kg/Kapita/Tahun

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Indragiri Hilir

Data Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dengan produksi
penangkapan, target dan realisasi penangkapan dari tahun 2020 sampai tahun
2023 meningkat, sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan yang
disebabkan oleh terjadinya perubahan cuaca ekstream yaitu gelombang
pasang air laut yang cukup tinggi sehingga berdampak pada usaha

penangkapan nelayan dan pembudidaya ikan.
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3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief,
hidrologi, dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi
penggunaannya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001). Sesuai dengan
pendapat Arsyad dalam Setyowati (2016), penggunaan lahan (land use) dapat
diartikan sebagai campur tangan manusia terhadap lahan, baik secara
menetap maupun berkala untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material
maupun spiritual.

Secara umum peruntukan penggunaan lahan menurut kawasan dibagi
dua bagian utama yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. kawasan
lindung meliputi kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan
bawahnya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan konservasi.
Sementara kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan
pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, Kawasan
industri dan Kawasan pemukiman.

Penggunaan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh
kawasan hutan produksi yang mencapai luas 608.796 hektare, menjadikannya
kategori penggunaan lahan terbesar di wilayah ini. Dominasi ini
mencerminkan pentingnya sektor kehutanan dalam struktur ekonomi dan tata
guna lahan kabupaten. Diikuti oleh kawasan pertanian seluas 327.377 hektare,
yang menunjukkan bahwa aktivitas pertanian—khususnya komoditas
unggulan seperti kelapa—memiliki peranan yang sangat signifikan dalam
mendukung mata pencaharian masyarakat serta menjadi salah satu sektor
andalan daerah. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap fungsi
lindung menempati urutan ketiga dengan luas 235.541 hektare, yang
menandakan adanya komitmen terhadap konservasi lingkungan dan upaya

menjaga keseimbangan ekosistem.
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Sementara itu, kawasan permukiman hanya mencakup 48.063 hektare,
yang mengindikasikan bahwa pola penyebaran penduduk di Kabupaten
Indragiri Hilir relatif tidak padat. Badan air, seperti sungai dan danau, memiliki
luas 36.107 hektare, memperlihatkan pentingnya sistem perairan dalam
kehidupan masyarakat, baik untuk kebutuhan domestik, pertanian, maupun
transportasi. Kawasan ekosistem mangrove dan kawasan konservasi masing-
masing seluas sekitar 19.600 hektare menunjukkan keberadaan wilayah
pesisir dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang cukup signifikan.
Kawasan perikanan memiliki luas 9.793 hektare, menandakan adanya potensi
besar untuk pengembangan sektor perikanan, khususnya tambak dan

budidaya perairan.

Gambar II-6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Indragiri Hilir

Penggunaan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir (Ha)

Kawasan Hutan Produksi J 608.796

Kawasan Pertanian ) 327.377
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap... T 235541
) 48.063
=7 36.107

Kawasan Permukiman
Badan Air

Kawasan Ekosistem Mangrove
Kawasan Konservasi

Kawasan Perikanan

Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Transportasi

Kawasan Pariwisata

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

T 19.647
T 19.578
7 9.793
I 2.330
I 259

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024-2044.

Kawasan dengan porsi yang lebih kecil, seperti kawasan peruntukan

industri

(2.330 hektare) dan kawasan transportasi

(259 hektare),

menunjukkan bahwa sektor sekunder dan infrastruktur transportasi belum
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menjadi fokus utama dalam pemanfaatan ruang. Adapun kawasan pariwisata
serta kawasan pertahanan dan keamanan tidak tercantum secara eksplisit
luasannya dalam grafik, yang kemungkinan besar menunjukkan bahwa kedua
sektor tersebut masih dalam tahap pengembangan atau memiliki cakupan
terbatas. Secara keseluruhan, struktur penggunaan lahan di Kabupaten
Indragiri Hilir menunjukkan adanya dominasi sektor berbasis sumber daya
alam, dengan potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan,
terutama dalam hal diversifikasi ekonomi melalui sektor industri dan
pariwisata, tanpa mengabaikan pentingnya pelestarian lingkungan.
Peruntukan penggunaan lahan tersebut yang telah ditetapkan pada dokumen
RTRW 2024-2044. Diharapkan dapat menjadi acuan ketaatan dalam
pemanfaatan ruang sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Potensi lahan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyediaan air bersih
meliputi 26% tergolong Tinggi, 6% tergolong Sangat Tinggi, namun ada 37%
tergolong Sedang, 30% wilayahnya tergolong Sangat Rendah, dan hanya 1%
tergolong Rendah. Hal ini karena proporsi lahan gambut 68,07% dari luas
Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir di
bagian pesisir merupakan lahan gambut dengan kondisi air tanah yang asam
(pH air 2,5-4) sehingga tidak layak untuk dikonsumsi sebagai air minum.
Masyarakat memanfaatkan air gambut untuk mandi dan air irigasi pertanian.
Mereka yang tinggal di lahan gambut, mengandalkan penampungan air hujan
dari atap sebagai alternatif sumber air minum. Potensi lahan di Kabupaten
Indragiri Hilir dalam penyediaan pangan meliputi 39% tergolong Tinggi, 17%
tergolong Sangat Tinggi, 22% tergolong Sedang, dan hanya 15% yang
tergolong Sangat Rendah dan 7% tergolong Rendah.
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Komponen analisis risiko bencana terdiri dari analisis ancaman/rawan
bencana (hazard), analisis kerentanan bencana (vulnerability) dan analisis
kapasitas bencana (capasity). Komponen ini digunakan untuk memperoleh
tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa
terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Selain tingkat
risiko, hasil analisis ini diharapkan mampu menghasilkan peta risiko untuk
setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Risiko bencana di Kabupaten
Indragiri Hilir dikelompokkan menjadi risiko bencana akibat kejadian alam,
risiko bencana akibat intervensi kegiatan manusia, dan atau risiko bencana
akibat kejadian alam dan intervensi kegiatan manusia. Risiko bencana
tentunya berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat
yang harus ditanggung sebagai biaya sosial (social costs) serta rusaknya hasil-
hasil pembangunan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, upaya pengurangan
risiko bencana di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi penting untuk dilakukan
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36, agar setiap
daerah dalam upaya penanggulangan bencana mempunyai perencanaan
penanggulangan bencana.

Kapasitas atau kemampuan adalah segala upaya yang dapat dilakukan
oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau
ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan,
dan partisipasi masyarakat. Penilaian kemampuan dilakukan pada
sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi
suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari sebuah bahaya bencana.
Pengukurannya dapat dilakukan berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan,
dan peran serta masyarakat.Pada kajian ini hanya diukur pada aspek
kelembagaan berdasarkan kuesioner HFA untuk masing-masing Kecamatan

dan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
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Analisis dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang
memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
Potensi bencana alam yang umumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir
adalah bencana banjir dan gelombang pasang surut, longsor tepi sungai, dan
kebakaran hutan/lahan. Jenis dan tingkat risiko bencana yang terdapat di

Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 1I-10 Jumlah Kejadian bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2024

Jenis Bencana
No Kecamatan . Ang.m Kebakaran Tanah
Banjir | Putting
. Hutan/Lahan | Longsor
Beliung
1 | Batang Tuaka 1 1 6 -
2 | Concong - - - -
3 | Enok 2 1
4 | Gaung 2 1 4 -
5 | Gaung Anak Serka - - 2 -
6 | Kateman - - 2 -
7 | Kempas 1 - 6 -
8 | Kemuning 11 - 3 -
9 | Keritang 2 - 8 -
10 | Kuala Indragiri - - 1 -
11 | Mandah - 2 6 -
12 | Pelangiran 1 - 2 -
13 | Pulau Burung 3 - 4 -
14 | Reteh - 4 -
15 | Sungai Batang - 1 - -
16 | Tanah Merah - - - 2
17 | Teluk Belengkong - - 1 -
18 | Tembilahan - - 1 -
19 | Tembilahan Hulu 2 - 1 -
20 | Tempuling 4 - 8 -
Kabupate.n_lndragiri 27 5 61 5
Hilir

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka Tahun 2025 (BPS)
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Bencana banjir di kabupaten Indragiri Hilir terjadi karena perubahan
musim khususnya musim hujan yang disertai dengan gelombang pasang surut
yang juga cukup besar. Pada tahun 2024 kejadian banjir terjadi sebanyak 27
kali di Kabupaten Indragiri Hilir, paling banyak terjadi di Kecamatan
Kemuning sebanyak 11 kali , kemudian di Kecamatan Tempuling 4 kali,
Kecamatan Pulau Burung 3 kali, Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kecamatan
Gaung, Kecamatan Keritang sebanyak 2 kali dan masing-masing sebanyak 1
kali di Kecamatan Kempas, Kecamatan Batang Tuaka, dan Kecamatan
Pelangiran.

Bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir salah satu
penyebabnya adalah Banjir di Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan oleh
kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Sebagai daerah pesisir, wilayah
ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut dari Selat Malaka yang sering
menyebabkan banjir rob, terutama saat air pasang tinggi. Selain itu, curah
hujan yang tinggi, terutama di daerah hulu, menyebabkan Sungai Indragiri
meluap, diperparah dengan kondisi topografi yang datar dan berawa, sehingga
air sulit mengalir cepat ke laut. Deforestasi dan alih fungsi lahan, terutama
untuk perkebunan dan pertanian, mengurangi daya serap tanah dan
mempercepat aliran air ke sungai, sementara pendangkalan sungai serta
sistem drainase yang kurang optimal membuat air lebih mudah meluap.
Perubahan iklim juga turut berkontribusi dengan meningkatkan curah hujan
ekstrem dan naiknya permukaan laut, memperparah risiko banjir di wilayah
ini. Oleh karena itu, mitigasi yang tepat seperti perbaikan drainase,
pengelolaan daerah aliran sungai, dan konservasi lahan menjadi langkah
penting untuk mengurangi dampak banjir di Indragiri Hilir. Berdasarkan data
potensi bencana di Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat beragam jenis bencana

yang mengancam wilayah ini dengan tingkat kerawanan yang bervariasi.
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Banjir merupakan bencana dengan tingkat potensi bahaya tertinggi, meliputi
total area seluas 1.038.291 hektare, yang terdiri atas kawasan berisiko rendah
seluas 51.699 hektare, sedang 545.040 hektare, dan tinggi 441.552 hektare.
Dengan Kklasifikasi potensi bahaya secara keseluruhan dalam kategori tinggi,
hal ini mencerminkan bahwa banjir merupakan ancaman dominan yang perlu
mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal
mitigasi dan sistem drainase.

Selain banjir biasa, banjir bandang juga tercatat sebagai bencana
berpotensi tinggi, meskipun total luas areanya jauh lebih kecil, yakni hanya
247 hektare, dengan sebaran 22 hektare berisiko rendah, 57 hektare sedang,
dan 167 hektare tinggi. Potensi ini tetap penting karena dampak banjir
bandang cenderung lebih destruktif meskipun terjadi pada luasan yang
terbatas. Cuaca ekstrem juga menjadi bencana yang signifikan, dengan luas
wilayah terdampak mencapai 1.247.664 hektare, namun dengan klasifikasi
bahaya pada tingkat sedang, menunjukkan bahwa intensitasnya mungkin
lebih tersebar dan bervariasi. Wilayah yang terkena dampak terbesar berada
pada kategori sedang sebesar 885.442 hektare, sementara yang tinggi hanya
76.372 hektare.

Bencana gelombang ekstrem dan abrasi tercatat memiliki potensi bahaya
rendah, dengan total luas wilayah terdampak 6.657 hektare, yang didominasi
oleh kawasan berisiko rendah. Begitu juga dengan gempabumi, yang meskipun
memiliki cakupan wilayah yang sangat luas yaitu 1.261.478 hektare, tetap
dikategorikan sebagai risiko rendah, kemungkinan karena wilayah tersebut
tidak berada di jalur sesar aktif.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menempati posisi
strategis dalam daftar bencana dengan klasifikasi potensi tinggi, meliputi area

seluas 1.092.372 hektare. Luas kawasan dengan risiko tinggi mencapai

P .'A(f«/&:’c). jn{rrﬂu{- Ll

[1-32



HELS] ]

)l

795.095 hektare, menunjukkan tingginya kerentanan vegetasi dan ekosistem
lahan gambut terhadap potensi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Hal
ini mengindikasikan pentingnya upaya pencegahan dan pengawasan secara
ketat terhadap aktivitas pembakaran lahan dan hutan.

Terakhir, tanah longsor memiliki luas terdampak sebesar 35.352 hektare,
dengan klasifikasi potensi bahaya sedang. Sebagian besar wilayah tersebut
berada pada tingkat risiko sedang dan tinggi, yang perlu diwaspadai terutama
di daerah dengan kontur tanah yang labil atau berada di wilayah perbukitan.

Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir
menghadapi risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir
dan karhutla, serta risiko menengah terhadap cuaca ekstrem dan tanah
longsor. Oleh karena itu, strategi mitigasi bencana yang komprehensif perlu
difokuskan pada wilayah-wilayah dengan klasifikasi risiko tinggi, disertai
peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat serta penguatan koordinasi
lintas sektor.

Kabupaten Indragiri Hilir rawan terkena angin puting beliung karena
dipengaruhi oleh beberapa faktor geografis dan meteorologis. Wilayah ini
terletak di pesisir timur Sumatra yang memiliki dataran rendah dan terbuka,
sehingga angin dari perairan Selat Malaka dapat bergerak tanpa banyak
hambatan. Selain itu, kondisi hidrologi dengan lahan rawa dan banyaknya
sungai menciptakan kelembapan tinggi yang menjadi salah satu pemicu
pembentukan awan Cumulonimbus, yang sering menjadi sumber puting
beliung. Pada tahun 2024 kejadian bencana akibat angin putting beliung di
Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 5 kejadian, paling banyak adalah di
Kecamatan Mandah dan selebihnya 1 kejadian di Kecamatan Sungai Batang,
Batang Tuaka dan Gaung.

Faktor lain yang menyebabkan tingginya risiko puting beliung adalah
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perubahan suhu yang ekstrem antara daratan dan lautan. Saat udara panas
dari daratan bertemu dengan udara dingin dari laut, terjadi perbedaan
tekanan udara yang signifikan, memicu terbentuknya angin kencang dan
pusaran udara. Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan pola cuaca
semakin tidak menentu juga berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi
angin puting beliung di wilayah ini. Kerawanan ini diperparah dengan kondisi
pemukiman dan infrastruktur yang umumnya belum tahan terhadap angin
kencang. Banyak rumah di daerah ini masih berbahan kayu dan atap seng yang
lebih rentan terhadap hembusan angin kuat. Oleh karena itu, mitigasi seperti
pembangunan rumah yang lebih kokoh, penanaman pohon sebagai pemecah
angin, serta peningkatan sistem peringatan dini sangat penting untuk
mengurangi risiko dan dampak puting beliung di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi risiko bencana yang cukup
kompleks, salah satunya adalah angin puting beliung, yang meskipun jumlah
kejadiannya tidak sebanyak banjir atau kebakaran hutan dan lahan, namun
memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap keselamatan jiwa dan
kerusakan infrastruktur. Berdasarkan data, tercatat terdapat 5 kejadian angin
puting beliung yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni Sungai Batang,
Batang Tuaka, Gaung, dan Mandah, dengan Kecamatan Mandah mencatat
jumlah tertinggi sebanyak 2 kejadian. Kondisi ini menunjukkan bahwa
bencana angin puting beliung, meskipun bersifat sporadis, mulai
menunjukkan peningkatan dan menyasar wilayah-wilayah yang sebagian
besar merupakan kawasan pesisir dan dataran rendabh.

Tingginya risiko angin puting beliung di Indragiri Hilir tidak dapat
dilepaskan dari faktor alamiah seperti perbedaan suhu ekstrem antara
daratan dan lautan, yang menyebabkan perbedaan tekanan udara. Ketika

udara panas dari daratan bertemu dengan udara dingin dari laut, akan terjadi
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sirkulasi vertikal yang kuat, sehingga memicu terbentuknya angin kencang
atau pusaran udara. Perubahan iklim global yang menyebabkan pola cuaca
semakin tidak menentu juga menjadi penyumbang utama meningkatnya
kejadian ini. Fenomena tersebut diperparah dengan kondisi infrastruktur dan
pemukiman masyarakat yang belum tahan terhadap angin kencang, di mana
banyak rumah masih menggunakan material ringan seperti kayu dan atap
seng yang mudah terhempas oleh angin.

Jika dibandingkan dengan bencana lain di wilayah ini, kebakaran hutan dan
lahan (karhutla) merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi dengan
total 61 kejadian, diikuti oleh banjir sebanyak 27 kejadian, serta tanah longsor
sebanyak 5 kejadian. Meski demikian, angin puting beliung memiliki
karakteristik kerusakan yang spesifik dan cepat, sehingga tetap memerlukan
perhatian dan langkah mitigasi yang memadai. Beberapa kecamatan yang
tercatat mengalami lebih dari satu jenis bencana seperti Tembilahan Hulu,
Kempas, dan Enok, menunjukkan adanya kerentanan multi-bencana yang
membutuhkan pendekatan mitigasi terintegrasi.

Dengan mempertimbangkan situasi ini, penting bagi pemerintah daerah
dan masyarakat untuk memperkuat upaya mitigasi, seperti pembangunan
rumah yang lebih kokoh dan tahan angin, penanaman vegetasi penahan angin,
serta peningkatan kapasitas sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat.
Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kerusakan serta mempercepat
respons saat angin puting beliung melanda wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kebakara hutan, kebakaran vegetasi, kebakaran rumput, atau kebakaran
semak adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi dapat juga
memusnahkan rumah-rumah atau sumber daya pertanian (id.wikipedia,
2010). Kebakaran hutan yang menyebar dengan cepat bisa menyebabkan

kerusakan besar, baik harta benda maupun kehidupan manusia, tetapi
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kebakaran tersebut juga mempunyai dampak yang menguntungkan bagi
kawasan hutan belantara. Beberapa spesies tanaman menggantungkan pada
dampak dari kebakaran untuk tumbuh dan reproduksi, namun sebagian besar
kebakaran hutan mempunyai dampak negatif terhadap ekologi. Berikut
disajikan peta risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun jelasnya lihat Gambar 2.7.

Gambar II-7 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten
Indragiri Hilir

p—

STLAT MARINATH

Sumber : BPBD Kab. Indragiri Hillir




HELS] ]

)l

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kawasan yang sering dilanda
Kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2024 telah terjadi kejadian kebakaran
hutan dan lahan sebanyak 61 kejadian, dimana paling banyak terjadi di
Kecamatan Keritang dan Tempuling yaitu sebanyak 8 kejadian, sedangkan
wilayah Kecamatan yang tidak terkena bencana ini hanya Kecamatan Sungai
Batang, Tanah Merah dan Concong. Berdasarkan Pedoman Nasional
Pengkajian Risiko Bencana, ancaman bencana Kebakaran hutan dan lahan
dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelas Indeks Ancaman. Untuk mendapatkan
Kelas Indeks Kebakaran Hutan Dan Lahan merujuk kepada komponen dari
jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah sehingga menghasilkan skor
bahaya. Kelas Indeks Rendah Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
dihitung dari jenis hutan, iklim penghujan dan jenis tanah non organik/non
gambut. Kelas Indeks Sedang Ancaman Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan
dihitung dari jenis lahan perkebunan, iklim penghujan - kemarau dan jenis
tanah semi organik. Sedangkan kelas Indeks Tinggi Ancaman Bencana
Kebakaran hutan dan lahan dari jenis padang rumput kering dan belukar,
lahan pertanian.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu bencana
dengan tingkat kerawanan sangat tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir.
Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 2.10, potensi bahaya karhutla
mencakup total area seluas 1.092.372 hektare, dengan rincian 795.095 hektare
berada pada zona risiko tinggi, 277.540 hektare pada zona sedang, dan 19.737
hektare pada zona rendah. Jumlah ini menempatkan karhutla sebagai bencana
dengan sebaran risiko tertinggi kedua setelah cuaca ekstrem, namun dengan
klasifikasi kelas risiko "Tinggi" akibat dominasi luas area yang berada pada
kategori tinggi.

Tingginya kerawanan karhutla di Indragiri Hilir tidak terlepas dari kondisi
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geografis dan ekosistem wilayah ini, di mana sebagian besar lahannya
merupakan lahan gambut yang sangat mudah terbakar saat musim kemarau
panjang. Selain itu, masih terdapat praktik pembukaan lahan secara tradisional
dengan metode pembakaran oleh sebagian masyarakat maupun oknum tidak
bertanggung jawab, yang turut memperparah potensi penyebaran api.
Kombinasi antara cuaca panas, lahan kering, dan aktivitas manusia menjadi
faktor utama pemicu kebakaran yang sulit dikendalikan ketika sudah meluas.

Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak ekosistem dan
mengancam flora-fauna lokal, tetapi juga sangat merugikan masyarakat dari sisi
kesehatan, ekonomi, dan transportasi. Asap pekat dari kebakaran sering kali
menyebabkan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok rentan seperti
anak-anak dan lansia. Di sisi lain, sektor pertanian dan perkebunan yang
menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat juga mengalami kerugian besar
akibat kebakaran.

Menghadapi potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu
terus memperkuat upaya mitigasi dan pencegahan, di antaranya melalui
pengawasan berbasis teknologi seperti sistem deteksi titik panas (hotspot),
peningkatan kapasitas regu pemadam kebakaran lahan, serta edukasi
masyarakat tentang bahaya dan larangan pembakaran hutan. Pendekatan
kolaboratif lintas sektor menjadi kunci penting dalam mengendalikan bencana
karhutla agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas di masa depan.

Bencana tanah lonsor di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024 terjadi
tanah longsor di dua wilayah Kecamatan yaitu Tanah Merah sebanyak 2
kejadian dan Kecamatan Enok, Tembilahan Hulu dan kempas masing-masing
sebanyak 1 kejadian. Rawan bencana Tanah Longsor atau Gerakan Tanah
Faktor penyebab terjadinya tanah longsor atau gerakan tanah diperkirakan

karena: (1) curah hujan yang tinggi sebelum dan pada saat kejadian gerakan
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tanah; (2) Kerniringan lereng yang terjal, menyebabkan material mudah

bergerak; (3) Adanyabidang lemah berupa kontak batuan yang bersifat sarang

dengan batuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang gelincir.

Kurangnya vegetasi dengan akar yang kuat dan dalam yang berfungsi sebagai

pengikat tanah. Rekomendasi teknis penanggulangan:

a) Pembuatan sengkedan pada tebing jalur jalan dengan kemiringan < 30°
dan ketinggian lereng < 2 meter.

b) Perbaikan drainase untuk memperlancar aliran air permukaan.

c) Melakukan penanaman pohon besar dengan akar yang kuat dan dalam
untuk meningkatkan daya ikat tanah.

d) Memberikan peringatan kepada pengguna jalan dengan cara memasang
rambu-rambu rawan longsor.

Bencana tanah longsor umumnya terjadi dikawasan tepi sungai yang
merupakan kawasan sempadan sungai yang penggunaan untuk budidaya atau
perumahan. Potensi bencana longsor di Kabupaten Indragiri Hilir berada di
kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di
Indragiri Hilir.

Bencana tanah longsor di Kabupaten Indragiri Hilir tergolong sebagai
bencana dengan tingkat risiko sedang, sebagaimana ditunjukkan oleh data
luasan potensi bahaya dalam Tabel 2.10. Total wilayah yang berpotensi
mengalami tanah longsor mencapai 35.352 hektare, dengan rincian 14.516
hektare berada pada zona tinggi, 18.977 hektare pada zona sedang, dan 1.860
hektare pada zona rendah. Meskipun tidak sebesar potensi bahaya banjir
maupun kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor tetap menjadi ancaman
nyata bagi wilayah-wilayah tertentu, terutama daerah yang memiliki
kemiringan lereng dan struktur tanah yang labil.

Fenomena tanah longsor di Indragiri Hilir umumnya terjadi di kawasan

Fndugifen. Jrereaivi Hilis
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tepi sungai, lereng perbukitan, dan wilayah dengan tanah yang mudah jenuh
air. Intensitas curah hujan tinggi, terutama pada musim penghujan, menjadi
faktor utama yang memicu terjadinya pergerakan tanah, terlebih bila
didukung oleh aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, alih fungsi
lahan, serta pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan kondisi
geologis. Akumulasi air hujan yang tidak terserap sempurna menyebabkan
tekanan pada lapisan tanah meningkat dan berujung pada longsoran.

Kerentanan masyarakat terhadap tanah longsor juga diperparah oleh
kurangnya infrastruktur pengendali longsor, seperti sistem drainase lereng
yang memadai, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan
penataan ruang secara bijak. Selain itu, keterbatasan dalam sistem peringatan
dini membuat evakuasi menjadi lambat ketika terjadi indikasi pergerakan
tanah yang membahayakan.

Untuk menekan risiko dan dampak tanah longsor, perlu dilakukan upaya
mitigasi yang mencakup rehabilitasi lahan kritis dengan penanaman vegetasi
penahan tanah, pembangunan terasering pada lereng, serta peningkatan
kapasitas masyarakat dalam mengenali tanda-tanda awal longsor. Pemerintah
daerah juga perlu memperkuat peran serta lintas sektor dalam menyusun
rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana, agar pembangunan tidak justru
meningkatkan kerentanan terhadap bencana tanah longsor di Kabupaten
Indragiri Hilir.

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW, potensi
pengembangan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain sektor
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pariwisata.
Sebahagian sektor ini merupakan penopang perekonomian masyarakat dan
daerah. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam serta menyimpan

berbagai potensi ekonomi, Kabupaten Indragiri Hilir menjanjikan banyak
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peluang pengembangan dimasa depan. Dengan dukungan letak geografis yang
strategis, yaitu relatif tidak terlalu jauh dengan Ibu Kota Provinsi dan terletak
pada daerah perbatasan 3 (tiga) provinsi yaitu Riau, Sumatera Barat dan Jambi
serta ditunjang tersedianya infrastruktur yang memadai. Selain hal tersebut
dengan dukungan kebijakan pemerintah yang positif, maka daerah ini
merupakan lahan investasi yang layak diperhitungkan dalam era globalisasi
dalam pengembangan sektor-sektor tersebut.

Dalam upaya mengkaji potensi pengembangan suatu wilayah, hal yang
dapat dilakukan adalah dengan melakukan telaah pada pusat-pusat
pertumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Pusat pertumbuhan ini dapat
diartikan sebagai suatu kawasan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang
pesat dan menjadikan kawasan ini sebagai pusat pembangunan yang
berpengaruh terhadap kawasan lain di sekitarnya.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki letak yang berdekatan dengan pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam dan Karimun, serta berada di
wilayah perairan yang dengan mudah dapat mengakses berbagai wilayah
dalam maupun luar negeri. Keadaan ini merupakan salah satu potensi yang
dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai
Pintu Gerbang Timur Sumatera dalam berbagai aktifitas ekonomi.

Apabila ditinjau dari struktur tata ruang RTRW Provinsi Riau, Kabupaten
Indragiri Hilir memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang
memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa
kabupaten/kota. Penetapan kawasan pusat pertumbuhan di Kabupaten
Indragiri Hilir juga dapat dilihat berdasarkan pada hirarki sistem pusat
permukiman yang ada di wilayah ini. Berdasarkan ketentuan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044, pusat kegiatan yang
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diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir

terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terletak di:

a.

Kecamatan Tembilahan

b. Kecamatan Tembilahan Hulu

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di:

d.

Kawasan Perkotaan Kuala Enok yang berada di:

e Kecamatan Sungai Batang

e Kecamatan Tanah Merah

Kawasan Perkotaan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan
Reteh

Kawasan Perkotaan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan

Kateman

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terletak di:

Kawasan Perkotaan Enok yang berada di Kecamatan Enok
Kawasan Perkotaan Harapan Tani yang berada di:

e Kecamatan Enok

e Kecamatan Kempas

Kawasan Perkotaan Khairiah Mandah yang berada di
Kecamatan Mandah;

Kawasan Perkotaan Kota Baru yang berada di Kecamatan
Keritang;

Kawasan Perkotaan Selensen yang berada di Kecamatan
Kemuning; dan

Kawasan Perkotaan Teluk Pinang yang berada di Kecamatan

Gaung Anak Serka.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang terletak di:

Lnbogiin Jdogisi 14
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a. Kawasan Perdesaan Bakau Aceh yang berada di Kecamatan
Mandah

b. Kawasan Perdesaan Batang Tumu yang berada di Kecamatan
Mandah

c. Kawasan Perdesaan Bekawan yang berada di Kecamatan
Mandah

d. Kawasan Perdesaan Belaras yang berada di Kecamatan Mandah

e. Kawasan Perdesaan Kuala Lahang yang berada di Kecamatan
Gaung

f. Kawasan Perdesaan Sapat yang berada di Kecamatan Kuala
Indragiri

g. Kawasan Perdesaan Sungai Bela yang berada di Kecamatan

Kuala Indragiri.

Gambar II-8 Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten
Indragiri Hilir

3
i
\
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1

Sumber: RTRW Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2044
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Selain adanya kawasan-kawasan yang teridentifikasi berdasarkan
kedudukan struktur tata ruang tersebut, tinjauan terhadap pusat
pertumbuhan juga dapat dikerucutkan pada adanya kawasan Strategis di
Kabupaten Indragiri Hilir. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya,
lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri
Hilir adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
Kawasan strategis ini meliputi:

1. Kawasan Strategis Minapolitan

Kawasan Strategis Minapolitan yang terdapat di Kabupaten Indragiri
Hilir adalah kawasan Minapolitan Kuala Enok.

2. Kawasan Strategis Agroindustri

Kawasan Strategis Agroindustri yang terdapat di Kabupaten Indragiri
Hilir adalah Kawasan Agroindustri Pulau Kijang yang
berkonsentrasi pada tanaman pangan.

3. Kawasan Strategis Pariwisata

Kawasan Strategis Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Indragiri
Hilir adalah Kawasan Pariwisata Selensen berbasis lingkungan
berkelanjutan.

4. Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Kabupaten

Ynlugiin. Joeregii
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Gambar II-9 Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten
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Sumber: RTRW Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2044

Berikut merupakan peta potensi pengembangan wilayah Kabupaten
Indragiri Hilir mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2024-2044.
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Hilir

Sumber: RTRW Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2044

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa orientasi pengembangan
Kabupaten Indragiri Hilir, jika dilihat dari aspek penataan ruang termasuk
struktur ruang dan identifikasi kawasan strategis, secara umum bertumpu
pada pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Dari segi geografis,
pusat pertumbuhan wilayah terfokus pada kawasan pusat perkotaan yang
berlokasi di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan telaah terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang ada,
perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan potensi

pengembangan wilayah yang tersedia. Secara geografi-ekonomi, penataan
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ruang Kabupaten Indragiri Hilir harus memanfaatkan potensi wilayah,
khususnya dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Harapannya,
tidak terdapat Kkesenjangan yang jauh /signifikan antara proyeksi
pembangunan kewilayahan hingga tahun 2044 dengan dokumen perencanaan
RPJPD yang berlaku hingga tahun 2045. Sebaliknya arahan pusat
pertumbuhan dalam RTRW yang bertumpu pada pengembangan wilayah

dengan tematik (pertanian, perikanan, dan pariwisata).

4) Berketahanan Energi, air, dan Kemandirian Pangan
Dalam segi pangan Ketahanan pangan merupakan salah satu dimensi
penting dalam pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan
kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta keberlanjutan sumber daya.
Berdasarkan data perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten
Indragiri Hilir selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), tercatat
adanya dinamika yang menunjukkan pergerakan fluktuatif namun cenderung

membaik secara keseluruhan.

Gambar II-11 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan

M Indeks Ketahanan Pangan

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2025
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Pada tahun 2020, indeks berada pada posisi 67,48. Angka ini
mencerminkan kondisi awal di mana sejumlah tantangan masih dihadapi
dalam hal produksi, distribusi, serta aksesibilitas pangan di wilayah pedesaan
dan pesisir. Memasuki tahun 2021, indeks mengalami peningkatan menjadi
69,15, yang mengindikasikan perbaikan signifikan dalam upaya pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat, baik melalui optimalisasi lahan pertanian
maupun penguatan distribusi bahan pokok. Namun, pada tahun 2022, terjadi
sedikit penurunan menjadi 68,38, yang diduga merupakan dampak dari faktor
eksternal seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasok selama masa
pemulihan pascapandemi, serta belum meratanya sarana produksi pertanian
di sejumlah kecamatan. Penurunan ini menjadi cerminan atas perlunya
penguatan sistem pertahanan pangan yang lebih resilien dan adaptif. Tahun
2023 dan 2024 menunjukkan kembali tren peningkatan, yakni masing-masing
sebesar 69,29 dan 69,3. Meskipun peningkatan ini bersifat moderat, hal
tersebut menunjukkan adanya stabilisasi dalam kebijakan dan implementasi
program ketahanan pangan daerah. Peningkatan ini tidak hanya
mencerminkan keberhasilan dari segi kuantitas produksi, tetapi juga
mencerminkan peningkatan kualitas akses dan keberdayaan masyarakat
dalam memanfaatkan sumber daya pangan lokal.

Tren indeks yang naik-turun ini menggambarkan bahwa Kabupaten
Indragiri Hilir telah memiliki kapasitas untuk bangkit dari tekanan, namun
masih memerlukan penguatan strategi jangka panjang. Ketahanan pangan ke
depan perlu didorong tidak hanya melalui program pertanian konvensional,
tetapi juga dengan mengintegrasikan pendekatan lintas sektor seperti:

e Penguatan infrastruktur dan logistik pangan berbasis wilayah.

e Peningkatan kapasitas petani melalui teknologi tepat guna dan

digitalisasi pertanian.

P .'A(f«/&:’c). jn{rrﬂu{- Ll
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o Diversifikasi sumber pangan lokal serta perlindungan terhadap
cadangan pangan daerah.
e Integrasi program gizi dan pangan ke dalam kebijakan pengentasan
kemiskinan dan penurunan stunting.
Masalah ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi tantangan serius yang
harus mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah.
Data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Indragiri

Hilir menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir.

Gambar II-12 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

2020
13,91%

2021
14,10%

2023
17,06%

2022
22,03%

Sumber : BAPANAS

Pada tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan berada di
angka 13,91%, kemudian meningkat menjadi 14,10% pada tahun 2021.
Lonjakan tertinggi terjadi pada 2022, di mana angkanya melonjak hingga
22,03%, menandakan bahwa lebih dari seperempat populasi mengalami
keterbatasan dalam pemenuhan konsumsi pangan yang layak dan mencukupi.

Kondisi ini dapat diasumsikan sebagai dampak dari kombinasi antara
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keterbatasan daya beli masyarakat, gangguan distribusi pangan, serta
minimnya diversifikasi sumber pangan di tingkat rumah tangga. Namun, tren
tersebut menunjukkan perbaikan signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada
2023, prevalensi menurun menjadi 17,06%, dan kembali menurun drastis ke
13,23% di tahun 2024, dibawah angka awal pada tahun 2020. Penurunan ini
dapat mencerminkan keberhasilan program-program intervensi pemerintah
daerah, seperti penyediaan bantuan pangan, peningkatan produksi lokal, serta
edukasi gizi dan penguatan ketahanan rumah tangga melalui program

pertanian keluarga dan urban farming.

Gambar II-13 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap
Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan
Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

60 1

50 A

40 A
M Akses Rumah Tangga
30 1 Perkotaan Terhadap Air
20 4 Siap Minum Perpipaan

10 A

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber : Bappeda Kab. Indragiri Hilir (diolah)

Pada tahun 2020, persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki
akses terhadap air siap minum perpipaan mencapai 52%. Namun, angka ini
mengalami penurunan berturut-turut menjadi 47% pada 2021, 45% pada
2022, dan mencapai titik terendah yaitu 42% pada 2023. Tahun 2024
mencatat sedikit peningkatan ke 43%, namun belum mampu mengembalikan
capaian seperti tahun awal.

Penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dan

teknis dalam sistem penyediaan air bersih perpipaan, yang bisa disebabkan
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oleh beberapa faktor seperti keterbatasan jaringan infrastruktur PDAM,
kerusakan saluran, kapasitas produksi yang belum optimal, serta
pertumbuhan penduduk perkotaan yang tidak diimbangi dengan

pengembangan sistem layanan air.

5) Lingkungan hidup berkualitas

Kualitas lingkungan hidup merupakan dimensi penting dalam
pembangunan berkelanjutan yang menyangkut kelestarian ekosistem,
pengelolaan sumber daya alam, serta daya dukung lingkungan terhadap
aktivitas manusia. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)
merepresentasikan capaian pembangunan lingkungan melalui tiga aspek

utama, yaitu kualitas udara, air, dan tutupan lahan.

Gambar II-14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
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Sumber : DLHK Kab. Indragiri Hilir
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Gambar II-15 Capaian Indeks Kualitas Air, Udara dan Kualitas Lahan
Kab. Indragiri Hilir Tahun 2020-2024
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Sumber : DLHK Kab. Indragiri Hilir

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Indragiri Hilir mengalami
dinamika IKLH yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, IKLH tercatat sebesar
57,79, mencerminkan kondisi awal yang cukup rendah. Namun, pada tahun
2021 terjadi lonjakan positif menjadi 64,79, yang merupakan nilai tertinggi
dalam periode ini. Peningkatan ini kemungkinan besar berkaitan dengan
penurunan aktivitas industri dan transportasi selama masa pandemi, serta
meningkatnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan dan rehabilitasi
lahan.

Namun demikian, pada 2022 indeks menurun menjadi 63,31, dan
merosot lebih tajam pada 2023 menjadi 58,13. Angka tersebut menunjukkan
kemunduran signifikan yang perlu dicermati secara serius. Penyebabnya
dapat berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi pascapandemi yang

tidak diiringi dengan pengelolaan dampak lingkungan yang memadai,
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peningkatan konversi lahan, serta menurunnya kualitas air dan udara di
beberapa wilayah.

Pada 2024, IKLH kembali meningkat menjadi 63,34, menandakan
adanya pemulihan kualitas lingkungan akibat intervensi kebijakan dan
program pelestarian yang dijalankan pemerintah daerah, seperti reboisasi,

pengendalian limbah, serta edukasi publik tentang perilaku ramah lingkungan.

6) Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator komposit yang
menggambarkan potensi dampak bencana terhadap wilayah tertentu, yang
dihitung berdasarkan ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam
merespon bencana. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, nilai IRB Kabupaten
Indragiri Hilir stagnan pada angka 168,4 selama lima tahun berturut-turut

(2020-2024).

Gambar II-16 Indeks Risiko Bencana

M Indeks Risiko Bencana

Sumber : IRBI-BNPB
Stagnasi ini menandakan bahwa belum terdapat perbaikan signifikan

dalam upaya pengurangan risiko bencana di tingkat daerah. Meskipun angka

tersebut bukan hasil dari peningkatan, namun ketidakberubahan nilai indeks
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dalam jangka panjang juga menunjukkan minimnya kemajuan dalam
pembangunan sistem mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan bencana. Padahal,
Kabupaten Indragiri Hilir secara geografis merupakan wilayah yang rawan
terhadap sejumlah bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran lahan gambut,
dan cuaca ekstrem.

Fakta bahwa angka IRB tetap tinggi (168,4) perlu menjadi perhatian
serius, mengingat nilai ini tergolong dalam kategori risiko tinggi menurut
parameter nasional. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk melakukan
transformasi menyeluruh dalam tata kelola penanggulangan bencana, bukan
hanya reaktif saat bencana terjadi, tetapi juga preventif dan berbasis risiko.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah indikator strategis yang
mengukur sejauh mana suatu daerah memiliki kemampuan untuk mencegah,
menghadapi, dan memulihkan diri dari berbagai ancaman, baik dalam aspek
ekonomi, sosial, maupun lingkungan. IKD menjadi bagian penting dalam upaya
pembangunan berkelanjutan dan penguatan daya tahan wilayah terhadap

berbagai risiko.

Gambar II-17 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah

2020 2021 2022 2023 2024
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Berdasarkan data grafik IKD Kabupaten Indragiri Hilir selama periode
2020 hingga 2024, terlihat bahwa pada tiga tahun awal (2020-2022) nilai
indeks tercatat nol (0,00). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pencatatan,
pelaporan, atau penilaian resmi terhadap ketahanan daerah pada periode
tersebut. Kemungkinan besar, ini disebabkan oleh keterbatasan sistem
monitoring, belum terintegrasinya indikator IKD ke dalam perencanaan
daerah, atau belum optimalnya mekanisme pengukuran ketahanan lintas
sektor.

Baru pada tahun 2023, IKD mulai menunjukkan nilai yakni 0,29, yang
kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 0,27 pada tahun 2024.
Meskipun masih tergolong sangat rendah, capaian ini menandai awal
penguatan sistem pencatatan dan perhatian terhadap isu ketahanan daerah di
Indragiri Hilir. Kenaikan awal dan penurunan kecil ini perlu dilihat sebagai
refleksi dari fase transisi — dari belum adanya sistem penilaian, menuju
kesadaran dan pembentukan kapasitas awal dalam manajemen risiko dan
pembangunan tangguh.

Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca merupakan salah satu
indikator makro pembangunan berkelanjutan yang wajib digunakan dalam
dokumen RPJMD sesuai dengan kebijakan nasional dalam penanggulangan
perubahan iklim. Indikator ini mengukur besaran emisi GRK yang dihasilkan
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga menggambarkan
efisiensi pembangunan daerah dalam mengurangi emisi karbon seiring
dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, capaian penurunan
intensitas emisi GRK tidak hanya menjadi wujud komitmen daerah terhadap
target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, tetapi juga

menjadi tolok ukur dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan
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berketahanan iklim. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan efisiensi
energi, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, pelestarian hutan dan lahan
gambut, serta pengembangan energi baru terbarukan. Penurunan intensitas
emisi GRK diharapkan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi
daerah, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan,
ramah lingkungan, dan berkeadilan. Menurut DLHK Provinsi Riau (Laporan
2022): 2021: Emisi turun signifikan menjadi 183.477,25 GgCO,-e—turun
sekitar 39.040,75 GgCO,-e atau 29,8 % dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah di Provinsi Riau
memiliki kontribusi signifikan terhadap besaran emisi gas rumah kaca,
mengingat karakteristik wilayah yang didominasi oleh ekosistem gambut dan
perkebunan kelapa serta sawit. Parameter penyusun dominan emisi GRK di
Riau berasal dari sektor Forestry and Other Land Use (FOLU), khususnya
perubahan tutupan lahan, degradasi lahan gambut, serta kebakaran hutan dan
lahan. Hal ini juga menjadi faktor utama di Indragiri Hilir, di mana lahan
gambut yang luas rentan terhadap emisi bila tidak dikelola secara
berkelanjutan. Selain sektor FOLU, kontribusi emisi dari sektor energi juga
semakin meningkat seiring dengan aktivitas transportasi, konsumsi energi
rumah tangga, dan kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan. Namun
demikian, sektor energi di Indragiri Hilir relatif lebih kecil kontribusinya
dibandingkan sektor FOLU.

Upaya penurunan emisi GRK di Indragiri Hilir selaras dengan strategi
Provinsi Riau dalam kerangka Riau Hijau, yaitu melalui:

1. Pengendalian kerusakan ekosistem gambut dan peningkatan
rehabilitasi lahan kritis.

2. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan penguatan

Lrdsgiler. Jrebriri il
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kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta pemantauan hotspot.
3. Peningkatan produktivitas perkebunan rakyat (kelapa, kelapa sawit)
melalui praktik pertanian berkelanjutan untuk menekan ekspansi
lahan baru.
4. Pengelolaan sampah dan limbah berbasis circular economy guna
mengurangi emisi metana.

Dengan dominasi parameter sektor FOLU, keberhasilan Indragiri Hilir
dalam menurunkan laju degradasi gambut dan menekan kebakaran lahan
akan berkontribusi besar terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK
Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan rendah
karbon di daerah memiliki peran krusial dalam mendukung komitmen

nasional Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

7) Demografi

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator demografi yang
mencerminkan dinamika perubahan jumlah penduduk dalam kurun waktu
tertentu, yang dapat memengaruhi perencanaan sektor pendidikan,
kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur dasar.
Berdasarkan data yang ditampilkan, Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan
pola pertumbuhan penduduk yang sangat fluktuatif selama lima tahun

terakhir.
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Gambar II-18 Laju Pertumbuhan Penduduk
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Sumber : BPS Provinsi Riau
Tahun 2020 mencatat pertumbuhan nol persen (0%), yang berlanjut ke
kenaikan kecil sebesar 0,36% pada 2021. Namun, angka ini kembali turun
drastis menjadi 0,04% di tahun 2022, yang nyaris stagnan. Baru pada tahun
2023, terjadi lonjakan sangat tinggi hingga 5,27%, diikuti oleh laju sebesar
4,83% pada 2024. Angka tersebut menunjukkan peningkatan pertumbuhan
penduduk yang luar biasa tajam hanya dalam dua tahun terakhir.
Fluktuasi ini berpotensi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain:
e Perpindahan penduduk dari daerah lain akibat faktor ekonomi atau
kebijakan pemukiman baru,
e Pembaruan data kependudukan yang mencakup pencatatan ulang atau
penduduk musiman,
e Keterlambatan administrasi pencatatan sipil pada tahun-tahun awal

yang terakumulasi pada tahun-tahun selanjutnya.
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Kenaikan drastis tersebut harus dicermati secara saksama karena
dapat membebani kapasitas pelayanan dasar daerah, seperti ketersediaan
sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan air bersih, hingga perumahan dan
transportasi.

Pertumbuhan penduduk yang melewati kapasitas muat suatu wilayah
atau lingkungan hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. Gangguan
dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah seperti polusi dan
kemacetan lalu lintas, meskipun dapat ditutupi perubahan teknologi dan
ekonomi. Berikut data perkembangan jumlah dan rata-rata pertumbuhan

penduduk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020-2024.

Tabel II-11 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

Tahun Rata-Rata
No Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan/
Tahun (%)

1 | Batang Tuaka 27.190 27.289 27.372 29.471 30.447 291

2 | Concong 11.764 11.780 11.788 11.890 12.009 0,52

3 | Enok 33.846 33.959 34.051 36.073 36.485 1,92

4 | Gaung 38.367 38.407 38.422 42.447 43.962 3,55

5 | Gaung Anak Serka 22.591 22.744 22.883 24.070 31.750 9,6

6 | Kateman 39.284 39.320 39.331 43.303 44.669 3,34

7 | Kempas 38.671 38.955 39.217 40.909 35.798 -1,69

8 | Kemuning 38.499 38.782 39.043 42.910 44.965 4,03

9 | Keritang 63.103 63.567 63.994 67.237 76.555 5,08

10 | Kuala Indragiri 14.679 14.697 14.706 16.052 16.369 2,83

11 | Mandah 34.531 34.578 34.603 38.517 39.584 3,57

12 | Pelangiran 35.318 35.354 35.367 32.035 34.323 -0,54
13 | Pulau Burung 20.404 20.423 20.429 20.374 20.653 0,31

14 | Reteh 35.974 36.006 36.015 36.855 36.990 0,7

15 | Sungai Batang 10.066 10.080 10.087 10.347 10.509 1,09

16 | Tanah Merah 25.236 25.268 25.283 26.377 26.743 1,48

17 | Teluk Belengkong 9.229 9.237 9.239 9.153 9.148 -0,22
18 | Tembilahan 77.862 78.605 79.309 82.291 84.608 2,11

19 | Tembilahan Hulu 46.662 47.108 47.528 50.289 51.735 2,63

20 | Tempuling 31.633 31.866 32.080 34.971 41.845 7,52
Kabupaten Indragiri Hilir 654.909 | 658.025 | 660.747 | 695.571 | 729.147 2,75
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Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2025

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun
2020-2024 naik dari 654.909 jiwa tahun 2020 menjadi 729.147 jiwa pada
tahun 2024 atau bertambah sebanyak 74.238 jiwa atau 11,34 % selama
periode tersebut. Sementara pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri
Hilir selama periode 2020-2024 sebesar 2,75% per tahun.

Sedangkan pertumbuhan penduduk tertinggi per kecamatan terdapat di
Kecamatan Gaung Anak Serka sebesar 9,60% per tahun dan pertumbuhan
penduduk terendah terjadi di Kecamatan Kempas sebesar -1,69% per tahun.
Peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sangat
dipengaruhi peningkatan angka kelahiran atau tingkat fertilitas dan migrasi
penduduk dari wilayah lain dan luar provinsi Riau.

Perkembangan sebaran dan kepadatan penduduk di setiap daerah
dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, serta
faktor kebudayaan dan teknologi. Sebaran penduduk yang tidak merata akan
mempengaruhi kondisi lingkungan hidup. Daerah-daerah yang padat
penduduk terjadi eksploitasi sumber alam secara berlebihan sehingga
mengganggu keseimbangan alam.

Persebaran penduduk yang tidak merata, di antaranya diebabkan oleh
tingkat kesuburan tanah suatu wilayah yang ditempati banyak penduduk,
karena dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Wilayah yang beriklim terlalu
dingin atau panas biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. Pada
umumnya banyak masyarakat yang memilih tempat tinggal di daerah datar,
sehingga memilih bentuk permukaan tanah yang baik. Sumber air yang
berlimpah dan tidak tercemar oleh limbah pabrik atau lainnya. Namun
demikian kondisi tersebut menyebabkan persebaran tidak merata dan akan

menyebabkan munculnya permukiman liar, perncemaran sungai karena
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dijadikan tempat pembuangan sampah, baik dari masyarakat maupun pabrik
industri. Selain itu persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan
terjadinya pemcemaran udara karena banyaknya kendaraan dan pabrik serta
muncul berbagai masalah sosial, seperti kriminalitas.

Secara umum persebaran penduduk selama Tahun 2024 mengalami
sebaran yang tidak merata berkisar antara 1,25% hingga 11,60%. Sebaran
paling sedikit terdapat di Kecamatan Teluk Belengkong dengan jumlah
penduduk sebanyak 9.148 jiwa dan sebaran paling banyak terdapat di
Kecamatan Tembilahan dengan jumlah penduduk sebanyak 84.608 jiwa.
Sebaran yang tidak merata tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk
diwilayah tersebut cukup rendah dan atau tinggi serta perpindahan penduduk
ke wilayah lainnya. Jelasnya disajikan pada Tabel berikut terkait sebaran

penduduk menurut kecamatan tahun 2020-2024.

Tabel II-12 Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

Tahun Rata-Rata
No Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan/

Tahun (%)
1 | Batang Tuaka 4,15 4,15 4,14 4,24 4,18 0,15
2 | Concong 1,8 1,79 1,78 1,71 1,65 -2,13
3 | Enok 517 516 515 5,19 5 -0,79
4 | Gaung 5,86 5,84 5,81 6,1 6,03 0,75
5 | Gaung Anak Serka 3,45 3,46 3,46 3,46 4,35 6,54
6 | Kateman 6 5,98 595 6,23 6,13 0,56
7 | Kempas 59 592 5,94 5,88 4,91 -4,23
8 | Kemuning 5,88 5,89 591 6,17 6,17 1,22
9 | Keritang 9,64 9,66 9,69 9,67 10,5 2,23
Kuala Indragiri 2,24 2,23 2,23 2,31 2,24 0,07
Mandah 5,27 5,25 5,24 5,54 543 0,77
Pelangiran 5,39 5,37 5,35 4,61 4,71 -3,12
Pulau Burung 3,12 3,1 3,09 2,93 2,83 -2,33
Reteh 5,49 5,47 5,45 5,3 5,07 -1,95
Sungai Batang 1,54 1,53 1,53 1,49 1,44 -1,59
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Tahun Rata-Rata
No Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan/

Tahun (%)
16 | Tanah Merah 3,85 3,84 3,83 3,79 3,67 -1,22
17 | Teluk Belengkong 1,41 1,4 1,4 1,32 1,25 -2,83
18 | Tembilahan 11,89 11,95 12 11,83 11,6 -0,6
19 | Tembilahan Hulu 7,12 7,16 7,19 7,23 7,1 -0,1
20 | Tempuling 4,83 4,84 4,86 5,03 5,74 4,55
Kabupaten Indragiri Hilir 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 -0,20

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2025

Perkembangan sex rasio Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2020-
2024 mengalami penurunan sebesar -0,31%. Pada tahun 2020, jumlah
penduduk laki-laki sebanyak 339.599 jiwa dan jumlah penduduk perempuan
sebanyak 315.310 jiwa dengan sex ratio sebesar 107,70. Artinya setiap 100
jiwa penduduk perempuan terdapat 107 jiwa penduduk laki-laki. Namun pada
tahun 2024 terjadi penurunan sex rasio. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah
penduduk laki-laki sebanyak 375.806 jiwa dan jumlah penduduk perempuan
sebanyak 353.341 jiwa dengan sex ratio sebesar 106,36. Artinya setiap 100
jiwa penduduk perempuan terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki. Penurunan
sex rasio tersebut dapat disebabkan oleh tingkat angka kelahiran, meninggal,
imigrasi dan emigrasi. Pola seleksi alam pada rasio jenis kelamin dapat
dipengaruhi oleh kualitas dan stabilitas habitat langsung, serta oleh sifat-sifat
sejarah kehidupan, kompetisi dan penyebaran, yang mempengaruhi
persaingan lokal pada pasangan atau sumber daya.

Sementara itu jika dilihat angka sex rasio per kecamatan tahun 2024
menunjukkan bahwa terdapat kecamatan yang memiliki angka sex rasio
tertinggi yaitu kecamatan Kuala Indragiri dengan angka sebanyak 112
artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 112 jiwa penduduk
laki-laki. Angka sex rasio paling sedikit terdapat di Kecamatan Keritang dan

Tembilahan sebanyak 103. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan
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terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex rasio penduduk menurut
kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 disajikan sebagai
berikut.

Tabel 1I-13 Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Jenis Kelamin
No Kecamatan Laki-laki Perempuan el RSet).(
Uiwa) | (%) | Qiwa) | (%) | Qiwa) | (%) |
1 | Batang Tuaka 15.978 4,25 14.469 4,09 30.447 4,18 110
2 Concong 6.250 1,66 5.759 1,63 12.009 1,65 109
3 Enok 18.960 5,05 17.525 4,96 36.485 5 108
4 Gaung 23.046 6,13 20.916 5,92 43.962 6,03 110
5 Gaung Anak Serka 16.458 4,38 15.292 4,33 31.750 4,35 108
6 Kateman 23.073 6,14 21.596 6,11 44.669 6,13 107
7 Kempas 18.422 4,9 17.376 4,92 35.798 4,91 106
8 Kemuning 23.168 6,16 21.797 6,17 44,965 6,17 106
9 | Keritang 38.792 10,32 37.763 10,69 76.555 10,5 103
10 | Kuala Indragiri 8.634 2,3 7.735 2,19 16.369 2,24 112
11 | Mandah 20.521 5,46 19.063 54 39.584 5,43 108
12 | Pelangiran 18.047 4,8 16.276 4,61 34.323 4,71 111
13 | Pulau Burung 10.736 2,86 9917 2,81 20.653 2,83 108
14 | Reteh 18.887 5,03 18.103 5,12 36.990 5,07 104
15 | Sungai Batang 5.389 1,43 5.120 1,45 10.509 1,44 105
16 | Tanah Merah 13.779 3,67 12.964 3,67 26.743 3,67 106
17 | Teluk Belengkong 4.798 1,28 4.350 1,23 9.148 1,25 110
18 | Tembilahan 42912 11,42 41.696 11,8 84.608 11,6 103
19 | Tembilahan Hulu 26.450 7,04 25.285 7,16 51.735 7,1 105
20 | Tempuling 21.506 5,72 20.339 5,76 41.845 5,74 106
Kabupaten Indragiri Hilir | 375.806 | 100,00 | 353.341 | 100,00 | 729.147 | 100,00 | 106,36

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

Perkembangan kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) mengalami

pertumbuhan sebesar 2,79% per tahun dari tahun 2020-2024. Pada tahun

2020 usia penduduk produktif berjumlah 454.436 jiwa kemudian bertambah

menjadi

506.696 jiwa pada tahun 2024. Banyak usia produktif tersebut

mengindikasikan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber

daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor pembangunan
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daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut berperan dalam meningkatkan
kualitas SDM agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan masyarakat
sehingga dapat membuka lapangan usaha seluas luasnya bagi penduduk usia
produktif dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan menekan angka pengangguran terbuka dan menurunankan
angka kemiskinan.

Namun usia tidak produktif (usia 65->75 tahun) tumbuh sebesar
8,77% per tahun selama tahun 2020-2024 atau bertambah dari 28.672 jiwa
pada tahun 2020 menjadi 40.117 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan
pertambahan penduduk usia tua (tidak produktif) tersebut dimana kelompok
usia dengan komposisi terbanyak berada pada penduduk berusia 65-69 tahun
sebesar 53,14% tahun 2020 dan menurun menjadi 47,64% tahun 2024.
Jelasnya lihat Tabel di bawah.

Tabel II-14 Perkembangan Struktur Usia Penduduk Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

No Kelompok Umur Jumlah Penduduk Pertumbuhan
2020 2021 2022 2023 2024 | /Tahun (%)

1 0-4 55.466 54.955 54.518 58.528 61.133 2,52

2 5-9 57.505 57.026 56.415 58.210 59.951 1,07

3 10-14 58.830 58.447 58.148 59.524 61.250 1,03

4 15-19 57.121 56.380 55.669 59.247 61.825 2,06

5 20-24 59.121 | 58.694 | 58.095 | 58.898 60.324 0,52

6 25-29 55123 | 55.021 | 54.933 | 58754 | 61.591 2,86

7 30-34 54.226 54.085 53.844 55.396 57.407 1,45

8 35-39 51.234 51.262 51.334 53.979 56.459 2,49

9 40-44 49,731 49.869 49.860 51.596 53.542 1,88
10 45-49 43.620 | 44.329 | 44.940 | 48423 51.189 4,12
11 50-54 35.658 36.536 37.419 40.741 43.705 5,26
12 55-59 27.556 28.474 29.292 32.001 34.655 5,94
13 60-64 21.046 22.052 23.122 24.042 25.999 5,44
14 65-69 15236 | 16.179 | 16966 | 17.777 19.111 5,83
15 70-74 7.801 8916 | 10.179 | 11.143 12.627 12,81
16 75+ 5.635 5.800 6.013 7.312 8.379 10,70
Jumlah Penduduk <15 tahun | 171.801 | 170428 | 169.081 | 176.263 | 182335 1,53
{{fgltz}sl Penduduk 15tahun |00 100 | 487597 | 491.666 | 519308 | 546812 3,17
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No Kelompok Umur Jumlah Penduduk Pertumbuhan
p 2020 2021 2022 2023 2024 / Tahun (%)

{;‘;:ﬁig??f;i‘;ﬁgﬁfn) 454436 | 456702 | 458508 | 483.076 | 506.696 2,79
{é‘er?jfh Penduduk Angkatan | ;.5 <o | 3c3c00 | 342643 | 307740 | 350978 -0,44
Jumlah Penduduk 654909 | 658025 | 660747 | 695571 | 729.147 2,75
Persentase Jumlah
Pl 215 tabun 26,23 25,90 25,59 2534 25,01 1,19
gis';;‘rtia:‘; gf;ﬁﬁ‘rf’(’k Usia 32,29 32,25 32,24 3321 33,53 0,96
g?;sg;rtia:‘; gf;ﬁﬁ‘rf’(’k Usia 33,47 33,46 33,37 33,02 32,88 0,44
Persentase Kelompok Usia
10014 di <15 b 34,24 34,29 34,39 33,77 33,59 -0,48
]>u7r§12;1hiindud“k Usia 65- 28672 | 30895 | 33.158 6.232 40117 877
ggfi‘;‘gi‘;ﬁfne“du‘iuk Usia 4,38 4,70 5,02 521 5,50 5,89
Persentase Penduduk Usia
6500 dant 65 275 tabiir 53,14 52,37 51,17 49,06 47,64 2,69
Persentase Penduduk Usia
7074 oot 65575 tabin 27,21 28,86 30,70 30,75 31,48 3,74
Persentase Penduduk Usia
s o 6675 o 19,65 18,77 18,13 20,18 20,89 1,73

Sumber: Disduk Capil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2025

Pada periode yang sama usia non produktif yang belum produktif (usia
0-14 tahun) tumbuh sebesar 1,53% per tahun atau naik dari 171.801 jiwa
pada tahun 2020 menjadi 182.335 jiwa pada tahun 2024. Penduduk usia
muda (belum produktif) yaitu kelompok usia antara 10-14 Tahun sebesar
34,24 % tahun 2020 dan menurun menjadi 33,59 % tahun 2024. Hal ini
tentunya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk
mempersiapkan generasi muda sebagai asset daerah sejak dini baik melalui
peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan maupun pendidikan sehingga
diharapkan nantinya generasi muda Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai
daya saing yang tinggi sehingga tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing
dalam menghadapi persaingan globalisasi dalam dunia kerja, salah satunya

saat ini telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berarti
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telah dibukanya gerbang perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara
dimana salah satu point terpentingnya yaitu telah dibebaskanya tenaga kerja
asing masuk ke Indonesia.

Oleh karena itu perlu disiapkan pelayanan khusus bagi penduduk usia
tua baik pelayanan kesehatan, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta
membangun sarana sosial lainya peningkatan kesadaran masyarakat untuk
memelihara para orang tua yang sudah sepuh serta yang paling penting
perhatian anak terhadap kesehatan orang mereka. Pertambahan usia tidak
produktif ini juga disebabkan oleh adanya perbaikan kondisi kesehatan
masyarakat sehingga menambah angka usia harapan hidup masyarakat.

Disisi lain rasio ketergantungan penduduk (defendency ratio) yang
menggambarkan seberapa banyak penduduk usia produktif (15-64 Tahun)
harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif yang terdiri dari
usia belum produktif (0-14 Tahun) dan uisa tidak produktif lagi yaitu usia >65
Tahun).

Gambar II-19 Piramida Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2024

Piramida Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024
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Sumber: Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

[1-66




HELS] ]

)l

Komposisi umur penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dapat
digambarkan dalam piramida penduduk. Model piramida penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai dasar lebar dan puncak yang
mengerucut. Bentuk semacam ini terdapat pada daerah-daerah dengan
tingkat kelahiran yang masih tinggi dan angka kematian sudah mulai menurun
walaupun masih tergolong tinggi. Karakteristik yang dimiliki piramida
penduduk semacam ini yaitu umur median rendah dan angka beban
tanggungan pada usia muda tinggi. Piramida penduduk Provinsi Riau
mempunyai ciri di mana jumlah usia produktif, khususnya dewasa memiliki
tanggungan besar terhadap jumlah manula dan usia muda yang cukup banyak.
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan
terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin
dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif.

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara
kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong
negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan
merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya
persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang
harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup
penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan
persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin
rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Riau dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 677.290 jiwa. Angka ini

menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai wilayah dengan penduduk
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terbesar kedua setelah Kabupaten Kampar yang hampir mencapai 881.028
jiwa. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi barometer pembangunan di Provinsi
Riau, khususnya selain sebagai pusat pemerintahan, Kabupaten Indragiri Hilir
juga menjadi pusat ekonomi yang penting. Sebagian besar bisnis besar,
perdagangan, dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Kabupaten Indragiri
Hilir.

Sebagai wilayah dengan dukungan ekonomi terbesar kedua di Provinsi
Riau, Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh sektor pertanian, industri
pengolahan dan perdagangan. Sektor ini memiliki cukup banyak serapan
tenaga kerja sehingga perlunya perencanaan yang komprehensif dengan
aspek kependudukan.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir diproyeksikan mencapai 795,331
ribu jiwa pada tahun 2045. Angka ini meningkat kisaran 100 ribu jiwa
dibandingkan jumlah penduduk tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk
setiap tahun ini menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan Kabupaten
Indragiri Hilir jika dapat dikelola secara optimal dalam meningkatkan daya
saing sumber daya manusianya. Berbagai kebutuhan harus dipenuhi baik dari
sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga aksesibilitas dan kompetivitas
akan menjadi bagian dari kemudahan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir
dalam mensejahterakan kehidupannya. Proyeksi Penduduk Kabupaten
Indragiri tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel :

Tabel II-15 Proyeksi Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2025-2029

Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)
Jenis Kelamin
2025 2026 2027 2028 2029
€] (2) (3) (4) (5) (6)
Laki-Laki 356.961 360.229 363.379 366.415 369.338
Perempuan 335.228 339.095 342.873 346.567 350.173
L+P 692.189 699.324 706.252 712.982 719.511

Sumber : BPS Provinsi Riau (diolah)
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2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kkesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari
penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan
kondisi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kondisi
umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator Kkinerja
pembangunan secara keseluruhan. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi:
(1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
(2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek

kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga.

1) Kesejahteraan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai
kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang
ditampilkan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir dalam lima
tahun terakhir menunjukkan pola yang tidak stabil dan cenderung menurun

pada akhir periode.

Gambar II-20 Laju Pertumbuhan EKkonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

2022

2023 2024

2020 2021 2022 2023 2024

M Laju Pertumbuhan

. 4,44 4,41 5,25 3,17 31
Ekonomi

Sumber : BPS Kab. Indragiri Hilir
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Pada tahun 2020, laju pertumbuhan tercatat sebesar 4,44%, yang
kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 4,41% pada tahun 2021.
Tahun 2022 mencatatkan kinerja ekonomi tertinggi dengan pertumbuhan
5,25%, yang dapat diasumsikan sebagai efek pemulihan ekonomi
pascapandemi serta peningkatan harga komoditas unggulan seperti kelapa,
perikanan, dan sektor UMKM.

Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam ke angka
3,17%, dan terus menurun lagi menjadi 3,10% pada 2024. Penurunan ini
dapat mengindikasikan adanya tekanan struktural terhadap sektor ekonomi
lokal, seperti ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap
fluktuasi harga global, degradasi produktivitas lahan, lemahnya hilirisasi
produk lokal, serta terbatasnya inovasi dan investasi sektor industri.

PDRB sektor ekonomi menunjukkan kemampuan faktor-faktor
produksi pada suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa pada suatu
periode tertentu, selanjutnya barang dan jasa akhir tersebut digunakan untuk
berbagai keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah, investasi dan
ekspor-impor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator
makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional
setiap tahun, PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang
dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten Indragiri
Hilir dalam satu tahun, unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17
lapangan usaha (sektor ekonomi) yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4)
Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan
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Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa
Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15) Jasa
Pendidikan (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (17) Jasa lainnya.

Perkembangan Nilai PDRB atas dasar harga berlaku terhadap 17 sektor
ekonomi tersebut pada selama periode 2010-2024 tumbuh sebesar 9,23% per
tahun atau naik dari Rp. 28,06 triliun tahun 2010 menjadi Rp. 94,99 triliun
tahun 2024. Sedangkan nilai PDRB harga konstan 17 sektor ekonomi tersebut
selama periode 2010-2024 tumbuh sebesar 4,61% per tahun dengan nilai Rp.
28,06 triliun pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 52,56 triliun tahun 2024.
Berdasarkan Gambar 2.21 nilai PDRB ADHB terjadi penurunan nilai yaitu pada
tahun 2018 (Rp. 60,18 triliun). Sementara nilai PDRB ADHK tidak pernah
mengalami penurunan selama periode 2010-2024. Perkembangan nilai PDRB
ADHB dan ADHK selama tahun 2010-2024 jelasnya dapat dilhat pada Gambar
berikut.

Gambar II-21 Perkembangan Nilai PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2010-2024

Perkembangan Nilai PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010-2024
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Nilai PDRB sektor ekonomi tertinggi atas dasar harga berlaku selama
periode tahun 2010-2024 terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan dari Rp. 13.729,39 milyar tahun 2010 menjadi Rp. 43.748,66 milyar
tahun 2024 atau tumbuh sebesar 8,86% per tahun. Sektor pertanian masih
menjadi andalan penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup
besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian di
Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini menjadikan peluang sektor pertanian dalam
pengaruhnya terhadap perekonomian di Indragiri Hilir .Karena pada dasarnya
aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor
produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan
menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki
oleh masyarakat. Sektor ekonomi dengan nilai PDRB terendah atas dasar
harga berlaku selama periode tersebut adalah jasa perusahaan dari Rp. 0,74
milyar tahun 2010 hanya naik menjadi Rp. 2,33 milyar tahun 2024.

Namun sektor ekonomi dengan pertumbuhan nilai PDRB tertinggi atas
dasar harga berlaku adalah sekotor Pertambangan dan Penggalian sebesar
23,19% per tahun atau naik dari Rp. 127,38 milyar pada tahun 2010 menjadi
Rp. 1.084,95 milyar pada tahun 2024. Sektor ekonomi yang mengalami
pertumbuhan nilai PDRB terendah atas dasar harga berlaku adalah sektor
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,66%
atau naik dari Rp 5,25 milyar pada tahun 2010 kemudian menjadi Rp. 9,66
milyar pada tahun 2024.

Sektor ekonomi yang memberikan rata-rata kontribusi tertinggi selama
periode 2010-2024 pada PDRB atas dasar harga berlaku adalah Pertanian,
Kehutan, dan Perikanan sebesar 47,70% per tahun, namun kontribusinya
mengalami fluktuasi selama periode 2010-2024 sehingga mengalami tren

pertumbuhan negatif sebesar -0,39% per tahun. Penurunan kontribusi sektor

P .'A(f«/&:’c). jn{rrﬂu{- Ll
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Pertanian, Kehutan, dan Perikanan disebabkan oleh terjadinya penurunan
produksi kelapa akibat tanaman tua, hama, dan alih fungsi lahan. Degradasi
lingkungan seperti intrusi air laut, banjir, dan kekeringan semakin
memperburuk kondisi. Sektor perikanan juga terdampak overfishing dan
penurunan kualitas perairan. Selain itu, minimnya infrastruktur, akses pasar,
serta berkurangnya tenaga kerja pertanian menekan produktivitas. Kombinasi
faktor ini menyebabkan sektor tersebut mengalami tren pertumbuhan negatif,
meskipun masih menjadi penyumbang utama PDRB daerah.

Sementara itu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terendah
atas dasar harga berlaku selama tahun 2010-2024 adalah sektor jasa
perusahaan dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,0033% per tahun,
dan kontribusinya juga mengalami penurunan dari 0,0034% tahun 2010 turun
menjadi 0,0025% tahun 2024 dengan tren pertumbuhan negatif sebesar -
0,18% per tahun. Penurunan kontribusi sektor jasa perusahaan disebabkan
oleh terjadinya penurunan penggunaan jasa dari sektor jasa perusahaan
seperti kegiatan pemberian jasa pada pihak lain seperti jasa hukum, jasa
akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan,
arsitek dan teknik, jasa periklanan dan jasa persewaan mesin dan peralatan
selama rentang waktu 2010-2024. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga
berlaku dan kontribusinya menurut sektor ekonomi di Kabupaten Indragiri

Hilir Tahun 2010-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan 2.17 berikut.
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Tabel II-16 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010-2024 (Milyar Rupiah)

Tahun Rata-Rata
2o LapanganitsabaiDRE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 P/e.lr.:;l“‘::‘;l:)“
A ll;z::ligrlg:{ Kthtanan' dan 13.729,39 17.255,30 18.802,27 20.474,84 23.579,65 25.053,88 27.552,99 29.236,34 26.927,35 28.012,53 30.417,90 34.862,73 38.465,88 40.858,52 43.748,66 8,86
B Pertambangan dan Penggalian 127,38 149,59 174,35 326,37 353,74 325,05 348,23 505,70 762,02 602,55 539,00 813,31 183558 | 1.601,83 1.084,95 23,19
C Industri Pengolahan 7.399,74 8.347,05 9.44493 10.528,74 11.725,64 12.856,42 14.026,94 14.397,75 14.522,83 14.817,94 15.651,41 18.075,00 20.891,59 21.093,62 24.266,11 8,98
D Pengadaan Listrik dan Gas 11,60 13,33 14,15 12,94 14,56 20,40 26,26 32,45 34,92 36,85 39,73 42,41 48,04 51,62 54,97 12,31
E Pengadaan Alr, Pengelolaan 5,25 5,98 6,92 6,69 6,79 7,23 7,44 8,79 8,65 8,80 8,84 9,26 9,65 9,17 9,66 4,66
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 1300,79 | 1.64594 | 1.89480 | 217053 | 244504 | 276902 | 3.06002 | 339443 | 3.681,85 | 3.937,74 | 3.82512 | 423400 | 478468 | 590694 6.171,77 11,98
G Perdagangan Besar dan Eceran; 3.778,86 453695 | 497922 | 527734 | 673177 | 745343 | 866361 | 943775 | 10.180,74 | 11.00504 | 1047688 | 1099210 | 1242372 | 1294944 | 14.159,52 10,14
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 269,29 322,66 376,30 430,55 496,30 564,49 620,28 657,69 686,05 719,97 607,25 663,25 775,75 895,08 1.007,19 10,25
I &ea“kiidﬁ?;’uﬂ“’m”d“‘ dan 121,73 144,18 162,19 180,89 204,24 221,69 243,07 268,60 285,91 296,85 248,19 285,60 329,03 379,87 413,89 9,47
] Informasi dan Komunikasi 133,43 175,78 206,14 239,29 255,75 292,74 316,05 339,79 365,68 401,59 422,94 456,01 485,46 507,41 537,04 10,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi 135,27 180,64 227,70 256,26 305,60 303,46 335,64 335,92 363,32 369,84 375,80 412,26 466,80 486,23 495,60 10,14
L Real Estate 204,67 241,18 275,91 305,99 343,07 403,49 444,08 489,36 518,33 550,36 556,35 579,06 631,00 674,79 709,56 9,39
M,N | Jasa Perusahaan 0,74 0,86 0,96 1,07 1,29 1,44 1,64 1,85 2,05 2,17 1,77 1,78 2,13 2,25 2,33 8,99
Administrasi Pemerintahan,
0 Pertahanan dan Jaminan Sosial 568,20 635,55 774,16 826,55 878,54 956,82 992,57 | 1.05699 | 1.071,74 | 1.10287 1.08039 | 1.089,63 1.106,02 1.138,64 1.253,16 5,96
Wajib
P Jasa Pendidikan 132,97 160,35 173,02 192,45 237,46 281,78 323,24 342,95 368,05 394,78 405,46 421,45 440,87 460,89 485,02 9,87
Q Isfsaia'fe“hata" dan Kegiatan 33,58 39,06 43,55 49,04 57,87 70,48 80,57 82,50 88,96 102,45 116,32 130,87 135,09 156,99 188,65 13,26
R'E'T' Jasa lainnya 105,08 12548 138,34 158,25 184,39 218,29 249,07 281,87 311,54 335,57 270,16 283,56 332,47 373,09 396,98 10,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 28.057,94 33.979,88 37.694,90 41.437,78 47.821,68 51.800,09 57.291,70 60.870,71 60.180,01 62.697,91 65.043,51 73.352,31 83.163,75 87.546,37 94.985,06 9,23

Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2011-2025
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Tabel II-17 Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010-2024 (%)

Tahun Rata-rata Rata-Rata
No Lapangan Usaha PDRB Kontribusi Pertumbuhan/
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (5070 2024 Tahun (%)
A Ezfﬁ:ﬁ; Kehutanan, dan 4893 | 50,78 | 49,88 | 49,41 | 4931 | 4837 | 48,09 | 48,03 | 4474 | 44,68 | 4677 | 47,53 | 4625 | 4667 | 46,06 47,70 -0,39
B Pertambangan dan Penggalian 045 | 044 | 046 | 079 | 074 | 063 | 06l | 083 | 127 | 096 | 083 | 111 | 221 | 183 1,14 0,95 12,67
C Industri Pengolahan 2637 | 2456 | 2506 | 2541 | 2452 | 24,82 | 2448 | 23,65 | 24,13 | 23,63 | 24,06 | 2464 | 2512 | 2409 | 2555 24,67 0,17
D Pengadaan Listrik dan Gas 004 | 004 | 004 | 003] 003 | 004 005 ] 005 006 ]| 006 006] 006 006 006 0,06 0,05 3,01
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 002 | 002 | 002 002]| o001| 001| 001 | 001| 001 ]| 001 | 001]| 001 | 001 ]| 001 0,01 0,01 -4,07
Ulang
F Konstruksi 464 | 484 | 503 | 524 | 511 | 535 | 534 | 558 | 612 | 628 | 58 | 577 | 575 | 675 6,50 5,61 2,60
Perdagangan Besar dan Eceran;
G Reparasi Mobil dan Sepeda 1347 | 1335 | 13,21 | 12,74 | 1408 | 1439 | 1512 | 1550 | 1692 | 17,55 | 16,11 | 1499 | 1494 | 1479 | 1491 14,80 0,86
Motor
H Transportasi dan Pergudangan 0,96 0,95 1,00 1,04 1,04 1,09 1,08 1,08 1,14 1,15 0,93 0,90 0,93 1,02 1,06 1,03 0,93
I Penyediaan Akomodasi dan 043 | 042 | 043 | 044 | 043 | 043 | 042 | 044 | 048 | 047 | 038 | 039 | 040 | 043 0,44 0,43 025
Makan Minum
] Informasi dan Komunikasi 048 | 052 | 055 | 058 ] 053 | 057 | 055 ]| 056 | 061 | 064 | 065 ] 062 058 058 0,57 0,57 1,38
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,48 0,53 0,60 0,62 0,64 0,59 0,59 0,55 0,60 0,59 0,58 0,56 0,56 0,56 0,52 0,57 0,76
L Real Estate 073 | 071 ] 073 | o074] o072 ] o078 | o078 | 080 | 086 | 088 | 08 | 079 | 076 | 077 0,75 0,78 0,26
M,N | Jasa Perusahaan 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 0,00 0,003 0,18
Administrasi Pemerintahan,
0 Pertahanan dan Jaminan Sosial 203 | 187 | 205 | 199 | 18 | 185 | 1,73 | 174 | 1,78 | 176 | 166 | 149 | 133 | 1,30 1,32 1,72 -2,86
Wajib
P Jasa Pendidikan 047 | 047 | 046 | 046 | 050 | 054 | 056 | 056 | 061 | 063 | 062 ] 057 | 053] 053 0,51 0,54 0,67
Q !Sf:i;fe“hata“ dan Kegiatan 012 | o011 | o012 | o012 | 012 | 014 | 014 | 014 | 015| o016 | 018 | 018 | 016 | 018 | 020 0,15 3,89
RST,U | Jasalainnya 037 | 037 | 037 | 038] 039 | 042 | 043 | 046 | 052 | 054 | 042 | 039 | 040 | 043 0,42 0,42 1,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO _[100,00 |100,00 |100,00 [100,00 100,00 [100,00 [100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 100,00 [100,00 100,00 | 100,00 100,00 1,22

Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2011-2025
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Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan nilai PDRB
harga konstan selama periode 2010-2024 sebesar 4,61% per tahun dengan nilai
PDRB sebesar Rp. 28.057,94 milyar pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 52.563,59
milyar pada tahun 2024. Selama periode yang sama sektor ekonomi dengan nilai
PDRB tertinggi atas dasar harga konstan adalah sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan dengan nilai Rp. 13.729,39 milyar pada tahun 2010 kemudian naik
menjadi Rp. 23.890,61 milyar tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar
4,06% per tahun. Secara sederhana ukuran keberhasilan dihitung dari besar
pengaruh uang yang diperoleh dari sektor pertanian terhadap perekonomian suatu
daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan
masyarakat sebagai pemilik faktor juga akan turut meningkat. Perekonomian
dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa rill terhadap penggunaan
faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Sedangkan
sektor ekonomi dengan nilai PDRB terendah atas dasar harga konstan adalah sektor
jasa perusahaan hanya Rp. 0,74 milyar tahun 2010 kemudian naik menjadi Rp. 1,33
milyar tahun 2024 atau dengan pertumbuhan sebesar 4,61% per tahun.

Sektor ekonomi yang memberikan rata-rata kontribusi tertinggi pada PDRB
atas dasar harga konstan selama periode 2010-2024 adalah pertanian, kehutanan
dan perikanan sebesar 46,98% per tahun, dengan kontribusi turun dari 48,93%
tahun 2010 menjadi 45,45% tahun 2024 dengan pertumbuhan kontribusi sebesar -
0,52% per tahun. Peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan disebabkan oleh terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa pada
sektor pertanian baik sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan,
peternakan dan hasilnya, kehutanan dan perikanan komoditas tersebut selama
rentang waktu 2010-2024.

Sementara itu sektor yang memberikan kontribusi terendah atas dasar harga

konstan selama tahun 2010-2024 adalah jasa perusahaan dengan rata-rata
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kontribusi sebesar 0,0027% per tahun, dan kontribusinya turun dari 0,0026%
tahun 2010 menjadi 0,0025 % tahun 2024 dengan penurunan kontribusi sebesar -
0,06% per tahun. Penurunan kontribusi sektor jasa perusahaan disebabkan oleh
terjadinya penurunan penggunaan jasa dari sektor jasa perusahaan seperti kegiatan
pemberian jasa pada pihak lain seperti jasa hukum, jasa akuntan dan pembukuan,
jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa
periklanan dan jasa persewaan mesin dan peralatan selama rentang waktu 2010-
2024. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusinya
menurut sektor ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010-2024 dapat
dilihat pada Tabel 2.18 dan 2.19 berikut.
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Tabel II-18 Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hilir 2010-2024 (Milyar Rupiah)

Tahun Rata-Rata
K LapagzapticanaiRbRE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Peﬁ';:::‘('%"/
A g::ﬁ:r‘::l Kehutanan, dan 1372939 | 14.82483 | 15641,25 | 1636837 | 17.638,72 | 17.753,87 | 18590,16 | 19.26642 | 19.659,51 | 2044516 | 21.161,49 | 2200942 | 2296464 | 2364349 | 23.890,61 4,06
B Pertambangan dan Penggalian 127,38 137,43 147,85 281,66 299,86 235,80 239,07 343,17 507,50 509,81 508,74 542,81 696,12 723,76 734,66 16,04
C Industri Pengolahan 7.399,74 7.713,82 8.674,78 963273 | 10.160,17 | 1048522 | 1093906 | 11.347,07 | 1171215 | 12.21246 | 1244317 | 13.01627 | 13.62532 | 13.79L,12 | 14411,07 4,92
D Pengadaan Listrik dan Gas 11,60 12,19 12,89 13,54 14,57 15,49 17,64 18,40 19,58 19,64 21,01 22,53 24,64 25,25 26,95 6,25
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 525 545 5,63 5,65 5,69 5,85 593 6,86 6,73 6,84 6,87 7,20 7,41 6,80 7,01 2,20
Ulang
F Konstruksi 1300,79 1.410,35 151913 1.629,66 1.751,93 1.856,20 1.972,46 2.10391 2.188,89 2.29553 222154 2.362,38 249191 2.872,72 2.978,77 6,16
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 3.778,86 4.088,06 4.390,46 463091 4.940,13 5.103,14 5.363,63 5.745,55 6.142,16 6.441,40 5.906,70 6.176,45 6.653,10 6.824,12 7.225,32 4,82
Sepeda Motor
H :;?Zzgg;‘;;da“ 269,29 292,11 319,52 349,01 378,78 397,82 416,81 432,99 442,36 452,22 368,92 390,43 425,84 459,07 491,61 4,65
I ;ea“kiidﬁf‘:u’:‘:“’m“as‘ dan 121,73 131,56 143,05 154,35 165,28 170,60 179,66 191,87 200,52 205,61 168,62 192,61 215,89 241,87 253,88 5,68
] Informasi dan Komunikasi 133,43 155,01 180,98 202,86 214,56 233,74 247,93 264,21 278,52 297,48 321,81 345,63 361,31 374,14 395,22 8,13
K Jasa Keuangan dan Asuransi 135,27 169,46 199,38 214,40 243,26 230,17 245,04 238,01 247,24 247,66 251,71 263,48 273,95 279,67 282,23 5,68
L Real Estate 204,67 222,33 238,73 257,31 273,71 297,03 312,73 331,00 345,27 366,09 369,56 380,69 397,34 411,07 422,54 5,34
M,N__| Jasa Perusahaan 0,74 0,80 0,86 0,92 0,99 1,05 1,12 1,21 1,32 1,36 1,08 1,09 1,26 1,28 133 4,61
Administrasi Pemerintahan,
0 Pertahanan dan Jaminan 568,20 610,12 657,57 690,30 705,87 748,97 751,72 763,72 769,20 778,26 752,65 753,31 756,99 770,98 845,73 2,94
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 132,97 142,75 151,28 161,42 173,70 185,22 195,24 202,00 213,86 223,77 227,26 234,60 242,16 249,83 25591 4,80
Q ]Sf;a'fese}‘ata" dan Kegiatan 33,58 35,99 38,60 41,67 45,30 49,85 53,79 54,28 57,70 63,45 71,30 79,41 80,37 90,93 108,09 8,80
RSTU | Jasalainnya 105,08 114,27 122,50 134,74 148,28 15345 165,56 180,68 196,23 208,12 165,12 172,06 198,68 218,91 232,66 6,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 28.057,94 | 30.066,53 | 32.444,46 | 34.769,51 | 37.160,80 | 37.923,47 | 39.697,57 | 41.491,37 | 42.988,74 | 44.774,87 | 44.967,5¢ | 46.950,37 | 49.416,95 | 50.985,02 | 52.563,59 4,61

Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2011-2025
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Tabel II-19 Perkembangan Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010-2024 (%)

Tahun

Rata-rata

3 . Rata-Rata
No Lapangan Usaha Kontribusi Pertumbuhan
PDRB 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (2010- )
2024) / Tahun (%)

A Pertanian, Kehutanan, 4893 | 4931 | 4821 | 47,08 | 47,47 | 4681 | 4683 | 4643 | 4573 | 4566 | 47,06 | 4688 | 4647 | 4637 | 4545 46,98 -0,52
dan Perikanan

B Pertambangan dan 0,45 0,46 0,46 0,81 0,81 0,62 0,60 0,83 1,18 1,14 1,13 1,16 1,41 1,42 1,40 0,92 10,77
Penggalian

C Industri Pengolahan 2637 | 2566 | 2674 | 27,70 | 27,34 | 27,65 | 27,56 | 27,35 | 27,24 | 27,28 | 27,67 | 27,72 | 27,57 | 27,05 | 2742 27,22 0,29

D gisgadaa“ Listrik dan 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 1,61
Pengadaan Air,

E Pengelolaan Sampah, 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 2,28
Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi 4,64 4,69 4,68 4,69 4,71 4,89 4,97 5,07 5,09 5,13 4,94 5,03 5,04 5,63 5,67 4,99 1,49
Perdagangan Besar dan

G Eceran; Reparasi Mobil | 13,47 | 13,60 | 13,53 | 13,32 | 1329 | 1346 | 13,51 | 1385 | 1429 | 1439 | 1314 | 13,16 | 1346 | 1338 | 1375 13,57 0,19
dan Sepeda Motor

H Transportasi dan 09 | 097 | 098 | 100 | 102 | 105 | 105 | 104 | 103 | 101 | o082 | 08 | 086 | 090 | 094 0,96 -0,01
Pergudangan

I Penyediaan Akomodasi 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,46 0,37 0,41 0,44 0,47 0,48 0,44 0,98
dan Makan Minum

] Informasi dan 0,48 0,52 0,56 0,58 0,58 0,62 0,62 064 | 065 0,66 0,72 074 | 073 073 0,75 0,64 3,37
Komunikasi

K k:j::ﬁ‘s‘f“gan dan 0,48 0,56 0,61 0,62 0,65 0,61 0,62 0,57 0,58 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 0,57 0,95
Real Estate 0,73 0,74 0,74 0,74 0,74 0,78 0,79 0,80 0,80 0,82 0,82 0,81 0,80 0,81 0,80 0,78 0,71

M,N Jasa Perusahaan 0,0026 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0025 | 0,0025 O'OOE 0,0027 -0,06

Administrasi

0 Pemerintahan, 2,03 2,03 2,03 1,99 1,90 1,97 1,89 184 | 179 1,74 | 167 1,60 1,53 1,51 1,61 1,81 -1,58
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan 0,47 0,47 0,47 0,46 0,47 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,51 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,21

Q Jasa Kesehatan dan 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,16 0,17 0,16 0,18 0,21 0,14 4,08
Kegiatan Sosial
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Tahun Rata-rata
T Lapangan Usaha Kontribusi peRr:I:an-ll;ztl?an
PDRB 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (2010- Tahun (9
2024) / Tahun (%)
RST.U | Jasalainnya 037 | 038 | 038 | 039 | 040 040 | 042 | 044 | 046 | 046 | 037 | 037 | 040 | 043 | 044 041 145
PRODUKDO:;"RES%KREG'ONAL 100,00 [100,00 [100,00 [100,00 [100,00 [100,00 [100,00 [100,00 [100,00 [100,00 [100,00 [100,00 [100,00 100,00 |100,00 100,00 1,27
Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2011-2025
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Sementara itu pertumbuhan ekonomi sektoral selama periode 2020-
2024 menunjukan bahwa sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dari 17 sektor
ekonomi selama periode tersebut yaitu sebesar 11,39% dengan pertumbuhan
pada tahun 2020 sebesar 12,37% meningkat pada tahun 2024 menjadi
sebesar 18,87%. Sedangakan sektor ekonomi dengan pertumbuhan terendah
selama periode 2020-2024 adalah sektor Jasa Perusahaan dengan
pertumbuhan sebesar 0,29%. Selain itu juga terdapat sektor Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang menglami pertumbuhan
ekonomi rendah selama periode 2020-2024 yaitu sebesar 0,60% per tahun.
Pertumbuhan yang rendah pada sektor Jasa Perusahaan di Kabupaten
Indragiri Hilir selama 2020-2024 kemungkinan disebabkan oleh dampak
pandemi COVID-19, yang membuat banyak perusahaan mengurangi
penggunaan jasa konsultasi dan administrasi untuk menekan biaya
operasional. Selain itu, digitalisasi dan otomatisasi dalam berbagai aspek
bisnis mengurangi permintaan terhadap layanan jasa perusahaan tradisional.
Ketidakpastian ekonomi selama periode tersebut juga menyebabkan dunia
usaha lebih fokus pada stabilisasi keuangan dibandingkan ekspansi, sehingga
permintaan terhadap jasa perusahaan tetap rendah.

Sementara itu, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang yang hanya tumbuh sebesar 0,60% per tahun kemungkinan
disebabkan oleh rendahnya investasi dan infrastruktur dalam layanan dasar
ini. Permasalahan seperti terbatasnya jaringan distribusi air bersih, sistem
pengelolaan sampah yang belum optimal, serta minimnya fasilitas daur ulang
dapat menghambat pertumbuhan sektor ini. Selain itu, tingkat kesadaran
masyarakat terhadap pengelolaan limbah yang masih rendah serta
keterbatasan anggaran daerah untuk sektor ini juga menjadi faktor yang

berkontribusi terhadap pertumbuhan yang lambat.
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Sementara sektor pertanian yang banyak digeluti masyarakat sebagai
lapangan kerja utama hanya mengalami rata-rata pertumbuhan selama
periode 2020-2024 tersebut sebesar 3,17% per tahun. Selama periode
tersebut pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 4,34%. Hal ini
disebabkan oleh terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa pada
kegiatan pertanian pada umumnya meliputi usaha cocok tanam, pemeliharaan
ternak, penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut, penebangan kayu dan
pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar serta kegiatan jasa
pertanian. Sektor pertanian meliputi beberapa sub sektor yaitu tanaman
bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil hasilnya,
kehutanan dan perikanan akibat adanya peningkatan investasi beberapa
tahun sebelummnya sehingga berakibat pada peningkatan jumlah produksi
komoditas pertanian.

Namun pertumbuhan ekonomi terendah pada sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir selama 2020-2024
terjadi pada tahun 2024 hanya sebesar 1,05% disebabkan terjadinya
penurunan volume produksi barang dan jasa pada sektor tersebut. Sementara
komoditas tersebut mendominasi lapangan usaha dan kerja masyarakat di
wilayah ini. Penurunan produksi tersebut akibat terjadinya penurunan harga
komoditas yang dihasilkan di wilayah tersebut yaitu kelapa sawit dan karet
sehingga mengurangkan minat masyarakat untuk mengelola usahanya secara
maksimal. Selain itu rendahnya harga komoditas kelapa sawit dan karet
berdampak pada menurunnya gairah masyarakat yang bergerak dalam sektor
tersebut untuk meningkatkan produksinya sehingga mengakibatkan
rendahnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Upaya peningkatan
pertumbuhan ekonomi sektor pertanian terutama pada masyarakat adalah
melalui peningkatan kapasitas investasi, invensi dan inovasi serta penerapan

teknologi dengan manajemen terbaik atau good agricultural practices.
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Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan
melalui penyediaan, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana
pertumbuhan ekonomi diwilayah ini. Pemerintah perlu mendorong
perkembangan sektor ekonomi yang lain sebagai pemanfaat terhadap hasil
sektor pertanian seperti sektor industri. Sektor industri yang tangguh dapat
menyerap komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat secara umum untuk
diolah di dalam wilayah ini agar menjadi produk industri yang dihasilkan
secara relatif tidak berkorelasi secara langsung dengan harga pasar
internasional sebagai komoditas utama.

Selain itu secara makro ekonomi upaya lain yang dapat dilakukan
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mendorong pengambil
kebijakan pada sektor moneter melalui penurunan biaya modal atau tingkat
bunga bank. Penurunan tingkat bunga bank akan memotivasi masyarakat
untuk melakukan pinjaman modal baik untuk belanja modal (investasi)
maupun belanja konsumsi dan selain itu melalui peningkatan gaji pekerja yang
pertumbuhannya melebihi tingkat inflasi. Hal ini akan mendorong
peningkatan daya beli masyarakat sehingga belanja konsumsi RT terhadap
barang dan jasa akan mengalami peningkatan.

Sementara itu jika diamati posisi relatif pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi
Riau berada pada posisi 5 terendah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar
3,10%. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebesar

3,52%.

Lnfupiter. jf.{”?m: Ll
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Gambar II-22 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri
Hilir dan Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024*

b= PE Kabupaten Kota  ====PE Provinsi Riau

Sumber: BPS, Provinsi Riau dalam Angka Tahun 2025

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang
akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah dalam
jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan
pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan
pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan
gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk
selama satu tahun di suatu daerah akibat peningkatan produksi barang dan
jasa, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. Dengan
demikian PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan
penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor

produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.
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Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui
apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran
pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu
daerah. Hal ini dapat juga digunakan bersamaan dengan data soal
harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu
menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan
oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga
perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha
mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal)
bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan
kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan
papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk
mengukur tingkat kesejahteraan.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-
2024 ditunjukkan pada Gambar 2.24, selama periode tersebut PDRB per
kapita Harga Berlaku dengan migas menunjukkan tren peningkatan dari Rp.
99,32 Juta per kapita pada tahun 2020 menjadi Rp. 130,27 juta per kapita pada
tahun 2024 atau naik dengan pertumbuhan 7,16% per tahun. Demikain halnya
dengan PDRB per kapita Harga Konstan mengalami peningkatan dari Rp.
68,66 juta per kapita pada tahun 2020 menjadi Rp. 72,09 juta per kapita pada
tahun 2024 atau dengan pertumbuhan 1,27% per tahun.

Lnfupiter. ,.ff.{”#m: Ll
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Gambar I1-23 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri
Hilir Tahun 2020-2024
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Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2021-2025

Pertumbuhan pendapatan per kapita atas harga dasar berlaku tertinggi

terjadi pada tahun 2022 sebesar 12,02%, dan atas dasar harga konstan

tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 3,99%. Kontraksi pertumbuhan
PDRB ADHB per kapita terjadi pada tahun 2020.

Tabel II-20 PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-

2024
ADHB ADHK
Tahun Depgan Depgan ng;{;ta Pertumbu(l)lan ng:?:ita Pertumbu:mn/
Migas Migas (Rp. Juta) / Tahun (%) (Rp. Juta) Tahun (%)
(Rp. Juta) (Rp. Juta)
2020 65.044 44.968 99,32 0,00 68,66 0,00
2021 73.352 46.950 111,47 12,24 71,35 3,92
2022 83.164 49.417 125,86 12,91 74,79 4,82
2023 87.546 50.985 125,86 0,00 73,30 -1,99
2024 94.985 52.564 130,27 3,50 72,09 -1,65

Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka Tahun 2021-2025
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Hal ini terjadi karena wabah Covid 19 tahun 2019-2020 sehingga
menyebabkan terjadinya gangguan aktifitas proses produksi barang dan jasa
dan mengakibatkan turunnya produksi barang dan jasa. Sementara itu jika
diamati posisi pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024 terhadap 12 kabupaten Kota di Provinsi Riau berada pada posisi
5 terendah dengan PDRB ADHB Perkapita senilai Rp. 138,73 juta dan berada
diatas Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti yang
nilai pendapatan per kapitanya yang lebih rendah dan berada lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata PDRB ADHB per kapita Provinsi Riau senilai
Rp. 165,35 juta. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.25 berikut.

Gambar II-24 Posisi Relatif PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Indragiri
Hilir dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Posisi Relatif PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024

=== PDRB Per Kapita Kabupaten Kota ~ ===PDRB Provinsi Riau

Sumber: BPS, Provinsi Riau dalam Angka Tahun 2025
Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya

dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk, tetapi perlu
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juga dilihat dari pemerataan pendapatan. Distribusi pendapatan dapat diukur
menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau
ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang
angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu
(ketimpangan yang sempurna).

Lebih lanjut Todaro (2020) menyatakan bahwa untuk negara-negara
sedang berkembang, distribusi pendapatan sangat tidak merata jika angka
indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan
dengan ketidakmerataan sedang jika angka indeks gini terletak antara 0,36
sampai dengan 0,49 dan kurang 0,30 maka pada kategori ketimpangan rendah.

Selama periode 2020-2024, angka indeks gini Kabupaten Indragiri Hilir
mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dari 0,306 tahun 2020 menjadi
0,278 di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar -1,00%.
Angka indeks gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan antara
penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau bergerak dari
kategori relatif merata selama 2020-2024. Pergerakan kategori relatif merata
ini perlu menjadi perhatian untuk dipertahankan bahkan dapat diturunkan
dengan pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Indragiri
Hilir dan Provinsi Riau ke depan. Artinya pembangunan yang dijalankan
selama periode tersebut masih perlu memperbaiki ketimpangan pendapatan
antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan ke
depan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan
infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun di
pedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah
dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan
antara kelompok masyarakat tersebut. Selama periode 2020-2024 terjadi

fluktuasi dalam pemerataan dengan penurunan ketimpangan pendapatan
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sebesar -0,90% per tahun untuk Kabupaten Indragiri Hilir dan -1,69% per

tahun untuk Provinsi Riau.

Gambar II-25 Kontribusi PDRB Kabupaten Indragiri Hilir terhadap
PDRB Provinsi Riau Tahun 2020-2024
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Sumber : BPS Provinsi Riau (di olah)

Kontribusi ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir terhadap total PDRB
Provinsi Riau mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga
2022, sebelum akhirnya stabil dalam dua tahun terakhir. Pada 2020,
kontribusi Indragiri Hilir berada di puncaknya, yaitu 8,94%, Angka ini terus
menurun tajam pada 2021 (8,74%) dan mencapai titik terendah pada 2022
(8,39%). Namun, tren negatif berhasil dihentikan. Pada 2023 dan 2024,
kontribusi Indragiri Hilir mulai stabil di angka 8,53% dan 8,54%.

Data ini secara implisit memperlihatkan kerentanan ekonomi Indragiri
Hilir yang masih sangat bergantung pada komoditas mentah. Ketika harga
komoditas lain di provinsi (seperti minyak) melonjak, Indragiri Hilir tidak bisa
ikut menikmati pertumbuhan serupa, sehingga porsinya mengecil. menyusut.

Penurunan kontribusi dari 2020-2022 tidak berarti ekonomi Indragiri Hilir
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tidak tumbuh. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau secara keseluruhan (yang mencakup seluruh kabupaten/kota)

jauh lebih pesat pada periode tersebut dibandingkan dengan Indragiri Hilir.

Tabel I1I-21 Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Kabupaten Indragiri
Hilir Tahun 2020-2024

Enfugiln. Jretresgivi il

Tahun Rata-rata
Wilayah ” Pertumbuhan
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (%)/Tahun
Kabupaten Indragiri Hilir 0,310 | 0,297 | 0,296 | 0,303 0,299 -0,90
Provinsi Riau 0,329 | 0,326 | 0,323 | 0,324 0,307 -1,69

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024
*) Angka Sementara (forecast) tahun 2024

Pencapaian indeks gini Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau
tahun 2024 sebesar 0,299 dan Provinai Riau sebesar 0,307 sudah termasuk
kategori relatif merata. Namun jika dilihat indeks gini rasio antara perkotaan
dan pedesaan maka tingkat pemerataan pendapatan penduduk kota dan desa
di Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau pada tahun 2024 menunjukkan
kondisi yang berbeda dimana IGR perkotaan lebih tinggi sedangkan pedesaan
kategori relatif merata. Perbaikan kondisi pemerataan pendapatan di
Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau tidak terlepas dari besaran
anggaran pemerintah Kabuapten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Pusat
dalam pembangunan di pedesaan dan pola pembangunan (self services
development).

IGR Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024 masih lebih baik
dibandingkan indeks gini Indonesia (0,379) meski berada dalam kelompok
yang berbeda yaitu ketidakmerataan sedang dan merata. Bila dibandingkan
dengan Kabupaten Kota di provinsi Riau, pencapaian indeks gini Kabupaten
Indragiri Hilir berada pada posisi terbaik keempat di Provinsi Riau. Jelasnya
lihat Gambar 2.18 di atas.

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau,
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karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan
tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil
pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan
menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan
menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun hal ini
tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak
dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan
yang terjadi.

Indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan dengan
memperhatikan persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk
berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut
kriteria Bank Dunia terpusat pada 40% penduduk berpendapatan terendah.
Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi
pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan
penduduk, yang di golongkan sebagai berikut:

1. Memperoleh < 12%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap
tinggi

2. Memperoleh 12 - 17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap
sedang

3. Memperoleh 17%,maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap
rendah.

Indeks Williamson merupakan koefisien variasi tertimbang yang dibuat oleh

Williamson pada tahun 1965. Indeks Williamson sangat sensitif

untuk mengukur perbedaan daerah dan mencermati tren kesenjangan yang

terjadi (Williamson dalam Akita and Kataoka, 2003): Indeks Williamson

digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan antar Kabupaten dan kota

di Provinsi Riau. Dasar perhitungannya adalah menggunakan PDRB per kapita

dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per Kabupaten dan kota. Indeks
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Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

Jika indeks Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan
antar Kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah rendah atau pertumbuhan
ekonomi antar daerah merata. Jika mendekati 1 maka ketimpangan distribusi
pendapatan antar Kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah tinggi atau
pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata, sehingga dapat
dikelompokkan pada: a) Kesenjangan level rendah, jika IW < 0,35; b)
Kesenjangan level sedang, jika 0,35 < IW < 0,5; dan c) Kesenjangan level tinggi,
jika IW > 0,5.

Indeks Williamson Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 0,509. Kondisi ini
lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,525. Artinya,
ketimpangan distribusi pendapatan masih cukup tinggi atau pertumbuhan
ekonomi antar daerah masih belum merata. Selama periode 2020-2024 dapat
dilihat pemerataan pembangunan terus mengalami perbaikan. Hal ini juga
dapat diartikan suatu keberhasilan dalam upaya pemerataan pembangunan di
Riau.

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan,
dan kesehatan dengan kata lain penduduk miskin adalah penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis
Kemiskinan. Ada beberapa tinjauan kategori kemiskinan terutama terkait
dengan:

a. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai
akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari orang miskin.

b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan
keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga

yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.

Lnfupiter. jf.{”?m: Ll
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c. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan

dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan

sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan

tetangga.

d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang

lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.

e. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan

merupakan hasil dari struktur sosial.

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir selama

periode 2020-2024 berkurang sebesar -1,85% per tahun. Perkembangan

indikator kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir seperti yang disajikan pada

Tabel di bawah ini:

Tabel II-22 Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

; icki Tahun Pertumbuha
Indikator Kemiskinan | - Satuan 55065051 T 2022 | 2023 | 2024 | n/Tahun
Jumlah Penduduk Ribujiwa | 4429 | 4461 | 4322| 4086| 41,05 -1,85
Miskin
Pe.rsgntase Penduduk % 5,93 6,18 5,98 5,64 5,66 -1,09
Miskin
Indek Kedalaman % 0,96 0,90 0,73 0,68 0,84 211
Kemiskinan
Indek Keparahan % 0,27 0,21 0,13 0,13 0,22 2,23
Kemiskinan
Garis Kemiskinan Rp/ I:ap‘t 495.305 | 518.283 | 568.879 | 597.122 | 629.570 6,20

Sumber: BPS, Statistik Dasar Berita Resmi Statistik Provinsi Riau

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir secara

signifikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tingkat

kemiskinan sebesar 5,93%, menurun menjadi 5,66% pada tahun 2024. Selama

periode 2020-2024, tingkat kemiskinan rata-rata menurun sebesar 1,09% per

tahun.
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Jika diamati perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Indragiri Hilir selama periode 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 44.000
jiwa. Jumlah ini mengalami lonjakan sangat tajam pada tahun 2021 menjadi
518.283 jiwa, yang menandai kenaikan ekstrem dibandingkan tahun
sebelumnya. Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan menjadi
43.220 jiwa, lalu kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 40.860 jiwa.
Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 41.049 jiwa. Jika
dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada tahun
yang sama yang mencapai 473.040 jiwa, maka kontribusi Kabupaten Indragiri
Hilir terhadap angka kemiskinan provinsi adalah sebesar 8,68%. Secara
peringkat, posisi Indragiri Hilir berada pada wurutan ke-6 dari 12
kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.

Sementara itu, secara umum jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau
selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan meskipun tidak
terlalu tajam. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau
sebesar 491.220 jiwa. Angka ini sedikit turun pada tahun 2021 menjadi
496.660 jiwa. Selanjutnya, angka tersebut terus menurun menjadi 493.130
jiwa pada tahun 2022, 485.660 jiwa pada tahun 2023, dan mencapai angka
terendah selama periode lima tahun terakhir pada tahun 2024 yaitu sebesar
473.040 jiwa. Penurunan yang cukup konsisten ini mencerminkan adanya
perbaikan kondisi sosial ekonomi di tingkat provinsi, meskipun masih
terdapat daerah-daerah dengan kontribusi signifikan terhadap angka
kemiskinan, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir.

Di tingkat nasional, jumlah penduduk miskin juga menunjukkan tren
penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin
di Indonesia mencapai 27.549.690 jiwa. Jumlah ini terus mengalami

penurunan secara bertahap menjadi 26.503.650 jiwa pada tahun 2021,

[1-94




HREN

kemudian 26.363.370 jiwa pada tahun 2022, dan 25.898.550 jiwa pada tahun
2023. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin nasional tercatat sebesar
24.054.720 jiwa. Penurunan ini menggambarkan upaya berkelanjutan
pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang mulai menunjukkan hasil
positif secara agregat nasional.

Dengan demikian, data ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat
perbaikan secara umum baik di tingkat provinsi maupun nasional, perhatian
terhadap daerah-daerah dengan lonjakan atau kontribusi kemiskinan yang
signifikan seperti Kabupaten Indragiri Hilir tetap menjadi hal yang penting
dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Gambar II-26 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau, & Nasional Tahun 2020 - 2024

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau, & Nasional Tahun 2020 - 2024
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491220 496660 493130 485660/ 473040
0 44000 51828343220 _ 40860 . 41049
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Nasional e=@=Indragiri Hilir = ==®==Provinsi Riau

Sumber: BPS, Statistik Dasar Berita Resmi Statistik Provinsi Riau Tahun 2024

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir
selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif namun
cenderung menurun secara umum. Pada tahun 2020, persentase penduduk
miskin tercatat sebesar 5,93%, kemudian sempat meningkat pada tahun 2021

menjadi 6,18%, sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun-tahun

Lnfupiter. ,.ff.{”#m: Ll

[1-95




lCI"iD]E!Jm

Lnfugiles. jn-/”?mi Ll
202s5-2029

berikutnya. Pada tahun 2024, angka tersebut berada pada posisi 5,66%, yang
menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,27 poin persentase dibandingkan
tahun 2020.

Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Indragiri
Hilir selama lima tahun terakhir adalah sekitar -1,15% per tahun. Meskipun
secara persentase terlihat menurun, penurunan ini tergolong tidak signifikan
secara riil apabila mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk yang
cenderung lebih cepat dibandingkan kecepatan penurunan jumlah penduduk
miskin. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terukur dan
berbasis data untuk menghasilkan strategi pengentasan kemiskinan yang
efektif.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Riau dan tingkat Nasional, terlihat
bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir secara
konsisten lebih rendah dari angka provinsi maupun nasional sepanjang lima
tahun terakhir. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2024, persentase penduduk
miskin di Provinsi Riau sebesar 6,67%, sementara angka nasional sebesar
8,57%, keduanya masih berada di atas angka Kabupaten Indragiri Hilir yang
hanya 5,66%. Fakta ini menunjukkan bahwa secara relatif, kondisi kemiskinan
di Kabupaten Indragiri Hilir lebih terkendali dibandingkan dengan rata-rata
daerah lain di Provinsi maupun tingkat nasional.

Namun demikian, perbedaan yang relatif kecil antara persentase
Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau menunjukkan bahwa masalah
kemiskinan masih perlu menjadi perhatian khusus. Terlebih lagi, apabila tidak
disertai dengan perencanaan berbasis data kependudukan yang akurat dan
strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, maka penurunan
kemiskinan yang terjadi tidak akan cukup signifikan untuk membawa
perubahan sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, diperlukan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah
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dalam menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan,
yang mempertimbangkan dinamika demografis dan kondisi sosial ekonomi

lokal secara menyelurubh.

Gambar II-27 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten
Indragiri Hilir terhadap Indek PO Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun
2024

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten,
Provinsi dan Nasional (Persen) 2020 -2024

15
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Nasional e=@=Indragiri Hilir = ==®==Provinsi Riau

Sumber: BPS, Statistik Dasar Berita Resmi Statistik Provinsi Riau Tahun 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P1) merupakan
indikator yang menggambarkan rata-rata kesenjangan antara pengeluaran
penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks P1,
maka semakin besar rata-rata kekurangan pengeluaran penduduk miskin dari
garis kemiskinan. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks P1, maka semakin
dekat penduduk miskin kepada garis kemiskinan, dan ini menunjukkan
semakin terbukanya peluang untuk dikeluarkan dari jurang kemiskinan
melalui intervensi kebijakan dan program bantuan sosial yang tepat sasaran.

Perkembangan nilai indeks P1 di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode
2020-2024 cenderung menunjukkan fluktuasi namun secara umum
mengalami penurunan dari 0,96 pada tahun 2020 menjadi 0,84 pada tahun
2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan rata-rata pengeluaran

penduduk miskin mendekati garis kemiskinan sebesar 0,12 poin, dengan rata-
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rata pertumbuhan negatif sebesar -3,20% per tahun selama lima tahun
terakhir.

Meskipun indeks sempat mengalami penurunan hingga titik terendah di
tahun 2023 sebesar 0,68, namun kembali mengalami kenaikan menjadi 0,84
di tahun 2024. Kenaikan ini dapat mencerminkan adanya tekanan ekonomi
tertentu atau belum optimalnya penyaluran bantuan dan program intervensi.
Oleh karena itu, penting dilakukan pendalaman data dan profil sosial ekonomi
penduduk miskin untuk memastikan program intervensi dilakukan secara
lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Riau dan Nasional, posisi indeks P1
Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pada tahun
2024, indeks P1 Provinsi Riau tercatat sebesar 0,87, sementara angka nasional
sebesar 1,36. Ini berarti bahwa kesenjangan pengeluaran antara penduduk
miskin dan garis kemiskinan di Indragiri Hilir lebih rendah dibandingkan
dengan rata-rata provinsi maupun nasional, menandakan efektivitas relatif
dari upaya pengurangan kesenjangan di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, apabila dibandingkan dengan 12 kabupaten/kota lainnya di
Provinsi Riau, posisi Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan indeks P1 tahun
2024 berada pada peringkat ke-7 tertinggi, yang berarti masih terdapat enam
daerah yang memiliki kesenjangan lebih kecil, namun tetap lebih baik
dibandingkan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Pelalawan, Kuantan
Singingi, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, dan bahkan rata-rata Provinsi Riau
itu sendiri.

Dengan demikian, meskipun sudah ada capaian positif, upaya pengurangan
kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir perlu
terus ditingkatkan, terutama dengan strategi berbasis data mikro serta

pemetaan kebutuhan sosial ekonomi yang lebih komprehensif.
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Gambar II-28 Posisi Relatif Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Indek P1 Kabupaten Kota di
Provinsi Riau Tahun 2024

Indeks Kedalaman Miskin (P1) Menurut Kabupaten,
Provinsi dan Nasional (Persen) 2020 -2024
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Sumber: BPS, Statistik Dasar Berita Resmi Statistik Provinsi Riau Tahun 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index - P2) merupakan
indikator yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, maka semakin besar
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tersebut. Dengan kata
lain, nilai P2 yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian penduduk miskin
berada jauh di bawah garis kemiskinan, sementara sebagian lainnya relatif
lebih dekat.

Perkembangan nilai indeks P2 di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode
2020-2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi, namun secara umum berada
dalam tren yang lebih rendah dibandingkan awal periode. Pada tahun 2020,
nilai indeks P2 tercatat sebesar 0,27, kemudian menurun tajam menjadi 0,13

pada tahun 2022 dan 2023. Namun, pada tahun 2024, indeks ini mengalami
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kenaikan kembali menjadi 0,22, mencerminkan adanya peningkatan
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin dibandingkan dua
tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, penurunan dari 0,27 menjadi 0,22
selama lima tahun ini menunjukkan adanya penyempitan ketimpangan
pengeluaran, meskipun peningkatan di tahun terakhir perlu mendapatkan
perhatian khusus.

Jika dibandingkan secara regional dan nasional, nilai P2 Kabupaten
Indragiri Hilir pada tahun 2024 tercatat lebih rendah daripada Provinsi Riau
(0,23) maupun Nasional (0,32). Hal ini menandakan bahwa tingkat
ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Indragiri Hilir relatif lebih
sempit dibandingkan dengan rata-rata tingkat provinsi dan nasional. Dengan
demikian, distribusi pengeluaran antar penduduk miskin di wilayah ini lebih
merata, walaupun tetap berada dalam kondisi rentan.

Fluktuasi indeks P2 selama periode tersebut menggambarkan bahwa
meskipun ada perbaikan, ketimpangan di kalangan penduduk miskin masih
dapat meningkat sewaktu-waktu, tergantung pada kondisi ekonomi,
efektivitas bantuan sosial, dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Oleh sebab
itu, dibutuhkan strategi intervensi yang tidak hanya fokus pada peningkatan
pendapatan, namun juga memastikan pemerataan akses terhadap sumber

daya ekonomi dan perlindungan sosial.
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Gambar II-29 Posisi Relatif Indek Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Indek P2 Kabupaten Kota di
Provinsi Riau Tahun 2024

Indeks Keparahan Miskin (P2) Menurut Kabupaten,
Provinsi dan Nasional (Persen) 2020 -2024

0,5 0,47
0,43 0,42
0.4 0,38
0,32
0,3
’ 0,24 0,23
el 0,22
0,2
01 13
0
2020 2021 2022 2023 2024

Nasional em@mm|ndragiri Hilir ~e=®==Provinsi Riau

Sumber: BPS, Statistik Dasar Berita Resmi Statistik Provinsi Riau Tahun 2024

Garis Kemiskinan merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat
kemiskinan. Garis ini menunjukkan jumlah minimum pengeluaran atau
pendapatan yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi standar hidup layak
dalam satu bulan. Dengan kata lain, penduduk yang memiliki pengeluaran atau
pendapatan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai miskin. Nilai
garis kemiskinan dipengaruhi oleh perubahan harga kebutuhan pokok dan
standar kebutuhan minimum yang ditetapkan dalam suatu wilayah.

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir selama periode
2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun
2020, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp495.305 per kapita per bulan,
kemudian mengalami kenaikan secara bertahap hingga mencapai Rp629.570
per kapita per bulan pada tahun 2024. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar
Rp134.265 atau tumbuh sekitar 27,1% selama periode lima tahun tersebut.
Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan biaya hidup minimum yang

harus dipenuhi oleh penduduk untuk keluar dari kategori miskin.
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Meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2024 nilai
garis kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir (Rp629.570) masih berada di
bawah rata-rata Provinsi Riau yang mencapai Rp697.296 per kapita per bulan,
maupun nasional yang sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Artinya,
kebutuhan minimum pengeluaran di Kabupaten Indragiri Hilir lebih rendah
dibandingkan provinsi secara umum, namun tetap menunjukkan peningkatan
beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk miskin dari waktu ke waktu.

Secara relatif, posisi garis kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir tahun
2024 berada pada peringkat keempat terendah dari 12 kabupaten/kota di
Provinsi Riau. Nilai ini hanya berada di atas Kabupaten Kampar, Rokan Hilir,
dan Siak, yang memiliki garis kemiskinan lebih rendah. Hal ini menunjukkan
bahwa meskipun kebutuhan hidup minimum di Indragiri Hilir lebih tinggi dari
beberapa wilayah, tetapi tetap termasuk dalam kategori wilayah dengan garis
kemiskinan yang relatif rendah di Provinsi Riau.

Posisi dan tren garis kemiskinan tersebut perlu diperhatikan dalam
perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan, terutama dalam menentukan
alokasi bantuan sosial, penyesuaian upah minimum, dan program intervensi
ekonomi lainnya. Garis kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024

secara visual dapat dilihat pada Gambar 2.30.
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Gambar II-30 Posisi Relatif Garis Kemiskinan (P3) Kabupaten Indragiri
Hilir terhadap Indek P3 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Posisi Relatif Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten,
Provinsi dan Nasional (Persen) 2020 -2024
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Sumber: BPS, Statistik Dasar Berita Resmi Statistik Provinsi Riau Tahun 2024

Tingkat penggangguran terbuka merupakan persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah
penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan
usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai
bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar
kerja.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indragiri
Hilir mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 4,35% pada tahun
2020 turun menjadi 1,86% pada tahun 2024 dengan penurunan pertumbuhan
sebesar -6,54% per tahun atau jumlah penganggur terbuka berkurang
sebanyak 9.252 orang atau dari 15.782 orang tahun 2020 berkurang menjadi
6.530 orang tahun 2024. Namun demikian jika dilihat dari tahun 2024, angka
tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Indragiri Hilir mengalami

peningkatan dimana pada tahun 2024 angka TPT sebesar 1,86% dan jumlah
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pengaguran sebanyak 6.530 orang sedangkan tahun 2023 angka TPT sebesar
1,71% dan jumlah pengaguran sebanyak 5.271 orang. Dapat disimpulkan
bahwa telah terjadi penurunan jumlah pengangguran yang menyebabkan nilai
TPT yang juga menurun pada tahun 2020-2024, namun pada tahun 2023-2024
mulai terjadi peningkatan jumlah penganggur terbuka (TPT). Jelasnya lihat
Tabel berikut.

Tabel II-23 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Lnfugiles. jn-/”?mi Ll
202s5-2029

Tahun Rata-Rata
No Uraian Satuan Pertumbuhan|
2020 2021 2022 2023 2024 / Tahun (%)
1 | Jumlah Penduduk Jiwa 654.909 | 658.025 | 660.747 | 695.571 | 729.147 -0,44
Jumlah Penduduk 15-64 . 483.108 | 487.597 | 491.666 | 519.308 | 546.812 2,06
2 Jiwa
Tahun
3 | Jumlah Angkatan Kerja Orang 363.066 | 363.588 | 342.643 | 307.740 | 350.978 3,12
4 | Jumlah Menganggur Orang 15.782 9.685 5.138 5.271 6.530 -3,54
5 | TPT % 4,35 2,66 1,50 1,71 1,86 -6,54

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka terus mengurangkan tingkat
pengangguran antara lain membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,
meningkatkan peredaran modal usaha, sehingga jumlah tenaga Kkerja
bertambah, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan,
melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka
usaha sendiri agar lebih mandiri.

Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang belum bekerja
dikarenakan belum mendapat pekerjaan atau tidak bekerja. Dalam beberapa
tahun terakhir terdapat hal paradoks di Kabupaten Indragiri Hilir bahwa
pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, namun tingkat pengangguran
terbuka masih relatif tinggi, agar kedepan arah kebijakan fokus menangani
tingkat pengangguran terbuka ini dengan menyediakan lapangan kerja yang
seluas luasnya terutama pada sektor pertanian dan industri.

Jika dilihat tingkat pengangguran berdasarkan golongan umur

menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka terbesar pada usia 20-24
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dan 15-19 tahun, pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan 2023. Tingkat penggangguran tersebut
sudah berada pada angka yang relatif rendah, hal ini terjadi karena
ketersediaan lahan usaha terutama lapangan usaha yang bekerja secara
mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun demikian, untuk kedepannya
agar Pemerintah Daerah membuat kebijakan dalam mengatasi tingkat
pengangguran terbuka dengan peningkatan jumlah usaha yang padat karya.

Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih)
yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan
pengangguran. Dibagi dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas. Jumlah
penduduk 15 tahun keatas mengalami pertumbuhan 3,17% per tahun dengan
pertumbuhan jumlah Angkatan kerja sebesar -0,44% dengan angka partisipasi
angkatan kerja tumbuh sebesar -3,49% per tahun selama periode 2020-2024
jelasnya pada Tabel berikut.

Tabel II-24 Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

Enfugiln. Jretresgivi il

Tahun Rata-Rata
No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan/
Tahun (%)
1 | Jumlah Penduduk Jiwa 654.909 | 658.025 | 660.747 | 695.571 | 729.147 2,75
2 | Jumlah Penduduk 15 Jiwa 483.108 | 487597 | 491.666 | 519.308 | 546.812 3,17
Tahun Ke Atas
3 | Jumlah Angkatan Kerja Orang 363.066 | 363.588 | 342.643 | 307.740 | 350.978 -0,44
4 | Angka Partisipasi % 7515 | 7457 | 69,69 | 5926 | 64,19 -3,49
Angkatan Kerja

Sumber: Disdukcapil dan BPS, Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dan Data Olahan Tim

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan
jumlah Angkatan kerja yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan -
0,44% sedangkan angka partisipasi Angkatan Kkerja dengan rata-rata
pertumbuhan -3,49%. Hal ini mengindikasikan penawaran jumlah penduduk
usia kerja semakin tinggi, tetapi tanpa dibarengi dengan penyiapan lapangan

akan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran terbuka dengan Angka
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Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2020 sebesar 75,15% namun menurun pada

tahun 2024 sebesar 68,34%.

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat menurut perkembangan
[PM. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (Human Development
Index) adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan
pembangunan suatu negara/daerah yang dikeluarkan oleh UNDP (United
Nation Development Programe) dengan menghitung indeks komposit dari tiga
indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel Usia Harapan
Hidup, pendidikan dengan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah
dan lama menempuh jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi
dengan menghitung Tingkat Daya Beli (purchasing power parity/PPP). IPM
merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya
membangun kualitas hidup manusia.

UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan
pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan
pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan
sebagai tujuan akhir (the ultimated end) sedangkan upaya pembangunan
dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan. Untuk
menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang
perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan,
pemberdayaan (UNDP, 1995 dalam Shinegi, 2013)

IPM Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari tahun 2020-
2024 dengan rata-rata pertumbuhan 0,59% per tahun. Pada tahun 2020, IPM
Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 68,43 (kategori Sedang) kemudian
meningkat menjadi 70,07 (Kategori Tinggi) pada tahun 2024 atau naik sebesar
1,64 Point. Jika dibandingkan IPM Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024
dengan IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional maka IPM Kabupaten Indragiri
Hilir (70,07) lebih rendah dari IPM Provinsi Riau (75,67), dan IPM Nasional

Enfugiln. Jretresgivi il
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(75,02). Perkembangan IPM dan Indikator pembentuknya dapat dilihat pada
Tabel 2.21

Tabel II-25 Perkembangan IPM dan Indikatornya di Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

Tahun Rata-Rata
Indikator IPM Satuan Pertumbuhan/
2020 2021 2022 2023 2024 Tahun (%)
Indek Pembangunan 68,43 68,49 69,12 69,64 70,07 0,59
. Indek
Manusian (IPM)
Umur Harapan Hidup Tahun 72,03 72,11 72,19 72,27 72,39 0,12
Angka Harapan Lama 11,91 11,93 12,19 12,20 12,21 0,63
Tahun
Sekolah
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,23 7,24 7,26 7,31 7,32 0,31
Pengeluaran Per Kapita (Rp Juta/kapita) 9.954 9.945 10.234 10.659 | 11.050 2,66
Pertumbuhan IPM Indek 2,38 0,09 0,92 0,75 0,62 0,95
Pertumbuhan UHH Tahun 6,46 0,11 0,11 0,11 0,17 1,39
Pertumbuhan HLS Tahun 0,08 0,17 2,18 0,08 0,08 0,52
Pertumbuhan RLS Tahun 0,14 0,14 0,28 0,69 0,14 0,28
Pertumbuhan PPP (Rp Juta/kapita) (4.12) (0,09) 2,91 4,15 3,67 1,30

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2025

Trend perkembangan IPM Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2020-
2024 menunjukkan peningkatan lebih cepat dengan koefisien regresi sebesar
1,8645 dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau dengan koefisien regresi
sebesar 1,5807. Tren perkembangan IPM Kabupaten Indragiri Hilir dapat
dilihat pada Gambar 2.31 berikut:
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Gambar II-31 Perkembangan IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2020-2024

Perkembangan IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024
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Sumber: BPS, Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2025

2) Kesehatan untuk semua
Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin setiap
warganya menerima pelayanan medis berkualitas tinggi yang disesuaikan
dengan kebutuhan mereka. Hal ini sesuai dengan yang diamahkan Undang-
Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa
pemerintah bertanggung jawab atas Kketersediaan fasilitas pelayanan
kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya dengan prinsip bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial,
ekonomi, atau geografis, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang
berkualitas, terjangkau, dan mudah diakses. Data berikut menggambarkan
kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain adalah :
a) Umur Harapan Hidup
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) atau Life Expectancy at Birth
adalah rata-rata jumlah tahun yang diharapkan seseorang akan hidup

sejak saat lahir, dengan asumsi bahwa pola angka kematian pada saat
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kelahiran tersebut akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. UHH
merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai
kesehatan populasi di suatu daerah. UHH mencerminkan derajat survey
suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survey
kependudukan (LongForm SP2020). Umur Harapan Hidup (UHH)
merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk dan
derajat kesehatan pada khususnya.

Perkembangan umur harapan hidup di Kabupaten Indragiri Hilir
selama periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel II-21. Selama
periode tersebut, umur harapan hidup penduduk Kabupaten Indragiri
Hilir terus meningkat dari 72,03 tahun 2020 bertambah menjadi 72,39
tahun 2024 atau bertambah sebanyak 0,36 tahun dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 0,12% per tahun. Pada Tahun 2024, pencapaian
UHH di Kabupaten Indragiri Hilir masih lebih rendah dibandingkan UHH
Provinsi Riau sebesar 74,41 tahun dan nasional sebesar 74,15 tahun.
Artinya kebijakan terhadap program peningkatan kesehatan masyarakat
di Kabupaten Indragiri Hilir harus menjadi prioritas mengingat masih
dibawah UHH Provinsi Riau dan Nasional.

Umur harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi
suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya umur harapan hidup
menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk
peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten
Indragiri Hilir. Perkembangan UHH Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2024,
lihat Tabel berikut :

Lnfupiter. ,.ff.{”#m: Ll
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Tabel II-26 Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2020-2024

Enfugiln. Jretresgivi il

Tahun Rata-Rata
Wilayah Satuan Pertumbuhan/
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahun (%)
Indragiri Hilir | Tahun | 72,03 | 72,11 | 72,19 | 72,27 72,39 0,12
Provinsi Riau | Tahun | 73,66 | 73,72 | 73,95 | 74,18 74,41 0,25

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Tahun 2024

b) Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah
Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan
yang adil dan merata kepada seluruh warga negara Indonesia. Program ini
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP]S)
Kesehatan, dan menjadi bagian dari sistem asuransi kesehatan sosial yang
wajib bagi semua penduduk Indonesia.

JKN bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara
Indonesia, termasuk mereka yang kurang mampu, memiliki akses yang
memadai terhadap layanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat
pertama (puskesmas, klinik) maupun tingkat lanjut (rumah sakit). Dengan
memberikan perlindungan finansial dalam hal kesehatan, JKN membantu
mencegah kemiskinan yang disebabkan oleh biaya kesehatan yang tinggi.
Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan akses ke layanan
kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengacu
pada jumlah atau persentase penduduk di sebuah daerah yang telah
terdaftar sebagai peserta dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS
Kesehatan. Cakupan ini mencerminkan seberapa banyak penduduk daerah

tertentu yang memiliki akses ke layanan kesehatan yang dijamin oleh
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pemerintah melalui BP]JS Kesehatan. Cakupan Kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional di Kabupaten Indragiri Hilir Dari tahun 2019 hingga
2022, terdapat peningkatan yang bertahap dalam cakupan kepesertaan
JKN, dengan kenaikan yang moderat setiap tahun. Namun, peningkatan
yang signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana cakupan hampir mencapai
100%. Ini menunjukkan upaya yang berhasil untuk mendaftarkan lebih
banyak penduduk, terutama mungkin setelah adanya intervensi atau

kebijakan khusus yang diterapkan.

Tabel 1I-27 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

. Tahun
Wilayah | Satuan |= o) =0 00 T 2022 2023 2024
Indragiri Hilir % 76,54 76,06 78,07 95,95 95,61
Provinsi Riau | % 7830 | 7967 | 8555 96,38 98,57

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, Tahun 2025

Peningkatan cakupan ini berarti lebih banyak penduduk yang
memiliki akses ke layanan kesehatan yang dijamin, yang dapat berdampak
positif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan, mengurangi beban
finansial akibat biaya kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan
cakupan mencapai 95,95% pada tahun 2023, Kabupaten Indragiri Hilir
hampir mencapai UHC, yang merupakan target nasional untuk memastikan
bahwa semua warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang
dibutuhkan.

¢) Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga merupakan suatu
pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman,
kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan

fungsi keluarga Tingkat Partisipasi Kerja Perempuan untuk semua wilayah
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di Indonesia. Dimensi Ketentraman adalah kondisi keluarga yang
didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam
kehidupan berkeluarga. Dimensi Kemandirian adalah kemampuan keluarga
untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan
hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Adapun dimensi
kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur
kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu
mengaktualisasikan diri (Hurlock: 2014, seligmen :2002, chaplin :2008).
Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga digunakan untuk
mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga
rentan, berkembang atau berkualitas. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga
berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a) kurang baik
(rentan) nilainya di bawah 40; b) cukup baik (berkembang) nilainya antara

40-70; c) baik (berkualitas di atas 70).

Tabel II-28 Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

) Tahun
Wilayah | Satuan == 5 ) 2022 2023 2024
Indragiri Hilir | Poin 53,38 51,42 56,78 58,53
Provinsi Riau Poin 53,01 58,07 66,08 66,69
Sumber: SIPERINDU_Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN,

Tahun 2025

Pada gambar di atas diketahui bahwa capaian IBangga di Kabupaten
Indragiri Hilir dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terus mengalami
peningkatan. Pada tahun 2022 [Bangga Kabupaten Indragiri Hilir mencapai
angka 51,42 kemudian meningkat menjadi 56,78 pada tahun 2023 dan
kemudian meningkat lagi menjadi 58,53 pada tahun 2024. Ini berarti
capaian IBangga di Kabupaten Indragiri Hilir sudah mencapai tahap cukup
baik (berkembang) dan dari tabel Ibangga Provinsi Riau juga sudah
mencapai tahap cukup baik (berkembang)
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d) Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan

Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan adalah
meningkatkan sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (SDM)
kesehatan, dimana diharapkan semakin baiknya rasio antara sarana,
prasarana dan SDM kesehatan dengan satuan jumlah penduduk. Adapun
perkembangan sarana, prasarana, dan SDM kesehatan serta rasio
pelayanan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari tabel
berikut :

Tabel II-29 Jumlah Fasilitas, Tenaga Kesehatan, dan Rasio Pelayanan
Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020-2024

Tahun
No. Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
1 | Jumlah Penduduk 654.909 | 658.025 | 660.747 | 677.290 | 684.860
2 | Jumlah Balita 29.902 29.902 31.883 27.762 | 34.745
3 Rumah Sakit 4 4 4 4 4
4 | Jumlah Tempat Tidur Rumah 291 291 344 344 432
Sakit
5 | Puskesmas 31 29 29 29 30
6 | Posyandu 609 622 641 635 59
7 | Dokter 136 156 156 186 152
8 | Bidan 779 859 1.007 1.028 1176
9 | Perawat 747 777 863 793 830
10 | Rasio Rumah Sakit per Satuan 0,006 0,006 0,006 0,006 0.006
Penduduk
11 | Rasio Tempat Tidur Rumah 0,444 0,442 0,521 0,508 0.630
Sakit per Satuan Penduduk
12 | Rasio Puskesmas per Satuan 0,047 0,044 0,044 0,043 0.044
Penduduk
13 | Rasio Posyandu per Satuan 2,037 2,080 2,010 2,287 0.170
Balita
14 | Rasio Dokter per Satuan 0,208 0,237 0,236 0,280 0.234
Penduduk
15 | Rasio Bidan per Satuan 1,189 1,305 1,524 1,550 1.717
Penduduk
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Tahun
No. Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
16 | Rasio Perawat per Satuan 1,140 1,181 1,306 1,171 1.212
Penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2025

Pada 2024, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 3 Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) milik pemerintah, dan 1 rumah sakit milik swasta. Adapun
rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah 0,006. Capaian ini belum
ideal, dimana rasio ideal ketersediaan rumah sakit adalah 1:100.000, yang
artinya diperlukan 1 rumah sakit untuk setiap 100.000 penduduk. Dengan
jumlah penduduk sebanyak 684.860rjiwa, diperlukan setidaknya 7 rumah
sakit untuk melayani penduduk di Indragiri Hilir. Begitu pula dengan rasio
ketersediaan tempat tidur rumah sakit, menurut standar WHO idealnya
terdapat satu tempat tidur untuk setiap 1.000 penduduk. Pada tahun 2024,
jumlah tempat tidur rumah sakit di Indragiri Hilir adalah 432, dengan rasio
0,630 per 1.000 penduduk. Hal ini berarti hanya terdapat 63 tempat tidur
per 10.000 penduduk atau Kabupaten Indragiri Hilir kekurangan 299
tempat tidur rumah sakit untuk menuju angka ideal sesuai standar WHO.

Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Indragiri Hilir
pada 2024 adalah 152 orang. Jika merujuk pada standar WHO, dimana rasio
kebutuhan dokter secara umum adalah 1:1.000, artinya dibutuhkan 1 orang
dokter untuk melayani 1.000 penduduk maka Indragiri Hilir kekurangan
jumlah dokter sebanyak 577 orang. Untuk tenaga medis lainnya seperti
bidan, dengan rasio 1,667 artinya terdapat 1,6 orang bidan untuk melayani
1.000 orang penduduk Indragiri Hilir.

e) Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai jumlah kematian
maternal selama periode waktu tertentu per 100.000 kelahiran hidup pada

waktu yang sama. Menurut Kementerian Kesehatan, kematian maternal
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adalah kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak
terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang
disebabkan karena kehamilan atau penanganannya, dan bukan karena

sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel II-30 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Indragiri Hilir
tahun 2020-2024

Enfugiln. Jretresgivi il

. Tahun
Uraian 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angka Kematian Ibu 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002
Jumlah Kematian Ibu 10 16 8 15 17

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Kab. Indragiri Hilir, tahun 2025

. Berdasarkan tabel di atas, jumlah kematian ibu mengalami fluktuasi
selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat 10 kasus
kematian ibu, meningkat tajam menjadi 16 kasus pada tahun 2021. Namun,
pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 8 kasus. Angka ini
kembali meningkat menjadi 15 kasus pada tahun 2023, dan 17 kasus pada
tahun 2024. Secara umum, meskipun sempat naik-turun, tren dalam lima
tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah kematian
ibu. Terdapat kenaikan jumlah kematian Ibu dikarenakan keterlambatan
pengambilan keputusan untuk melakukan rujuk dan pemberian Tindakan.

Penyebab kematian ibu selama 5 tahun terakhir masih didominasi
karena perdarahan dan hipertensi, kecuali pada tahun 2021 disebabkan
karena Covid-19. Penurunan kasus kematian ibu karena adanya
peningkatan Cakupan pelayanan Kesehatan ibu selama masa kehamilan,
persalinan dan masa nifas. Kebijakan Kementerian kesehatan untuk ibu
hamil adalah mendapatkan minimal 6 kali pelayanan antenatal (K1 sampai
K6). Cakupan pelayanan Kesehatan ibu hamil dan persalinan di fasilitas
pelayanan Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir masih rendah. Tahun
2023 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Kabupaten Indragiri Hilir
K1 74,8%, K4 57,6% dan K6 40,7% dan persalinan di Fasilitas Kesehatan
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masih sebesar 51,7%. (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun
2025)
f) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Jumlah balita gizi kurang di Kabupaten Indragiri Hilir selama 5 tahun
terakhir mengalami fluktuasi namun tetap cenderung menurun. Pada tahun
2023, terdapat 685 balita yang mengalami balita dengan status gizi kurang
dari total 27.762 balita atau sebesar 2,47%. Namun, jumlah balita dengan
gizi buruk mengalami penurunan sebanyak 219 balita menjadi 466 balita
pada tahun 2024 dari total jumlah balita 34.745, atau sebanyak 1,34%.

Tabel II-31 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Indragiri Hilir
tahun 2020-2024

No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
1 | Jumlah Balita Gizi Kurang 588 368 203 685 466
2 | Jumlah Balita 34.097 | 33.009 | 36.003 | 27.762 | 34.745
3 | Prevalensi Balita Gizi Kurang 1,72 1,11 0,56 2,47 1,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2025

g) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Begitu juga halnya untuk balita dengan gizi buruk, selama 4 tahun
terakhir berfluktuasi namun tetap cenderung menurun. Pada tahun 2023,
terdapat 15 balita di Kabupaten Indragiri Hilir dengan status gizi buruk dari
total jumlah balita 27.762, atau sebanyak 0,054%. Angka ini mengalami
penurunan menjadi 9 balita dengan status gizi buruk pada tahun 2024 dari

total balita 34.745, atau sebesar 0,025%.

Tabel II-32 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Indragiri Hilir
tahun 2020-2024

No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
1 | Jumlah Balita Gizi buruk 19 17 3 15 9
2 | Jumlah Balita 34.097 33.009 | 36.003 | 27.762 | 34.745
3 Prevalensi Balita Gizi buruk 0,056 0,052 0,008 0,054 0,025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2025
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h) Prevalensi Stunting Balita

Pada tahun 2016, secara global sekitar 23 persen anak-anak di
bawah lima tahun mengalami stunting. Stunting mengacu pada kondisi
anak yang terlalu pendek untuk anak seusianya. Kondisi ini
menggambarkan kekurangan gizi kronis yang terjadi karena buruknya
kualitas nutrisi sejak di dalam kandungan, di masa anak-anak, dan/atau
disebabkan infeksi atau penyakit. Stunting begitu menjadi perhatian
karena efek jangka panjangnya yang menyebabkan anak tidak dapat
mencapai kapasitas penuh dari pertumbuhan, cenderung memiliki
kemampuan kognitif yang lebih rendah, serta lebih rawan terserang
penyakit (UNICEF, 2020). Di masa depan, hal tersebut akan mempengaruhi
produktivitas kerja dan kemampuan bekerja, yang dapat berakibat pada
rendahnya pendapatan rumah tangga secara mikro dan perkembangan
ekonomi nasional secara makro, yang nantinya akan mempengaruhi
Indonesia Emas 2045.

Prevalensi balita sangat pendek dan pendek (stunting) berdasarkan
hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten Indragiri Hilir dapat
dilihat pada tabel II-29 dibawah ini :

Tabel II-33 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Indragiri Hilir
tahun 2020-2024

No. Uraian 2020 | 2021 2022 2023 2024

1 Prevalensi Balita Stunting 27,43 28,40 28,50 18,80 25
Sumber: SSGI/SKI 2025

Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berhasil

menurunkan angka stunting sebanyak 9,7% menjadi 18,8%, dari sebelumnya

28,5% pada tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun
2024 sebesar 25%.




lCI"iD]E!Jm

i) Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (TB)

Penyakit Tuberculosis (TB) sampai saat ini masih menjadi masalah
kesehatan masyarakat karena merupakan salah satu penyakit infeksi
pembunuh utama yang menyerang golongan usia produktif (15-50 tahun)
dan anak-anak serta golongan ekonomi lemah. Penyakit ini disebabkan oleh
kuman tuberculosis yang ditularkan melalui percikan dahak penderita
dengan BTA positif. Sebagian besar, penyakit ini menyerang paru-paru
sebagai organ tempat infeksi primer, namun dapat juga menyerang organ
lain seperti, kulit, kelenjar limfa, tulang dan selaput otak. Indonesia
menempati peringkat kedua setelah India, dengan 860.100 kasus baru TB
per tahun. Hal ini tentu menjadikan pemerintah sangat concern terutama
dalam upaya pengendalian penyakit TB, begitu pula dengan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1I-34 Perkembangan Pasien Tuberculosis (TB) di Kabupaten
Indragiri Hilir tahun 2020-2024

Enfugiln. Jretresgivi il

. TAHUN
Indikator
2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Pasien Baru 576 582 815 848 1.041
Jumlah Pasien Sembuh 195 30 31 79 149
Jumlah Pasien dengan 298 530 535 761 750
Pengobatan Lengkap

TB Success Rate 85,59 96,22 69,45 99,06 86,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2025
Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan
jumlah kasus baru TB di Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahunnya, paling
banyak adalah pada tahun 2024, dengan jumlah kasus baru sebanyak 1.041
pasien. Pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi menderita TB melalui tes
dahak, akan diberikan obat anti tuberkulosis (OAT) minimal dalam jangka
waktu 6 bulan. Pemberian obat ini akan lebih panjang lagi waktunya jika

pasien terdapat penyakit komorbid, misalnya pasien juga menderita

1-118




)]

lCJ"EllE!J’m

malnutrisi atau diabetes militus.

TB Success Rate atau angka keberhasilan pengobatan TB adalah
indikator untuk mengukur persentase keberhasilan program pengobatan
Tuberculosis di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Pasien TB
dikatakan sembuh (cured) jika pada akhir masa pengobatan hasil
pemeriksaan dahaknya menjadi negatif. Ada bukti laboratorium yang
mengkonfirmasi bahwa kuman TB sudah tidak ada lagi. Pasien TB dengan
pengobatan lengkap (treatment completed), artinya seorang pasien telah
menyelesaikan seluruh rangkaian pengobatan TB-nya (biasanya 6 bulan)
sesuai jadwal, namun tidak memiliki bukti hasil pemeriksaan dahak pada
akhir pengobatan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, misalnya pasien
tidak bisa mengeluarkan dahak atau terdapat keterbatasan pada fasilitas
lab. Angka ini juga dihitung sebagai sebuah keberhasilan pengobatan pasien
TB. Pada tahun 2024, jumlah pasien TB yang dinyatakan sembuh sebanyak
149 orang dan terdapat 750 pasien dengan pengobatan lengkap, sehingga
angka TB success rate Kabupaten Indragiri Hilir adalah 86,36%.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen dan terus berupaya
agar target angka TB success rate minimal 90% ini dapat diwujudkan.

Pengendalian Penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dapat diartikan sebagai sejenis
virus yang secara spesifik menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV
menyerang sel pertahanan tubuh manusia (Sel CD4), sehingga jika
seseorang terinfeksi HIV maka tubuh akan kehilangan kemampuannya

untuk melawan infeksi dan penyakit yang seharusnya mudah untuk diatasi.
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Gambar II-32 Perkembangan Kasus Baru HIV di Kabupaten Indragiri
Hilir tahun 2020-2024

55

38 38

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2025

Jumlah kasus baru HIV di Kabupaten Indragiri Hilir sejak tahun
2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020,
ditemukan kasus baru sebanyak 45 orang, dan pada tahun 2024 sebanyak
38 kasus baru. Jumlah kasus baru HIV terbanyak terdapat pada tahun
2023 yaitu sebanyak 55 kasus. Penemuan kasus HIV ini bisa didapatkan
saat skrining kesehatan calon pengantin, skrining kesehatan ibu hamil,
serta mobile clinic untuk menjaring di semua populasi kunci seperti
penyuka sesama jenis (LSL), wanita tuna susila (WTS), waria, maupun
warga lembaga pemasyarakatan yang dilakukan pada fasilitas-fasilitas
kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Indragiri Hilir. Jika terdapat hasil
tes seseorang positif HIV, maka dilakukan upaya pemberian obat
Antiretroviral (ARV). Dengan mengonsumsi ARV secara teratur seumur
hidup, diharapkan orang dengan HIV (ODHIV) dapat memiliki sistem imun
yang kuat, hidup sehat, produktif, dan memiliki harapan hidup yang sama
dengan orang tanpa HIV. Sampai dengan bulan Mei tahun 2025 terdapat
177 ODHIV yang aktif mengonsumsi ARV.
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k) Perkembangan Penyakit Emerging dan Reemerging
- Malaria
Kabupaten Indragiri Hilir memang merupakan daerah endemis

terhadap kasus malaria. Selama tiga tahun berturut-turut, dari tahun
2020-2023, Kabupaten Indragiri Hilir berhasil mencatatkan nol kasus
malaria. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa yang mengindikasikan
bahwa program pengendalian malaria berjalan efektif, seperti upaya-
upaya seperti surveilans kasus, pengendalian vektor (nyamuk Anopheles),
distribusi kelambu berinsektisida, dan tata laksana kasus kemungkinan
besar sangat berhasil. Begitu pula dengan mata rantai penularan lokal
telah terputus. Tidak adanya kasus lokal menunjukkan bahwa Kabupaten
Indragiri Hilir berada dalam status daerah eliminasi malaria. Munculnya
kembali kasus (re-emergence) sebanyak 4 kasus di Desa Kuala Selat,
Kecamatan Kateman pada tahun 2023 adalah titik balik yang krusial dan
merupakan sinyal peringatan dini (early warning) yang sangat kuat.
Angka ini menandakan bahwa, telah terjadi kebocoran pertahanan
melalui adanya kasus impor (dibawa oleh seseorang dari daerah endemis
lain) yang masuk ke wilayah Indragiri Hilir. Kemudian, penularan lokal
telah dimulai kembali dimana kasus impor tersebut berhasil menulari
penduduk setempat melalui gigitan nyamuk vektor yang ada di
lingkungan sehingga memulai kembali mata rantai penularan yang
sebelumnya sudah terputus. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kecamatan Kateman
melalui Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 611/IX/HK-2024
tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Penyakit Malaria di
Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024. Kemudian,
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga menetapkan status tanggap

darurat bencana non alam KLB malaria, yang berlaku sejak tanggal 2
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Oktober 2024, dan diperpanjang hingga 4 kali sampai tanggal 27 Januari
2025. Berbagai upaya telah dilakukan seperti, penelusuran, penemuan
dan pengobatan kasus secara masif, pengambilan sampel darah masal, dan
setiap kasus positif diobati dengan obat antimalaria (ACT) sesuai standar
nasional dan dipantau kepatuhan minum obatnya hingga tuntas untuk
mencegah resistensi. Kemudian, juga dilakukan distribusi kelambu, dan
pemberantasan jentik-jentik nyamuk. Rekap data terakhir, hingga tanggal
24 Januari 2025 adalah 51 hari tanpa temuan kasus malaria baru, sehingga
status KLB dicabut. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

berkomitmen untuk kembali menjadi daerah dengan eliminasi malaria.

Gambar II-33 Perkembangan Kasus Malaria di Kabupaten Indragiri
Hilir tahun 2020-2024

249

0 0 o—6= 4
2020 2021 2022 2023 2024

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, Tahun 2025
- Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue atau Dengue Haemorrhagic
Fever (DHF) merupakan salah satu penyakit menular yang sampai
saat ini masih menjadi masalah. Penyakit DBD ini sering muncul
sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena penyebarannya yang cepat

dan berpotensi menimbulkan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh
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virus dengue yang penularannya melalui gigitan nyamuk aedes
aegypti dan aedes albopictus yang hidup pada genangan air bersih di
sekitar rumah. Nyamuk ini mempunyai kebiasaan menggigit pada saat
pagi dan sore. DBD dikenal memiliki siklus 3-5 tahunan. Peningkatan
kasus yang terjadi berturut-turut kemungkinan besar disebabkan
oleh pergeseran serotipe (jenis) virus Dengue yang dominan di suatu
wilayah. Ketika serotipe baru menyebar, sebagian besar masyarakat
belum memiliki kekebalan, sehingga lebih banyak yang jatuh sakit.
Perubahan iklim yang memicu musim hujan lebih panjang atau suhu
yang lebih hangat dapat mempercepat siklus hidup nyamuk Aedes
aegypti dan memperluas habitat perkembangbiakannya. Kasus
tertinggi yaitu pada tahun 2023 sebanyak 157 kasus, dan terjadi
penurunan kasus menjadi 81 kasus DBD pada 2024. Kunci untuk
mengendalikan DBD dalam jangka panjang adalah pencegahan yang
berkelanjutan  melalui pemberdayaan masyarakat dalam
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), bukan hanya mengandalkan
tindakan reaktif seperti fogging saat wabah sudah terjadi.
Gambar II-34 Perkembangan Kasus DBD di Kabupaten Indragiri Hilir
tahun 2020-2024

157

86 81
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, Tahun 2025
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1) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal Kesehatan. Target pencapaian SPM Kabupaten Indragiri
Hilir untuk Bidang Kesehatan mengacu pada target nasional yaitu 100%.
Untuk realisasi SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-
2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.31 dibawah ini :

Tabel II-35 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024

usia lanjut;

layanan kesehatan

Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang
1  Kesehatan Ibu mendapatkan layanan = 62,19% 96,65% @ 63,76%
Hamil kesehatan
Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang
2 | Kesehatan Ibu  mendapatkan layanan = 49,95% 73,37% | 75,02%
Bersalin kesehatan
Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang
3  Kesehatan @ Bayi mendapatkan layanan =~ 52,90% 100,00% 76,10%
Baru Lahir kesehatan
Pelavanan Jumlah Balita yang
Y . mendapatkan layanan 46,09% 88,79% @ 58,63%
kesehatan balita
kesehatan
Pelayanan Jumlah Warga Negara usia
ke.sehatan .pada pendidikan dasar yang 341% 9128%  28,42%
usia  pendidikan mendapatkan layanan
dasar kesehatan
Pelayanan ]Lirél(lial;(t:/fVarga Negara 1;5;3
kesehatan  pada produ yang 7,13% 90,00% | 30,94%
. . mendapatkan layanan
usia produktif
kesehatan
Pelayanan Jumlah warga negara usia
kesehatan  pada lanjut yang mendapatkan  60,26% 88,32% 83,46%
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Pelayanan
Kesehatan
Penderita

Hipertensi

Pelayanan
kesehatan
penderita diabetes
melitus

Pelayanan
kesehatan orang
dengan gangguan
jiwa berat Jumlah
Warga Negara
dengan gangguan
jiwa berat yang
terlayani
kesehatan

Pelayanan
kesehatan
terduga
tuberkulosis

orang

Pelayanan
kesehatan
dengan risiko
terinfeksi virus
yang melemahkan
daya tahan tubuh
manusia (Human
Immunodeficiency
Virus)

orang

Jumlah  Warga  Negara
penderita hipertensi yang
mendapatkan layanan
kesehatan

Jumlah  Warga  Negara

penderita diabetes mellitus
yang mendapatkan layanan
kesehatan

Jumlah  Warga  Negara
dengan gangguan jiwa berat
yang terlayani kesehatan

Jumlah  Warga  Negara
terduga tuberculosis yang
mendapatkan layanan
kesehatan

Jumlah  Warga  Negara
dengan risiko terinfeksi

virus yang melemahkan
daya tahan tubuh manusia
(Human Immunodeficiency
Virus) yang mendapatkan
layanan kesehatan
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33,40%

98,14%

27,37%

37,88%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, tahun 2025.

3) Pendidikan Berkualitas yang Merata

£

80,77% | 26,88%
84,77% 98.90%
96,43% 100%
94,66% 100%
100,00% @ 64,51%

Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem

pendidikan dan kesehatan agar pengembangan sumber daya manusia terus

membaik. Hasil kajian yang dilakukan oleh Yale University (2019),

pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan.
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Salah satu masalah besar bangsa ini adalah rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menjadikan
masyarakat berkualitas harus melalui pendidikan yang berkualitas. Oleh
karena itu, masyarakat harus berpendidikan tinggi agar dapat memainkan
peran dalam perbaikan kehidupan masyarakat. Proporsi penduduk berusia 15
tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat
sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya terhadap
penduduk usia 15 tahun ke atas masih terbatas. Masyarakat harus memiliki
kemampuan literasi, yaitu kemampuan mengakses, memahami, dan
menggunakan sesuatu dengan cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain
membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara (Wiedarti, 2015),
agar mereka dapat berperan lebih jauh dalam melaksanakan kewajiban
sebagai warga negara Indonesia.

Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi diatas adalah AMH.
Jumlah penduduk melek huruf di Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami
peningkatan dengan pertumbuhan 3,22% atau naik dari 474.895 jiwa tahun
2020 bertambah menjadi 538.446 jiwa tahun 2024. AMH melihat pencapaian
indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca
merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH
merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu
daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Jika diamati dari Tabel berikut masih terdapat masyarakat Kabupaten
Indragiri Hilir yang belum melek huruf. Hal tersebut dapat dilihat dari
persentase penduduk buta huruf yaitu sebesar 1,70% tahun 2020 turnun
menjadi 1,53% ditahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun
sebesar -1,20%. Sedangkan jumlah penduduk buta huruf juga mengalami
peningkatan dari 11.133 tahun 2020 menjadi 11.156 di tahun 2024 dengan

pertumbuhan sebesar 1,24% per tahun. Sementara itu persentase melek huruf
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mengalami peningkatan dari 98,30% tahun 2020 turun menjadi 97,87% tahun
2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,04% per tahun. Angka melek
huruf di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami fluktuasi dalam lima tahun
terakhir. Angka ini target akhirnya adalah 100% di Kabupaten Indragiri Hilir
sehingga Kabupaten ini bebas buta huruf. Walaupun dalam pengukuran [PM
angka melek huruf sudah menggunakan angka harapan lama sekolah, namun
kondisi ini dapat digunakan untuk melihat kondisi perkembangan
pengetahuan masyarakat.

a) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) selama tahun
2020-2024 di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren peningkatan dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 0,31% per tahun. Pencapaian angka Rata-
Rata Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2020 yaitu sebesar
7,23 tahun meningkat menjadi 7,32 tahun pada tahun 2024 dengan
peningkatan sebesar 0,09 tahun. RLS Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024
masih lebih rendah dari RLS Provinsi Riau sebesar 9,43 tahun dan lebih
rendah dari RLS Nasional 8,85 tahun.

Jika dilihat angka tersebut RLS Kabupaten Indragiri Hilir belum
mencapai standart wajib belajar 9 Tahun, oleh karena itu upaya peningkatan
angka rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun harus menjadi prioritas
pembangunan dibidang sumber daya manusia kedepannya, karena itu
melalui program dan kegiatan peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun dan
didukung pendidikan universal akan menjadi motor utama dalam
peningkatan produktivitas tenaga kerja dan dukungan Pemprov Riau.

Pekembangan RLS Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2024.
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